GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : \23 /KEP/HK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif
dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya pada Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 390/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

c. bahwa terdapat perubahan dan penambahan terhadap
dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...

\



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana diktum KESATU, meliputi:

20T
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SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Pemerintahan;

SOP Penanganan Surat Keluar di Biro Pemerintahan;

SOP Penanganan Nota Dinas di Biro Pemerintahan;

SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Biro Pemerintahan;

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
Aparatur Sipil Negara di Biro Pemerintahan;

SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil
Negara di Biro Pemerintahan;

SOP Pengajuan surat usulan pensiun Aparatur Sipil Negara di
Biro Pemerintahan;

SOP Pengajuan surat usulan cuti Aparatur Sipil Negara di Biro
Pemerintahan;

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di Biro
Pemerintahan;

j. SOP...




SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Biro Pemerintahan;

k. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Biro

Pemerintahan;

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan;

m. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Biro

Pemerintahan;

SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan;

SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Biro Pemerintahan;

SOP Pengajuan SPP UP (Uang Persediaan) di Biro Pemerintahan;

SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Biro Pemerintahan;

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di

Biro Pemerintahan;

SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Biro Pemerintahan;

SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD) Biro Pemerintahan;

SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas;

SOP Penataan Penyimpanan Arsip;

SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen;

SOP Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015;

SOP Pembuatan Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat/

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;

SOP Analisis Risiko;

aa. SOP Pembuatan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) di Biro Pemerintahan Setda Provinsi
NTT;

bb. SOP Layanan Informasi Publik;

cc. SOP Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

dd. SOP Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas;

. SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai;

SOP Serah Terima Jabatan;

. SOP Pengendalian Gratifikasi;

. SOP Pembuatan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama

Antar Pemerintah;

ii. SOP Pembuatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian
Kerjasama Non Pemerintahan;

1i- SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

kk. SOP Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke
Kemendagri;

ll. SOP Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ELPPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;

mm. SOP Alternatif Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;

nn. SOP Self Assesment Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
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oo. SOP Alternatif Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
pp. SOP Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

qq.

IT.

SS.

tt.
uu.

aaa.

bbb.

CCcC.

ddd.

€ce.

fff.

hhh.

iii.

SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Gubernur NTT;

SOP Verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota di
Provinsi NTT;

SOP Penerbitan rekomendasi Gubernur terkait usulan
penetapan Calon Daerah Pemekaran (CDP) Kabupaten/Kota;
SOP Verifikasi Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan;

SOP Penerbitan Rekomendasi Gubernur tentang Pemekaran
Kecamatan;

SOP Verifikasi Administrasi dan Pengusulan Pemberhentian
dan Pengangkatan Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur;

. Fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar

kabupaten/Kota;

SOP Verifikasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi;

SOP Verifikasi Administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD
Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;

SOP Fasilitasi Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati/Wali
Kota dan Unsur Forkopimda di Kabupaten se-Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

SOP Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat
Politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

SOP Fasilitasi penyerahan Personil Peralatan dan Dokumen
(P3D) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
Provinsi NTT;

SOP Tata Cara Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial;

SOP Tata Cara Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial;

SOP Tata Cara Penatausahaan Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial;

Tata Cara Pencairan Dana Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial;

Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah
dan Belanja Bantuan Sosial;

Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah /Bantuan
Sosial;

SOP Pengadaan Bantuan Hewan Kurban dalam Rangka
Perayaan Idul Adha di Provinsi NTT;

. SOP Penyusunan Laporan Pengadaan Bantuan Hewan Kurban

dalam Rangka Perayaan Idul Adha di Provinsi NTT;

. BOP ...
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SOP Dialog Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan
Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

. SOP Penyusunan Laporan Dialog Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan
Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Penyelenggaraan Musabagah Tilawatil Qur’an (MTQ)
Tingkat Provinsi Nusa Tenaggara Timur;

SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Musabaqah Tilawatil
Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Nusa Tenaggara Timur;

SOP Penyelenggaraan Musabagah Tilawatil Qur'an (MTQ)
Tingkat Nasional;

SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Musabagah Tilawatil
Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional;

SOP Penentuan Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

SOP Pelepasan Calon Jemaah Haji Asal Provinsi Nusa
Tenggara Timur di Embarkasi Surabaya;

SOP Penjemputan Jamaah Haji Provinsi Nusa Tenggara Timur
di Debarkasi Surabaya,;

SOP Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat
Nasional;

SOP Penyusunan Laporan Hasil kegiatan Utsawa Dharma Gita
(UDG) Tingkat Nasional;

. SOP Pelayanan Verifikasi Bantuan Sosial Beasiswa dan

Penulisan Akhir bagi Mahasiswa di Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
SOP Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan
Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
SOP Rapat Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Masalah-
Masalah Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi
Kebijakan Penanggulangan Masalah-Masalah Kesehatan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

. SOP Rapat Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Masalah-

Masalah Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi
Kebijakan Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial di
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Pelaksanaan Peringatan Hari lahir Pancasila Tingkat
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik
Indonesia; dan

SOP Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

KETIGA : ...
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KEEMPAT
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KEENAM

Tembusan:

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor : 390/KEP/HK/2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Matek 2023

ﬁ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
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< VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Wakil Gubenur NTT di Kupang.



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : (2% /KEP/HK/2023
TANGGAL : 23 MARST 1207%

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP 1 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

A Setda Provipsi Nusa Terjggara Timur, b

’
Dra. Berriadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Komputer.

2. ATK.

3. Buku Agenda Surat Masuk.
4. Telepon/Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada
terlambatnya tindak lanjut surat masuk.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi | Kepala Biro |Kepala Bagian Kepala Sub Keterangan
Bagian Tata | Kelengkapan | Waktu Output
Umum Pemerintahan Kerjasama
Usaha Biro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menerima surat dengan menandatangani tanda Surat masuk, 5 menit |Surat masuk
terima surat, mencatat dan membukukan surat ' Mulai ’ Buku agenda terlampiri
masuk, kemudian melengkapi dengan lembar surat masuk lembar
disposisi dan meneruskan kepada Kepala Biro disposisi
Pemerintahan.

2 [Menelaah surat masuk, mendisposisi lembar L 2 Surat masuk 10 menit |Surat masuk
disposisi sesuai perihal surat kemudian terlampiri dan Disposisi
meneruskan kepada Pengadministrasi Umum. lembar

disposisi

3 |Menerima, mencatat dan mendistribusikan Surat masuk 5 menit |Surat masuk
kepada Kepala Bagian sesuai disposisi dan Disposisi dan Disposisi
Pimpinan.

4 |Menelaah perintah Pimpinan sesuai disposisi, Surat masuk 10 menit |Surat masuk
selanjutnya membuat disposisi kepada Kepala dan Disposisi dan Disposisi
Sub Bagian sesuai dengan tupoksi.

5 |Melaksanakan dan menindaklanjuti surat masuk Surat masuk | 40 menit |Surat masuk
sesuai disposisi dan menyerahkan ke dan Disposisi dan Disposisi
Pengadministrasi Persuratan untuk diarsipkan. 1

|
6 [Mengarsipkan surat masuk. Surat masuk 10 menit [Surat masuk
dan Disposisi dan bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP 2. Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 ;
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 ]

Disahkan oleh

Plt. Kepala Biro Pemgrintahan
kSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur, b

Dra. Berhiadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

Penanganan Surat keluar di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Komputer.

2. ATK.

3. Buku Agenda Surat Keluar.

4. Telepon/Faximili.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat keluar terlambat maka akan berdampak
pada terlambatnya tindak lanjut surat masuk.

1. Pada Buku Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan . Kasubag Tata | Pengadministrasi Kepala Biro Keterangan
Kabag Kerja Sama Usshs Bire e Peiirinishan Kelengkapan | Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kasubag TU untuk Surat masuk, | 10 menit | Disposisi, Terkait SOP
menyiapkan konsep surat keluar. m Disposisi, Petunjuk, administrasi
. Petunjuk. Penugasan |Surat Masuk
2 |Menugaskan Pengadministrasi Umum Surat masuk, | 10 menit|Disposisi,
untuk menyiapkan konsep surat Disposisi, Petunjuk,
keluar. Petunjuk. Penugasan
3 |Menyiapkan konsep surat keluar \ Surat masuk, | 10 menit|Disposisi,
berdasarkan disposisi pimpinan dan Disposisi, Petunjuk,
mengajukan kepada Kasubag TU = Petunjuk. Penugasan
Biro.
4 |Menelaah, mengoreksi konsep surat Surat masuk, | 60 menit|Konsep Surat
keluar. Apabila setuju diteruskan YA \ TIDAK Disposisi, Keluar
kepada Kabag Pemerintahan Umum /\ Petunjuk.
dan Otonomi Daerah, apabila tidak
setuju dikembalikan kepada \4/
pengadministrasi umum untuk
diperbaiki.
5 |Menelaah, mengoreksi konsep surat Surat masuk, |60 menit|Konsep Surat
keluar. Apabila setuju diteruskan ‘\ TIDAK Disposisi, Keluar
kepada Kepala Biro, apabila tidak Petunjuk.
setuju dikembalikan ke Kasubag TU YA
Biro untuk diperbaiki.
6 |Menelaah, mengoreksi konsep surat Surat Keluar 10 menit |Surat Keluar
keluar. Jika setuju menandatangan. TIDAK /v
Jika tidak setuju dikembalikan kepada -
Kabag Pemerintahan Umum dan
Otda untuk diperbaiki. g
7 |Mengagenda dan memberikan nomor Surat Keluar 5 menit |Surat Keluar
surat, mendistribusikan dan m dan nomor
mengarsipkan. B Surat, bukti
dokumentasi
oot e ——




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP 3 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 )
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

(Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,\)/

. Berha Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penanganan Nota Dinas di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025. :
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

3.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
2. Komputer.
3. Buku Agenda Surat Masuk.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Nota Dinas Kepala Biro terlambat diproses akan berdampak pada penyampaian
informasi sesuai isi nota dinas.

1. Pada agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Keglatan Kepala Bagian Pengadministrasi | Kepala Biro Keterangan
Baglan Tata Kelengkapan Waktu Output
Kerjasama Usaha Biro Umum Pemerintahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kepala Sub Bagian untuk Surat Masuk, 10 menit |Disposisi, petunjuk,
menyiapkan Konsep Nota Dinas. Disposisi, Petunjuk penugasan

2 |Menugaskan Pengadministrasi Umum —— Surat Masuk, 10 menit |Disposisi, petunjuk,
untuk menyusun konsep Nota Dinas Disposisi, Petunjuk penugasan
dan menyiapkan kelengkapan bahan
nota dinas.

3 |Menyusun dan menyiapkan konsep Surat Masuk, 1jam  |Konsep Nota Dinas &
Nota Dinas beserta kelengkapan ]"'l Disposisi, Petunjuk bahan kelengkapan
bahan nota dinas dan menyampaikan nota dinas
ke Kepala Sub Bagian.

4 |Menalaah, mengoreksi. Apabila setuju , Konsep Nota Dinas 10 menit |Konsep Nota Dinas
memaraf dan mengajukan konsep Nota| 4., j\na&

Dinas kepada kepala bagian. Apabila ”
tidak setuju dikembalikan kepada

Pengadministrasi Umum untuk N
diperbaiki.

5. |Menelaah dan mengoreksi. Apabila Konsep Nota Dinas 10 menit |Konsep Nota Dinas
setuju memaraf dan mengajukan \ -
konsep Nota Dinas kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Apabila tidak setuju ,(
dikembalikan kepada Kepala Sub
Bagian untuk diperbaiki.

6 |Menelaah, mengoreksi dan Konsep Nota Dinas 10 menit |Nota Dinas
menandatangani Nota Dinas. ==

al

7 |Mengirimkan dan mengarsipkan nota Nota Dinas 5 menit |Nota Dinas dan bukti

dinas. dokumentasi




Nomor SOP. H__Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerjntahan
k Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ae

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR *
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN ra. Bernade riani k i
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009
Judul SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Biro Pemerintahan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 1. Pendidikan minimal SLTA.
2010-2025. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas Luar Daerah Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan
Tenaga Sipil Lainnya.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Keterkaitan : Peralatanﬁ’erlongkapan :

1. SOP penanganan Nota Dinas. 1. ATK.

2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon llI, Pejabat Eselon |V, Pejabat Pelaksana Khusus| 2. Komputer.

dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah. 3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

4. Telepon.
5. Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan TOR perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak pada 1. Buku Jaga Perjalanan Dinas.

keterlambatan penerbitan SPT dan SPPD. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Keglatan Kasubag Tata Kepala Biro Keterangan
Bendahara Usaha Biro Kabag Kerja Sama Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10

1 [Membuat konsep TOR perjalanan dinas Disposisi, agenda kerja 30 menit  |Konsep TOR
kemudian menyampaikan ke kasubag. m perjalanan dinas

Ya

2 |Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan 4 Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
dinas yang diajukan. Apabila setuju \ Ya perjalanan dinas perjalanan dinas
memaraf dan diteruskan kepada Kabag, v
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak p
Bendahara.

3 |Memeriksa TOR perjalanan dinas yang Tidak X Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
diajukan.Apabila setuju memaraf dan L perjalanan dinas perjalanan dinas
diteruskan kepada Kepala Biro, Apabila \(
tidak setuju dikembalikan kepada
Kasubag.

4 |Menelaah, mengoreksi dan \ Konsep TOR 10 menit |TOR perjalanan
menandatangani TOR perjalanan dinas ridak S perjalanan dinas dinas
yang diajukan.

5 |[Memproses TOR perjalanan dinas TOR perjalanan dinas 5 menit TOR perjalanan
menjadi SPT dan SPPD di asisten dan : dinas
biro pemerintahan dan menyerahkan Selesai
pada ASN yang ditugaskan.




Nomor SOP 5 __Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
| Tanggal Efektif 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
6« Setda Provjnsi Nusa Terjggara Timur,d/
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR N
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Berhadeta Meriani Usboko, M.SI
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
Aparatur Sipll Negara di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

3.
4.

Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala Terlambat diterbitkan maka akan berdampak pada
terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan terbaru.

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1
bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

2.

1. Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Keglatan Kepala Bagian Pengelola Kepala Biro Keterangan
Kerja Sama ?,:g':: ;I‘: Kepegawalan | Pemerintahan Kelngikapin Wikl e

1 2 3 4 5 6 7 [] [] 10

1 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk Pedoman Peraturan (15 menit |Penugasan
menginventarisir dan memproses ASN yang telah Perundang-undangan
memenuhi syarat waktu untuk Kenaikan Gaji Berkala.

2 |Menugaskan pengelola kepegawaian untuk Pedoman Peraturan |30 menit |Penugasan,
menginventarisir data ASN yang memenuhi syarat Perundang-undangan arahan dan
kenaikan gaji berkala dan menyusun konsep surat dan penugasan petunjuk
pemberitahuan kenaikan gaji berkala.

3 |Menginventarisir data ASN yang memenuhi syarat Penugasan, arahan |2 Jam Konsep Surat
kenaikan gaji berkala kemudian menyusun konsep Surat dan petunjuk PKGB dan syarat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (PKGB) dan __?_J kelengkapan
menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

4 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Konsep Surat PKGB {10 menit [Konsep Surat
berkala beserta kelengkapan administrasi lainnya. Apabila Ya / . dan syarat PKGB dan syarat
setuju membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala N kelengkapan kelengkapan
Bagian. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada N
Pengelola Kepegawaian untuk diperbaiki. 1

5 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji 0 Konsep Surat PKGB (10 menit |Konsep Surat
berkala beserta kelengkapan administrasi lainnya. Apabila ‘\ o dan syarat PKGB dan syarat
setuju membubuhkan paraf dan diteruskan ke Karo. - kelengkapan kelengkapan
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha untuk diperbaiki.

6 |Memeriksa dan mengoreksi konsep Surat Pemberitahuan ek Konsep Surat PKGB |10 menit  |Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan administrasi dan syarat Pemberitahuan
dan menandatangani. kelengkapan Kenaikan Gaji

Berkala (PKGB)

7 |Membubuhkan cap dan mengirim Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan |1 jam Surat
Kenaikan Gaji berkala kepada Kepala Badan Pendapatan, Kenaikan Gaji Berkala Pemberitahuan
Pengelola Keuangan dan ASN yang bersangkutan serta (PKGB) Kenaikan Gaji
mengarsipkan. Berkala (PKGB)

dan bukti
dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP_ G Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 _
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemerintahan
k Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, \)/
Dra. Berna Merian ko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara di

Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

2.
3.

4.
. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan.

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK

2. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan pangkat Pegawai di BKD. 2. Komputer/Printer.

3. SOP Penanganan Surat Masuk. 3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat

2.

di ajukan maka akan berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang

Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3
bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai.

1. Buku jaga kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Kepala Biro Kepala Bagian Kerja Pengelola Keterangan
Pemeritahan Sama Bagian Tata Kepegawalan Kelengkapan Waktu Output
Usaha Biro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD tentang Surat Edaran 15 Menit [Surat Edaran dan Terkait SOP
Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. m Disposisi Penanganan
Surat Masuk
2 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Kepala Sub Surat Edaran dan 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
Bagian Tata Usaha untuk menyiapkan Usulan Kenaikan Disposisi dan petunjuk
Pangkat Pegawai.
3 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan pengelola W Surat Edaran, 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
kepegawaian menyiapkan administrasi usulan kenaikan Disposisi dan dan petunjuk
pangkat bagi ASN pada biro pemerintahan. petunjuk
4 |Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat disertai Surat Edaran, 2Jam |Konsep surat usulan
lampiran kelengkapan/berkas kenaikan pangkat ASN Disposisi dan kenaikan pangkat dan
kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata petunjuk lampiran berkas ASN
Usaha.
5 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan | 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan /\ kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan ke Kepala Bagian. Apabila tidak setuju, Ya Tickak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan untuk diperbaiki. v ASN
6 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan | 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan /' kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan kepada kepala biro. Apabila tidak setuju, Ya \ Tidak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan untuk diperbaiki. \ / ASN
7 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan | 20 Menit |Surat usulan kenaikan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, menandatangani dan kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
diproses lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian. Apabila | Tidak | dan lampiran berkas berkas ASN
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. ASN
Ya
8 |Memproses surat usulan kenaikan pangkat ASN ke BKD Surat usulan 1Jam |Surat usulan kenaikan
dan mengarsipkan. Selesai kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
dan lampiran berkas berkas ASN dan bukti
ASN dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP 7 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 \
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

6/ Setda Provinsi Nusa Terjggara Timur,()

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Pengajuan surat usulan pensiun Aparatur Sipil Negara di Biro
Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan

o

Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

15
2.
3.

SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD.
SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.

2.

Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai terlambat
maka akan berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang bersangkutan.
Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan
sebelum jatuh tempo pensiun pegawai.

1. Buku jaga pensiun pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Keterangan
P Reg Kepala Bagian Baglan Tata Pengelola Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output g
Kerja Sama Usaha Biro Kepegawaian | Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Agenda kerja 15 Menit  |Disposisi/penugas |Terkait SOP
untuk menginventarisir dan memproses ASN l Mulai l an Penanganan
pada Biro Pemerintahan yang telah memenuhi Surat Masuk
syarat waktu untuk Pensiun.
2 |Menugaskan pengelola kepegawaian Disposisi/penugasan | 10 Menit |Disposisi/penugas
menyiapkan administrasi usulan pensiun bagi L_.] an
ASN pada biro pemerintahan.
3 |Menyusun konsep surat usulan pensiun disertai Disposisi/penugasan 2 Jam Konsep surat
lampiran kelengkapan/berkas pensiun ASN dan usulan pensiun
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Ya dan lampiran
Usaha. berkas ASN
4 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan Konsep surat usulan 20 Menit |Konsep surat
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf A pensiun dan usulan pensiun
dan menyampaikan ke Kepala Bagian Ya lampiran berkas ASN dan lampiran
Pemerintahan Umum dan Otda. Apabila tidak \/ Tidak berkas ASN
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |[Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan Konsep surat usulan 20 Menit |Konsep surat
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf pensiun dan usulan pensiun
dan menyampaikan kepada kepala biro. Apabila =y lampiran berkas ASN dan lampiran
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. . berkas ASN
a
6 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan Konsep surat usulan 20 Menit  |Surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, pensiun dan pensiun dan
menandatangani dan diproses lebih lanjut oleh lampiran berkas ASN lampiran berkas
pengelola kepegawaian. Apabila tidak setuju, ASN
dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak N
7 |Memproses surat usulan pensiun ASN ke BKD Surat usulan pensiun 1 Jam Surat usulan
dan mengarsipkan. ¢ dan lampiran berkas pensiun dan
Selesai ASN lampiran berkas
ASN, bukti

dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

|Nomor SOP 8 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 12 Oktober 2021

Tanggal Efektif I

Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Penjerintahan
J¢Setda Provinsi Nusa Tepggara Timur, Vﬂ,

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Pengajuan surat usulan cuti Aparatur Sipil Negara di Biro
Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5§ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas
Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti ASN di BKD.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada
pelaksanaan cuti pegawai yang terlambat.

1. Buku kontrol cuti pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
4 Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Pengelol_a Bagian Tata Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
Usaha Biro

1 2 3 4 5 6 7 8

1 |Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang Permohonan Cuti | 30 menit |Permohonan
telah mendapat persetujuan pejabat satu Cuti, lembar
tingkat dan pejabat dua  tingkat —>| Mulai disposisi
diatasnya,melakukan verifikasi jenis dan sisa
cuti pemohon dan menyampaikan hasil
verifikasi kepada Kepala Sub Bagian Tata Ya
Usaha.

2 |Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan 10 menit |Permohonan
pemohon. Apabila sisa cuti yang Cuti, lembar Cuti, disposisi
bersangkutan telah habis, dikembalikan disposisi
kepada pemohon melalui pengelola
kepegawaian. Apabila sisa cuti yang Tidak
bersangkutan masih ada, memerintahkan
pengelola kepegawaian untuk memproses
surat usulan cuti ke BKD.

3 |Memproses surat usulan cuti ke ¥ Permohonan 1 Jam |Surat usulan
BKD,mengambil Surat lzin Cuti di BKD, Cuti, disposisi cuti ASN
menggadakan untuk arsip dan Stiese
menyampaikan Asli Surat Izin Cuti kepada
ASN yang mengajukan permohonan Cuti.




[Nomor SOP_ J Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 1
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
6/ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, d,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dr rna Meriani Usboko, M.
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan serta ketidakakurat data yang dilaporkan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Baglan
Kerja Sama

Kepala Sub
Baglan Tata

Usaha Biro

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

4

5

7

9

10

2
Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
untuk mempersiapkan konsep laporan.

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau data
dukung penyusunan laporan dan menyusun
konsep laporan.

3

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan atau data dukung
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Biro.

Ya

s

Disposisi

3 hari

Bahan laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan  kepada  Kepala  Bagian
Kerjasama. Jika tidak setuju dikembalikan
kepada analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk diperbaiki.

Ya

AN
\V4

Tidak

Bahan laporan disposisi

1 jam

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju dikembalikan
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
untuk diperbaiki.

Ya

Konsep laporan disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa draft laporan. Jika  setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otda.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kepala
Bagian Kerjasama untuk diperbaiki.

Tidak

AN
O

Draf laporan.

1 jam

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Biro untuk didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didokumentasikan.

Mendistribusikan
laporan.

dan mendokumentasikan

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Laporan disposisi

20 menit

Laporan bulanan, triwulan
dan semester, bukti
dokumentasi




[Nomor SOP T0_Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 ,
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemefintahan
{ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, )
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Bernadeta Meriani Us M.Si
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2 SOP Penanganan Surat Masuk.
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Biro Pemerintahan.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan
Iietidakakuratan data.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bagian
Kerja Sama

Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha Biro

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

3

4

5

7

8

10

Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
untuk mempersiapkan konsep laporan tahunan.

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan tahunan dari tiap-tiap
bagian dan menyusun konsep laporan.

-

Disposisi

15 menit

Disposisi

mengumpulkan bahan atau data dukung
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

Ya

J L
=)

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan  kepada Kepala  Bagian
Pemerintahan Umum dan Otda. Jika tidak setuju
dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Tidak

Konsep laporan, disposisi

1 hari

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk
diperbaiki.

Ya

Konsep laporan, disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otda.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kepala
Bagian Pemerintahan Umum dan Otda untuk

Tidak

Draf laporan, disposisi.

1 jam

Laporan, disposisi

Menyerahkan laporan tahunan kepada Kepala
Sub Bagian Tata Usaha.

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi

Menyerahkan laporan tahunan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi

Mendistribusikan dan  mendokumentasikan

Laporan Tahunan.

Laporan, disposisi

1 Jam

Laporan tahunan Biro
Pemerintahan, bukti
dokumentasi




Nomor SOP 11 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 i
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerjntahan
‘/Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, d,/
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Be Meriani ko, M.Si
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Biro
Pemerintahan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Nota Dinas. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. Telepon/Faximili.
4. Printer.

T’orlngatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan berdampak pada
penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Kepala B la B Kapala Sub e Kete
) pReg SREw SIS Kepaln Bagian Baglan Tata Perarcanusn, Kelengkapan Waktu Output ek i
Pemerintahan Kerja Sama Evaluasli dan
Usaha Biro
Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit |Surat Edaran dan
Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah ' Mulai ' Disposisi
dan mendisposisi kepada Kepala Bagian
Kerjasama.
1
2 |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan J, Surat Edaran dan 20 menit |Surat Edaran,
disposisi Karo, selanjutnya mendisposisi Disposisi Disposisi dan
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro petunjuk
untuk menyusun konsep RENSTRA Biro
Pemerintahan.
3 |Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran, Disposisi| 10 menit |Surat Edaran,
disposisi pimpinan selanjutnya menugaskan \ 2 dan petunjuk Disposisi dan
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan petunjuk
untuk menyampaikan SE Gubernur ke setiap
Bagian.
4 |Mendistribusi SE Gubernur kepada seluruh Surat Edaran, 2 Minggu |Surat Edaran
Bagian selanjutnya mengumpulkan dan Disposisi, petunjuk Gubernur, diposisi
mengolah data dari tiap Bagian kemudian dan data yang
menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata telah diolah
Usaha.
5 |Menyusun Konsep RENSTRA Biro W Surat Edaran 2 Minggu |Konsep RENSTRA
Pemerintahan dan menyampaikan kepada Gubernur, diposisi dan Biro Pemerintahan
Kepala Bagian Kerjasama. data yang telah diolah




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 |Mengadakan Rapat bersama seluruh Bagian U Konsep RENSTRA 2 Jam Konsep
untuk membahas Konsep RENSTRA Biro Biro Pemerintahan RENSTRA,
Pemerintahan dan menugaskan Kepala Sub € J_L-r_“jj:j Notulen rapat
Bagian Tata Usaha Biro untuk
menyempurnakan sesuai hasil rapat.

7 |Memperbaiki Konsep RENSTRA  Biro Konsep RENSTRA 3 Hari Konsep RENSTRA
Pemerintahan sesuai hasil rapat, dan Biro Biro Pemerintahan
menyampaikan kepada Kepala Bagian Xa I I
Kerjasama. 1_"7

8 |Memeriksa konsep RENSTRA Biro Konsep RENSTRA 3Jam Draf RENSTRA
Pemerintahan. Apabila setuju, memaraf dan Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan
disampaikan kepada Kepala Biro. Apabila Ya /‘\
tidak setuju, dikembalikan kepada Kepala Sub " Tidak
Bagian Tata Usaha Biro untuk memperbaiki. X

9 |Memeriksa Draf RENSTRA Biro Draf RENSTRA Biro 3Jam Draf RENSTRA
Pemerintahan. Apabila setuju, X Pemerintahan dan Biro Pemerintahan
menandatangani dan diproses lebih lanjut oleh <\ Nota Dinas Pengantar dan Nota Dinas
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, rd Tidak Pengantar
Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada
Kepala Bagian Kerjasama untuk memperbaiki.

10 [Menggandakan, menyampaikan RENSTRA RENSTRA Biro 1 Jam RENSTRA Biro

Biro Pemerintahan kepada Gubernur up.
Kepala BAPPEDA, mendistribusi copy
RENSTRA kepada seluruh bagian dan
mengarsipkan.

Selesai

Pemerintahan dan
Nota Dinas Pengantar

Pemerintahan,Nota
Dinas Pengantar,
dan bukti
dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
anggal Revisi / Oktober 2022
[Tanggal Efekif 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemgrintahan
{/ Setda Provinsi Nusa Tenjagara Timur, i
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR b
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Berriadeta Meriani Usboko
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

9. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penyusunan Renstra di Biro Pemerintahan. 2. Komputer.

3. SOP Penanganan Surat masuk.

4. Printer.

3. Telephon/Faximile.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan RKA dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Keglatan Kepala Baglan | KopalaSub L Kepala Biro Bl . Keterangan
® »
Kerja Sama 3?";: ;I.r.: Evaluasi dan Pemerintahan e Waldu i
Pelaporan

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk Agenda Kerja 15 menit |Disposisi

menyusun rencana kerja biro pemerintahan.
2 |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk ] Disposisi 15 menit |Disposisi

mengumpulkan bahan penyusunan renja biro pemerintahan dari E

tiap-tiap bagian dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian

Tata Usaha Biro.
3 |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan renja biro Disposisi 3hari |Bahan penyusunan rencana

pemerintahan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.

€3

kerja biro pemerintahan,
disposisi

Menyusun konsep rencana kerja biro pemerintahan dan
menyerahkan kepada Kepala Bagian Kerjasama.

Ya

Bahan penyusunan
rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

1 minggu

Konsep rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

5 |Memeriksa konsep rencana kerja biro pemerintahan. Apabila Tidak Konsep rencana kerja biro 2 Jam |Draf rencana kerja biro
setuju memberi paraf dan menyampaikan kepada Kepala Biro \ . pemerintahan, disposisi pemerintahan, disposisi
Pemerintahan. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk diperbaiki. Yo

6 |Memeriksa draf rencana kerja biro pemerintahan. Apabila setuju Draf rencana kerja biro 2 jam |Draf rencana kerja biro
menyampaikan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk pemerintahan, disposisi pemerintahan, disposisi
mempersiapkan rapat pembahasan draf rencana kerja dan Tidak
apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kepala Bagian &

Kerjasama untuk diperbaiki.

7 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk Draf rencana kerja biro 15 Menit |Draf rencana kerja biro
mempersiapkan rapat pembahasan draf rencana kerja Biro L‘L pemerintahan, disposisi pemerintahan, disposisi
Pemerintahan.

8 |Mengundang para Kepala Bagian Kerjasama, Kepala Sub [—I Draf rencana kerja biro 16 Menit |Draf rencana kerja biro
Bagian Tata Usaha Biro dan pejabat pelaksana untuk mengikuti I pemerintahan, disposisi pemerintahan, undangan
rapat pembahasan draf rencana kerja yang dipimpin oleh
kepala Biro Pemerintahan.

9 |Rapat pembahasan draf rencana kerja biro pemerintahan yang Draf rencana kerja biro 2 Jam |Draf rencana kerja biro
dipimpin oleh kepala biro pemerintahan dan menugaskan ﬂ"""‘l—(:—)E_ pemerintahan, undangan pemerintahan, notulen rapat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk menyempurnakan == _.‘_TJ
sesuai hasil rapat.

10 |Menyempurnakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat dan Draf rencana kerja biro 1 Hari |Draf rencana kerja biro
menyampaikan kepada Kepala Bagian Kerjasama. Ya Lﬂ pemerintahan, notulen pemerintahan, notulen rapat

rapat

11 |Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila y Draf rencana kerja biro 2 Jam |Draf rencana kerja biro
setuju memaraf dan menyampaikan kepada kepala biro N Tidak pemerintahan, notulen pemerintahan, notulen rapat
pemerintahan. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kepala v rapat
Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk memperbaiki. :

12 {Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila Draf rencana kerja biro 1Jam |Dokumen rencana kerja biro
setuju menandatangani dan menyampaikan kepada Kepala pemerintahan, notulen pemerintahan
Bagian Kerjasama. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak rapat

Kepala Bagian Kerjasama untuk memperbaiki.




1 2 9

13 {Menyerahkan dokumen rencana kerja biro pemerintahan Dokumen rencana kerja 10 menit |Dokumen rencana kerja biro
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk biro pemerintahan pemerintahan
didistribusikan dan didokumentasikan.

14 |Menyerahkan dokumen rencana kerja biro pemerintahan Dokumen rencana kerja 10 menit |Dokumen rencana kerja biro
kepada analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk biro pemerintahan pemerintahan
didistribusikan dan didokumentasikan.

15 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan dokumen rencana Dokumen rencana kerja 1jam |Dokumen rencana kerja biro

kerja biro pemerintahan.

biro pemerintahan

pemerintahan, bukti
dokumentasi.




Nomor SOP T _Tahun 2022
Tanggal Pembuatan [05 September 2020
anggal Revisi / Oktober 2022
| Tanggal Efektif 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Petherintahan
{’ Setda Provinsi Nusa Tgnggara Timur, \L
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penyusunan Rencana Keglatan dan Anggaran (RKA) di
Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

3.

1. Pendidikan minimal SLTA.
. Memahami penyusunan program dan anggaran.

2
3. Menguasai komputer.
4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan surat masuk.
3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan.

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




<z

Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Keglatan Kopala Baglan | KepalaSub | oo o canaan, | Kepala Biro Keterangan
KeaSama | (o9 TM% | eyaiuasidan | Pemerintahan e oo — s
Pelaporan

1 2 3 4 5 [ ] 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk Agenda Kerja 15 Menit |Disposisi
menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA)

Biro Pemerintahan.

2 |Memerintahkan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Disposisi 15 menit |Disposisi
Pelaporan untuk menyiapkan bahan kelengkapan H
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari
tiap-tiap bagian dan menyerahkan kepada Kepala
Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3 |Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan T Disposisi 1 Hari Bahan kelengkapan
rencana kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap T penyusunan rencana
bagian dan menyampaikan kepada Kepala Sub 1 I kegiatan dan anggaran
Bagian Tata Usaha Biro. (RKA) Biro Pemerintahan

dari tiap-tiap bagian.

4 |Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran Ya A Bahan kelengkapan 3 Hari Konsep rencana kegiatan
Biro Pemerintahan kemudian menyerakan kepada ]'J penyusunan rencana dan anggaran (Konsep
Kepala Bagian Kerja Sama. kegiatan dan anggaran RKA) Biro Pemerintahan

(RKA) Biro Pemerintahan

5 |Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggaran Konsep rencana kegiatan 1 Jam Draf rencana kegiatan
Biro Pemerintahan. Apabila setuju memberi paraf V\ dan anggaran (Konsep dan anggaran Biro
dan menyampaikan kepada Kepala Biro RKA) Biro Pemerintahan Pemerintahan.
Pemerintahan. Apabila tidak setuju mengembalikan Tidak
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk Ya
diperbaiki.

6 |Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Draf rencana kegiatan dan 1 Jam Rencana kegiatan dan
Biro Pemerintahan. Apabila setuju menandatangani anggaran Biro anggaran Biro
dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Kerja Tidak Pemerintahan. Pemerintahan.

Sama. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada
Kepala Bagian Kerja Sama untuk diperbaiki.

7 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Biro Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan
Pemerintahan kepada Kepala Sub Bagian Tata anggaran Biro anggaran Biro
Usaha. Pemerintahan. Pemerintahan, disposisi

8 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Biro Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan
Pemerintahan kepada analis perencanaan, evaluasi anggaran Biro anggaran Biro
dan pelaporan. Pemerintahan, disposisi Pemerintahan, disposisi

9 [Menggandakan, mendistribusikan dan Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan
mendokumentasikan. anggaran Biro anggaran Biro

Pemerintahan, disposisi

Pemerintahan, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP {4 _Tahun 2022
anggal Pembuatan [05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 N
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
6/Setda Provinsi Nusa Terggara Timur,i |,
————————
Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan program dan anggaran.
2. Memahami tugas dan fungsi biro pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Biro.Pemerintahan.| 1. ATK.
2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.
3. SOP penanganan surat masuk. 3. Telepon/Faximile.
4. Renstra, DPA, TOR, RAB.
5. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
pelaksanaan kegiatan di Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




No.

Tahap Kaglatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Sub
Baglan Tata
Usaha Biro

Penyusun
Laporan
Keuangan

Kepala Bagian
Kerja Sama

Kepala Biro
Pemerintahan

Bendahara

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan|

2

7

10

-

Menugaskan Penyusun Laporan Keuangan untuk
mempersiapkan bahan penyusunan TOR dan
RAB sebagai syarat pencairan dana kegiatan dan
menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Biro.

Agenda kerja

15 menit

Disposisi

Mempersiapkan bahan dan menyusun konsep
TOR dan RAB kemudian menyerahkan kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Ya

Disposisi

1 Jam

Konsep TOR dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyerahkan kepada Kepala
Bagian Kerjasama. Jika tidak  setuju
mengembalikan kepada Verifikator Keuangan
untuk memperbaiki.

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
untuk memperbaiki.

Konsep TOR dan RAB

30 Menit

Konsep TOR dan RAB

Ya

Tidak

Konsep TOR dan RAB

30 menit

Draf TOR dan RAB,
disposisi

Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju,
menandatangani dan mengembalikan kepada
Kepala Bagian Kerja Sama.Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kepala Bagian Kerja Sama
untuk memperbaiki.

Tidak

Draf TOR dan RAB,
disposisi

30 menit

TOR dan RAB, disposisi

Menerima dan memberi petunjuk kepada Kepala
Sub Bagian Tata Usaha Biro.

TOR dan RAB, disposisi

10 menit

TOR dan RAB, disposisi

Menyampaikan TOR dan RAB kegiatan kepada
bendahara Biro.

TOR dan RAB, disposisi

10 menit

TOR dan RAB, disposisi

Mempersiapkan dana pelaksanaan kegiatan
setiap bagian sesuai jadwal alur Kkas,
mendokumentasikan dan mengarsipkan.

TOR dan RAB, disposisi

1 jam

TOR dan RAB, dan
tersedianya keuangan
kegiatan.




Nomor SOP 15 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 \
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
kSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur,vj/
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.SI
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009
Judul SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Biro Pemerintahan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
Birokrasi 2010-2025. 2. Pendidikan minimal SLTA.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
3. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
4, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan. 1. ATK
2. SOP Laporan Bulanan, Triwulan, Semester. 2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.
5. BKU.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan |Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GUI/LS.
kegiatan di Biro Pemerintahan.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Taha la Keterangan
P A BagianTata | Bendahara K;'::!': ::;':" Pm‘::::n Kelongkapan Waktu Output -
Usaha Biro
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 |Menugaskan bendahara membuat konsep Fungsional pengeluaran, Pengesahan 10 menit |Disposisi/petunjuk
SPP GU/TU/LS dan menyampaikan kepada SPJ, Buku Kas Umum (BKU), Laporan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro. Pertanggungjawaban uang persediaan,
ringkasan SP2D, Rekening Koran Bank,
register penutupan Kas, Laporan
penutupan kas bulanan, Buku Pembantu
Pajak dan DPA.
2 |Menyusun konsep SPP GU/TU/LS dan '4 Disposisi/petunjuk 1Jam [Konsep SPP
menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian v GU/TU/LS
Tata Usaha Biro. N
3 |Meneliti dan memverifikasi berkas konsep Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit |Konsep SPP
SPP GU/TUILS. Apabila setuju, memaraf dan "\ Ticak GUITULS
menyampaikan ke Kepala Bagian Kerja
Sama. Jika tidak setuju, mengembalikan ke
bendahara untuk diperbaiki. Ya
4 |Memeriksa kebenaran dan kelengkapan Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit |Konsep SPP
berkas konsep SPP GU/TU/LS. Apabila Ya GU/TU/LS
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada /\
Kepala Biro Pemerintahan . Jika tidak setuju, Tidak \ /
mengembalikan ke Kepala Sub Bagian Tata A
Usaha untuk diperbaiki.
5 |Memeriksa konsep SPP GU/TU/LS. Apabila v Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit | SPP GU/TU/LS
setuju, menandatangani dan diteruskan ke S
Kepala Bagian Kerja Sama. Jika tidak setuju, Tidak
mengembalikan ke Kepala Bagian Kerja
Sama untuk diperbaiki.
6 |Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian I_.J SPP GU/TU/LS 10 Menit | SPP GU/TU/LS
Tata Usaha Biro untuk ditindaklanjuti.
7 |Menyampaikan kepada bendahara untuk SPP GU/TU/LS 10 Menit | SPP GU/TU/LS
ditindaklanjuti.
8 |Menindaklanjuti dan mendokumentasikan SPP GU/TU/LS 1 Jam SPP GU/TUILS
SPP GU/TUILS Biro Pemerintahan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP 16 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 \
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Penjerintahan

eSetda Provinsi Nusa Tepggara Timur,,*,

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 196505161993032009

Pengajuan SPP UP (UANG PERSEDIAAN) di Biro

Judul SOP Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan.
2. SOP penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester.
3. SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Biro Pemerintahan.

1. ATK

2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.

4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Biro Pemerintahan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU.




Tahap Keglatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha Biro

Bendahara

Kepala Baglan
Korja Sama

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

7

10

2
Menugaskan bendahara membuat konsep SPP
UP dan menyampaikan kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Biro.

Agenda kerja

10 menit

Disposisi/petunjuk
dan dokumen
pelaksanaan
anggaran

Meneliti dana dalam DPA Biro Pemerintahan
dan membuat konsep Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) UP sesuai pagu dalam
DPA.

Disposisi/petunjuk
dan dokumen
pelaksanaan
anggaran

1 Jam

Konsep SPP UP

Meneliti dan memverifikasi berkas konsep SPP
UP.  Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan ke Kepala Bagian Kerja Sama.
Jika tidak setuju, mengembalikan ke
bendahara untuk diperbaiki.

Ya

Konsep SPP UP

30 Menit

Konsep SPP UP

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan
berkas konsep SPP UP. Apabila setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada kepala
biro pemerintahan. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Biro untuk diperbaiki.

Ya

VAW
N

Konsep SPP UP

30 Menit

Konsep SPP UP

Memeriksa konsep SPP UP. Apabila setuju,
menandatangani dan diteruskan ke Kepala
Bagian Kerja Sama. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke Kepala Bagian Kerja Sama
untuk diperbaiki.

A\
V

Konsep SPP UP

30 Menit

SPP UP

Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha untuk ditindaklanjuti.

SPP UP

10 Menit

SPP UP

Menyampaikan kepada bendahara untuk

ditindaklanjuti.

SPP UP

10 Menit

SPP UP

Menindaklanjuti dan mendokumentasikan SPP
UP Biro Pemerintahan.

SPP UP

1 Jam

SPP UP




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP {# Tahun 2022
Tanggal Pembuatan {05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 x
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
&Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,w
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

o » oD

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan.
2. SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester.

1. ATK.

2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.

4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di Biro
Pemerintahan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GUI/LS.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Kepala Bagian Kepala Biro Keterangan
Bagian Tata Kerja Sama Pemaritian Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Usaha Biro

1 2 3 4 5 (] 7 8 9 10

1 |[Menyusun dan memaraf konsep SPM UP/GU/TU/LS SPP UP/GU/TU/LS 30 menit  |konsep SPM
serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Kerja yang telah UP/GU/TUILS
Sama. '—>' Mulai I ditandatangani

kepala biro
Ya
pemerintahan.

2 |Meneliti dan memverifikasi berkas konsep SPM konsep SPM 15 menit |konsep SPM
UP/GU/TUI/LS. Apabila setuju, memaraf dan )\ UP/GU/TUILS UP/GU/TUILS
menyampaikan ke Kepala Biro Pemerintahan. Jika L
tidak setuju, mengembalikan ke Kepala Sub Bagian Tidak \(

Tata Usaha Biro untuk diperbaiki.

3 |Memeriksa konsep SPM UP/GU/TU/LS. Apabila setuju, " konsep SPM 15 menit |SPM
menandatangani dan menyampaikan ke Kepala Bagian / UP/GU/TU/LS UP/GU/TUILS
Kerja Sama. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tidak
Kepala Bagian Kerja Sama untuk diperbaiki. \

4 |Menerima dan menugaskan Kepala Sub Bagian Tata " SPM UP/GU/TUILS 10 menit |SPM
Usaha Biro untuk menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS. l_'} I UP/GU/TUILS

5 |Menerima dan menugaskan bendahara untuk 4 SPM UP/GU/TUILS 10 menit  |SPM
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS. UP/GU/TUILS

l 1

6 |Mendistribusikan SPM UP/GU/TU/LS ke Badan SPM UP/GU/TUILS 30 menit |SPM

Keuangan Daerah dan mendokumentasikan SPM @ UP/GU/TU/LS

UP/GU/TU/LS Biro Pemerintahan.




[Nomor SOP IR Tahun 2022
Tanggal Pembuatan (05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
| ‘/ Setda Provinsi Nusa Tehggara Timur,(,L
| PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO _ NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di
Biro Pemerintahan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi| 1. ASN.
Birokrasi 2010-2025. 2. Pendidikan minimal S1.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 3. Memahami tata naskah dinas.
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
‘ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Pemerintahan. 3. Printer.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Pemerintahan.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan|Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi
dalam LKIP yang tidak valid.




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Tahap Kegilatan

Kepala Baglan
Kerja Sama

Kepala Sub
Baglan Tata
Usaha Biro

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

3

4

§

7

10

Menugaskan Kepala Sub BagianJTata Usaha Biro
untuk mempersiapkan konsep LKIP Biro
Pemerintahan.

 Mulal

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan Analis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKIP Biro Pemerintahan dari tiap-
tiap bagian dan menyerahkan kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Biro.

=

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan  menyerahkan bahan
penyusunan LKIP Biro Pemerintahan kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Disposisi

10 hari

Bahan laporan, disposisi

Mengonsep LKIP Biro Pemerintahan kemudian
menyerahkan kepada Kepala Bagian Kerja Sama.

03

Bahan laporan, disposisi

Konsep LKIP Biro
Pemerintahan, disposisi

Memeriksa konsep LKIP Biro Pemerintahan Jika
setuju menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
untuk diperbaiki.

)-

Tidak

Ya

Konsep LKIP Biro
Pemerintahan, disposisi

1 jam

Draf LKIP Biro
Pemerintahan, disposisi

Memeriksa draft LKIP Biro Pemerintahan. Jika
setuju menandatangani dan menyerahkan

kepada Kepala Bagian Kerja Sama. Jika tidak
setuju mengembalikan kepada Kepala Bagian
Kerja Sama untuk diperbaiki.

Tidak

Draf LKIP Biro
Pemerintahan, disposisi.

1jam

LKIP Biro Pemerintahan

Menyerahkan LKIP Biro Pemerintahan kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk

ditindaklanjuti.

LKIP Biro Pemerintahan

10 menit

LKIP Biro Pemerintahan

Menyerahkan LKIP Biro Pemerintahan kepada
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
untuk ditindaklanijuti.

LKIP Biro Pemerintahan

10 menit

LKIP Biro Pemerintahan

Menggandakan, mendistribusikan dan

mendokumentasikan LKIP Biro Pemerintahan.

LKIP Biro Pemerintahan

1 jam

LKIP Biro Pemerintahan,
bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP 19 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 )

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemefintahan

&Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,\|

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. a Meriani Usboko, M.SI
BAGIAN KERJA SAMA Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Biro Pemerintahan.

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi | 1. ASN.
Birokrasi 2010-2025. 2. Pendidikan minimal S1.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada| 3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. 4. Memahami tata naskah dinas.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi. 3. Printer.

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Pemerintahan.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
data/informasi dalam LKPJ yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kagiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bagian
Kerja Sama

Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha Biro

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

3

4

5

7

-

10

-

Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Biro untuk mempersiapkan konsep laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan Analis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Biro.

ED

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LKPJ kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Biro.

Disposisi

1 hari

Bahan laporan, disposisi

Mengonsep LKPJ kemudian
kepada Kepala Bagian Kerja Sama.

menyerahkan

Ya

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep LKPJ Biro,
disposisi

Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju
menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep LKPJ Biro,
disposisi

1jam

Draf LKPJ Biro, disposisi

Memeriksa draft LKPJ. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kepala Bagian Kerja Sama. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kepala Bagian Kerja
Sama untuk diperbaiki.

Tidak

Draf LKPJ Biro, disposisi.

1 jam

LKPJ Biro, disposisi

Menyerahkan LKPJ kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Biro untuk ditindaklanjuti.

LKPJ Biro, disposisi

10 menit

LKPJ Biro

Menyerahkan LKPJ kepada Analis Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti.

LKPJ Biro, disposisi

10 menit

LKPJ Biro, disposisi

Menggandakan, mendistribusikan, dan
mendokumentasikan LKPJ Biro Pemerintahan.

LKPJ Biro, disposisi

1 jam

Laporan LKPJ, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP 70 1ahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

anggal Revisi |7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

6/Setda Provinsi Nusa Tepggara Timur, }

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) Biro Pemerintahan.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

ASN.

Pendidikan minimal S1.

Memahami sistematika penyusunan LPPD.
Memahami tata naskah dinas.

PON-

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | 3. Printer.
Pemerintah Provinsi NTT.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LPPD dan kualitas
data/informasi dalam LPPD yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Nomor SOP 71 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 5 Oktober 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 .
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

kSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur,d,

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Dasar Hukum :

Judul SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas
Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemempuan manajemen dan pengelolaan arsip.
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku Agenda Kearsipan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas tidak dilaksanakan akan
berdampak penelusuran Dokumen / Naskah Dinas

1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
No.
0. Tahap Kegiatan Kasubag TU Pengal:!;n‘:::strasl Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5 6 7 8
Memerintahkan Pengadministrasi Dokumen / Naskah 10 menit |Dokumen / Naskah
Umum untuk mengarsipkan Dokumen / Mulai Dinas Dinas, Disposisi,
Naskah Dinas Petunjuk
2 |Mengecek Dokumen / Naskah Dinas Dokumen / Naskah 10 menit  |Dokumen / Naskah,
dan memberikan Kode pada Dokumen , Dinas, Disposisi, Kode Arsip
/ Naskah Dinas sesuai jenis dan pokok Petunjuk
urusan
3 |[Mencatat pada buku agenda / File Dokumen / Naskah, 10 menit  |Dokumen / Naskah,
Arsip Kode Arsip Kode Arsip, Agenda, File
Arsip
4 |Menyimpan dokumen / naskah dinas Dokumen / Naskah, 10 menit Dokumen / Naskah,
pada tempat pengarsipan yang Selesal Kode Arsip, Agenda, Kode Arsip, Agenda, File
tersedia File Arsip Arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Dasar Hukum :

Nomor SOP 72 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 5 Oktober 2021

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |

Pit. Kepala Biro Pemer|ntahan
& Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,q/

Disahkan oleh

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penataan Penyimpanan Arsip

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemempuan manajemen dan pengelolaan arsip.
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku Agenda Kearsipan.
3. Rak Arsip.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas tidak ditata dengan baik maka
berdampak penelusuran Dokumen / Naskah Dinas

1. Pada agenda Kearsipan.
2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Keglatan Kepala Baglan Kerja | (@pala Sub Sl Kepala Biro Keterangan
% »
Sama %?::: ;;t: Evaluasi dan Pemerintahan i b i
Pelaporan
1 2 3 4 5 [] 7 8 3 10
1 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
untuk  mempersiapkan  konsep  laporan ([ Mulai )
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
(LPPD).
2 |Memerintahkan Analis Perencanaan, Evaluasi Disposisi 15 menit  |Disposisi
dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Biro.
3 |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan,
penyusunan LPPD kepada Kepala Sub Bagian disposisi
Tata Usaha Biro.
4 [Mengonsep LPPD kemudian menyerahkan Ya Bahan laporan, 1 hari Konsep LPPD Biro,
kepada Kepala Bagian Kerja Sama. L_; disposisi disposisi
5 |Memeriksa konsep LPPD. Jika setuju \ Konsep LPPD Biro, 1jam Draf LPPD Biro,
menyampaikan kepada Kepala Biro disposisi disposisi
Pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan ak
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Ya
untuk diperbaiki
6 |Memeriksa draft LPPD. Jika setuju Draf LPPD Biro, 1jam LPPD Biro, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada / disposisi.
Kepala Bagian Kerja Sama. Jika tidak setuju Tidak \
mengembalikan kepada Kepala Bagian Kerja
Sama untuk diperbaiki.
7 |Menyerahkan LPPD kepada Kepala Sub Bagian J’ LPPD Biro, disposisi| 10 menit |LPPD Biro, disposisi
Tata Usaha Biro untuk ditindaklanjuti.
8 |Menyerahkan LPPD kepada Analis Perencanaan, LPPD Biro, disposisif 10 menit |LPPD Biro, disposisi
Evaluasi dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti.
1
9 |Menggandakan, mendistribusikan dan LPPD Biro, disposisi 1jam LPPD Biro, bukti

mendokumentasikan LPPD Biro Pemerintahan.

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJA SAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nomor SOP 23 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 5 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Pengesahan 7 Oktober 2022

Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemgrintahan

4 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timura}

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 196505161993032009

Judul SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan notulen.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas. 3. Printer.

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila SOP Rapat Tinjauan Manajemen tidak dilaksanakan maka Sistem
manajemen Mutu di Biro Pemerintahan tidak berjalan optimal.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Pengadministrasi
No. Tahap Kegiatan Umum dan s Arsiparis Ket.
Kasubag TU Arsiparis Arsiparis Ahli Terampil Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Memerintahkan Pengadministrasi Umum dan Dokumen / Naskah 10 menit  |Dokumen / Naskah
Arsiparis Pelaksana untuk melakukan penataan Mulai Dinas Dinas, Disposisi,
arsip Dokumen / Naskah Dinas. T Petunjuk
2. |menempatkan berkas sesuai urutan daftar berkas L——j Dokumen / Naskah 1 jam Dokumen arsip aktiv
(di unit kerja/centra file), arsip inaktiv (di ruang Dinas, Disposisi, dan inaktiv
arsip/ records centre) sesuai kelompok unit asal. Petunjuk
3. |Entri data/ input data dalam database meliputi: ¥ Komputer, Aplikasi 5§ menit tiap |Database
pencipta arsip, kode klasifikasi, unit pengolah, berkas
uraian informasi arsip (kurun waktu/tahun, jumiah
dan keterangan).
4. |Memeriksa dan melakukan olah data arsip untuk v Dokumen / Naskah, 5 menittiap |Dokumen / Naskah,
penyusunan rekomendasi penilaian arsip. L P I database berkas Kode Arsip, Agenda
5. |Melakukan pergerakan berkas sesuai dengan kurun Dokumen / Naskah, 5 menit tiap |File Arsip
waktu dan tempo pemindahan. Kode Arsip, Agenda berkas
6. |Menyusun daftar rekapitulasi boks inaktiv atau v File Arsip 5 menittiap |[Kode Arsip pada File
mengupdate daftar berkas dan daftar isi berkas. berkas Arsip
7. [Menyusun daftar rekapitulasi boks inaktiv atau Kode Arsip pada File 30 menit  [File Arsip

mengupdate daftar berkas dan daftar isi berkas.

Selesai

Arsip




: Pelaksana Mutu Baku
o s U s N oris Sea” | Bagian Tata i Strukturaiden | Notulls | Kelengkspan | Waktu Output
Usaha Biro . Fungsional

1 2 3 4 g [] 7 ] [] 10 11

1 [Menugaskan Kepala Kepala Bagian untuk Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen.

2 [Memerintahkan kepada Kasubag Tata Usaha Disposisi 15 menit |Disposisi
Biro untuk mempersiapkan Rapat Tinjauan
Manajemen.

3 |Memerintahkan Pejabat Fungsional Umum 2 Disposisi 15 menit |Disposisi
Untuk mempersiapkan Undangan, Ruang ! L
Rapat, Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan
Snack.

4 |Mempersiapkan Undangan, Ruang Rapat, Disposisi 1jam  |Undangan, Materi,
Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan Snack, | I Jadwal dan agenda
menyampaikan undangan kepada peserta rapat Rapat
dan menginformasikan kesiapan rapat Tinjauan
Manajemen kepada Kasubag Tata Usaha Biro.

65 |Melaporkan kesiapan pelaksanaan rapat Materi, Jadwal 15 menit |Materi, Jadwal dan
Tinjauan Manajemen Kepada Kepala Bagian L.__. dan agenda agenda Rapat
Kerja Sama. Rapat

68 |Menyampaikan kesiapan rapat Tinjauan Materi, Jadwal 15 menit |Materi, Jadwal dan
Manajemen kepada Kepala Biro. dan agenda agenda Rapat

Rapat

7 |Memerintahkan untuk melaksanakan rapat e | Materi, Jadwal 15 menit |Materi, Jadwal dan

sesuai jadwal yang telah ditentukan. E____l dan agenda agenda Rapat
Rapat

8 |Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Materi 2Jam |Notulen
bersama seluruh pejabat struktural dan pejabat P
fungsional yang dipimpin oleh Kepala Biro > € d
Pemerintahan, Notulis mencatat seluruh l L I ‘L 1 I :I I :I L J I
pembahasan dalam rapat dan menyampaikan D
Notulen kepada Kasubag Tata Usaha Biro.

| 9 |Menyusun Konsep Rencana Tindak Lanjut dan v Notulen 2 Jam |Draft Rencana
menyampaikan kepada Kepala Bagian Kerja P Tindak Lanjut
Sama untuk dikoreksi. \ > Tinjauan
Manajemen

10 |Mengoreksi konsep Rencana Tindak Lanjut jika \ Draft Rencana 20 menit |Draft Rencana
setuju memaraf dan menyampaiakan kepada v Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Kepala Biro untuk ditandatangani, Jika tidak Tinjauan Tinjauan
mengembalikan kepada kasubag Tata Usaha Manajemen Manajemen
untuk diperbaiki.




1 2 [] 11 12

11 [Mengoreksi konsep Rencana Tindak lanjut jika Draft Rencana Smenit |Rencana Tindak
setuju menandatangani dan menyerahkan Tindak Lanjut Lanjut Tinjauan
kepada Kepala Bagian Kerja Sama untuk Tinjauan Manajemen
ditindaklanjuti, Jika tidak mengembalikan Manajemen
kepada kepala Bagian Kerja sama untuk
diperbaiki.

12 |Memerintahkan Kasubag Tata Usaha Biro untuk Rencana Tindak Smenit |Rencana Tindak
menginformasikan Rencana Tindak Lanjut Lanjut Tinjauan Lanjut Tinjauan
Tinjauaan Manajemen kepada Seluruh Pejabat Manajemen Manajemen
Struktural dan Pejabat Fungsional di Biro
Pemerintahan.

13 |Menginformasikan Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak | 20 menit [Rencana Tindak |terkait SOP
Tinjauan Manajemen kepada Seluruh Pejabat Lanjut Tinjauan Lanjut Tinjauan Pengarsipan
Struktural dan Pejabat Fungsional di Biro Manajemen Manajemen Dokumen dan
Pemerintahan, mendokumentasikan dan Naskah
mengarsipkan. Dinas
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Judul SOP

Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan notulen.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Masuk . 2. Komputer.

3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas. 3. Printer.

4. SOP Rapat Tinjauan Manajemen.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015 tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka
akan berdampak pada Hasil Sertifikasi ISO 9001:2015

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Taha iatan Kepala Biro Kepala Kepala Sub
" Keg Pemerintaha | Baglan Kerja | Baglan Tata | TimISO | Lead Auditor| Auditor sm;. Kelengkapan | Waktu Owiput  |ToWrangen
n Sama Usaha Biro
1 2 3 4 5 [] 7 [] 9 10 11 12 13
1 [Menugaskan Kepala Kepala Bagian Kerja Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
Sama untuk Mempersiapkan Audit Internal
Sertifikasi ISO 9001:2015. —
2 |Memerintahkan kepada Kasubag Tata Usaha Disposisi 15 menit  |Disposisi
Biro untuk mempersiapkan Rapat Persiapan
Audit Internal Sertifikasi ISO 8001:2015.
3 |Melaksanakan Rapat Persiapan Audit Internal Disposisi 1 Jam Pembagian Tugas
Sertifikasi ISO 9001:2015. I L 'I [ 1 |_ ] 1 *| [ 'l ‘[ l
|
4 |Menyusun Program Audit Internal Sertifikasi o= Pembagian 3 Jam Program Audit
1SO 9001:2015 dan menyampaikan kepada li'L Tugas Internal
Lead Auditor.
5 |Membuat Jadwal dan Daftar Periksa Audit Program Audit 3 Jam Jadwal dan Daftar
(Check List) Sertifikasi Internal ISO 9001:2019. I l. —l Internal Periksa Audit
6 |Pembukaan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 Jadwal dan 1Jam  [Jadwal dan Daftar
dangan m'enya{npaikan agendg pelaksgnaan » I_ -I —I J Daftar Periksa Periksa Audit
Audit Sertifikasi ISO pada masing-masing I l 1 I_ ] |_ ] I_ 1 Audit
Bagian. [
7 |Audit Sertifikasi sesuai jadwal dan lingkup yang I l. 1 | =T l Jadwal dan 1 Hari Hasil Audit
telah ditetapkan. Daftar Periksa Sementara
Audit
8 |Rapat Auditor yang dipimpin oleh Lead Auditor Hasil Audit 2 Jam Hasil Audit
dengan agenda penyampaian temuan oleh l I_ 'I Sementara
masing-masing Auditor dan Perumusan Hasil
AUDIT.
9 |Penutupan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 . Hasil Audit 3Jam  |Hasil Audit, Berita
dengan agenda pemaparan hasil temuan Audit 1 I_ ] L ] l 'l I_ ] 1 | Acara Tindak
Sertifikasi ISO 9001:2015. Lanjut Hasil Audit
10 |Penyusunan Laporan Audit Internal ISO Hasil Audit, 1 Hari Laporan Audit
9001:2015 beserta tindaklanjutnya yang telah Berita Acara Internal ISO
ditandatangani oleh auditor dan auditee dan | 1] ] Tindak Lanjut 9001:2015
menyerahkan kepada Tim I1SO. l Hasil Audit
11 |Mengarsipkan dan menyampaikan Laporan e Laporan Audit 5 menit |Laporan Audit Tindak
Laporan Audit Internal ISO 9001:2015 Kepada Internal ISO Intemnal ISO Lanjut
Kepala Biro Pemerintahan. - 9001:2015 9001:2015 dengan SOP
Selesai
Rapat
Tinjauan

Manajemen
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Judul SOP Pembuatan Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat/Laporan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025. '

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan notulen.
3. Memahami tata naskah dinas.

4. SOP Rapat Tinjauan Manajemen.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Masuk . 2. Komputer.

3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas. 3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila kuesioner survei kepuasan masyarakat/Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat tidak
dibuat maka akan berdampak pada Hasil Sertifikasi ISO 9001:2015

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Beku
Tahap Keglatan Kepala Baglan Kepala Sub Kepala Biro | Perencanaan, Pengadministras! Keterangan
Baglan Tata Kelengkapan Waktu Output
Rogetuite | Wslatwe | Mt st
2 3 4 [ [} 10 11 12 13
Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
Biro untuk Mempersiapkan kuesioner Survei (" Muisd )
Kepuasan Masyarakat. —
Menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Disposisi 15 menit  |Disposisi
Pelaporan untuk membuat Kuesioner Survei '——l
Kepuasan Masyarakat per Bagian (3 bagian).
Membuat dan menggandakan kuesioner Survei Disposisi 2Jam  |Kuesioner Survei
Kepuasan Masyarakat untuk kemudian di bagi Kepuasan
ke setiap Pejabat Struktural dan Masyarakat
Pengadministrasi Umum.
Mengedarkan kuesioner SKM untuk kemudian Kuesioner Survei 5§ Menit |Kuesioner Survei
diisi oleh Tamu yang datang dan kemudian Kepuasan Kepuasan
dikumpulkan dan dikembalikan kepada Analis Masyarakat Masyarakat yang
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. telah diisi
Mengumpulkan dan mentabulasi Kuesioner Kuesioner Survei 1 Hari Laporan Indeks
Survei Kepuasan Masyarakat yang telah diisi I—J' Kepuasan Kepuasan
oleh Tamu/Pengunjung untuk disusun dalam 1 l Masyarakat yang Masyarakat
bentuk Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat. telah diisi
Membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Laporan Indeks 15 menit |Laporan Indeks
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kepuasan Kepuasan
I L 1 l_ T ] Masyarakat Masyarakat yang
I telah di paraf dan
tanda tangan
Menggandakan dan Mendokumentasikan Laporan Indeks 1 Hari Dokumen Laporan
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kepuasan Indeks Kepuasan
Masyarakat yang Masyarakat
telah di paraf dan

tanda tangan
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Judul SOP Analisis Risiko

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memahami Analisis Risiko.
2. Memahami bisnis proses.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila Analisis Risiko tidak dilakukan maka Pengendalian Risiko di Biro
Pemerintahan tidak berjalan optimal.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
N Taha| i ‘
o ahap Keglatan Kepala Biro Para Kepala Para Kepala | Perencanaan, |Pengadministrasi Keterangan|
Pemerintahan Bagian ‘Sub Bagian Evaluasi dan Umum Nengkapes: e pat i
e Pelaporan =
1 2 3 4 5 [] 7 [] 9 10 11
1 |Melakukan Identifikasi, penilaian, pengkajian Agenda Kerja 1 Hari Matrik analisis
dan penanganan risiko sesuai dengan tabel risiko, Disposisi
pada masing-masing proses.
2 |Menetapkan tingkat dampak serta munculnya Matrik analisis 1 Hari Matrik analisis

peluang dan menetap tingkat risikonya. Jika
ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat
diterima, maka diusulkan tindakan rencana
kerja untuk menghilangkan risiko atau
menurunkan risiko pada tingkat yang dapat
diterima. Kemudian Menyerahkan draf dokumen
analisis risiko kepada untuk diverifikasi.

A 4

risiko, Disposisi

risiko, Disposisi

3 |Menganalisa risiko untuk diverifikasi. Jika Matrik analisis 1 Hari Matrik analisis
ditemukan isi yang belum disetujui, maka draf risiko, Disposisi risiko final
dokumen tersebut dikonsultasikan kepada para —

Kabag dan para Kasubag untuk diperbaiki.

4 |Memaraf dokumen analisis risiko yang telah Matrik analisis 15 menit |Matrik analisis
disetujui kepada Kepala Biro Pemerintahan —‘I_-lf_ I risiko final risiko final
untuk disahkan. I >

5 |Menandatangani dokumen analisis risiko yang Matrik analisis 15 menit  |Matrik analisis
telah disetujui. J, risiko final risiko final

6 |Mengkompilasi dokumen analisis risiko. Dokumen 1 Jam Dokumen

Analisis Risiko Analisis Risiko

7 |Melakukan pengkajian secara rutin analisa Dokumen Menyesuaikan |Dokumen
risiko pada proses rutin yang dijalankan. —> I l Analisis Risiko Target waktu |Analisis Risiko

penyelesaian

8 |Mengarsipkan Dokumen Analisis Risiko. Dokumen 15 Menit  [Dokumen

Analisis Risiko

Analisis Risiko
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Pembuatan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) di Biro Pemerintahan Setda
Provinsi NTT

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Memahami formulir monitoring dan evaluasi SOP AP.

3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan surat masuk. 3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP AP tidak/terlambat dibuat, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
setiap unsur pelaksana akan terhambat.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Kepala Baglan Kepaia Sub Por;nc‘alrll‘un Biro Kepala Biro Keterangan
= L]
Kerja Sama g Evaluasi dan Organisasi | Pemerintahan KeRnglapan | - Vet i
Usaha Biro
Pelaporan
1 2 3 4 5 6 ¥ [] 9 10 11
1 |Menugaskan Kasubag untuk mengkoordinir Agenda Kerja 15 menit |disposisi
Pembuatan SOP AP Biro Pemerintahan.
1
2 |Memerintahkan Analis Perencanaan, Evaluasi dan v disposisi 15 menit |disposisi
Pelaporan untuk menyiapkan data yang akan
dituangkan ke dalam SOP AP Biro Pemerintahan.
3 |Mengumpulkan data dari setiap Sub Bagian serta L 2 disposisi 1 Minggu |Konsep SOP
menyusun dan mengetik dalam bentuk konsep SOP AP
AP Biro Pemerintahan untuk kemudian diserahkan
ke Biro Organisasi.
4 |Memeriksa konsep SOP AP Biro Pemerintahan. Konsep SOP 2 Hari |SOP AP
Jika setuju dikembalikan untuk ditandatangani S AP
Kepala Biro Pemerintahan kemudian diproses untuk L
pengambilan nomor di Biro Hukum. |—
5 |Menandatangani SOP AP Biro Pemerintahan. SOP AP 5 Menit |SOP AP yang
A 4 telah
ditandatangani
6 |Menggandakan SOP AP Biro Pemerintahan untuk SOP AP yang 1jam [SOP AP yang
diserahkan ke Biro Organisasi dan sebagai Arsip telah telah
Biro Pemerintahan. ditandatangani digandakan




Nomor SOP 2¢ Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |5 Oktober 2021
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
anggal Efektif 7 Oktober 2022 ¥

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Plt. Kepala Biro Pe
g Setda Provinsi Nusa Tepggara Timur, }

Disahkan oleh

Dasar Hukum :

SEKRETARIAT DAERAH Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
BIRO PEMERINTAHAN Pembina Utama Madya
BAGIAN KERJASAMA NIP. 196505161993032009

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP Layanan Informasi Publik

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Informasi Publik.

2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
transaksi Elektronik.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai tugas dan fungsi biro organisasi.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat keluar.

1. ATK.

2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

4. Meja dan Kursi.

Peringgtan .

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila layanan informasi tidak sesuai prosedur maka akan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Kaglatan Pengadministrasi Kepala Bagian Kepala Biro Keterangan
Umum Blg‘:;:l):‘ang yang dituju Pemerintahan Kalenghapsn Wakta St

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menerima permohonan informasi dari pemohon baik Surat 10 menit  [Formulir
secara tertulis/lisan,mengisi formulir permintaan m permohonan, permintaan
informasi, melampirkan KTP pemohon/identitas lain izl KTP/identitas informasi
yang sah, dan mengarahkan pemohon kepada lain yang sah
kasubag.

2 |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Formulir 30 menit |Data dan
kepada kasubag yang dituju, kasubag wajib permintaan Informasi sesuai
menelaah informasi yang diminta dan memberikan informasi permintaan
layanan informasi yang dibutuhkan. Jika informasi pemohon
yang diminta masuk dalam kategori yang
dikecualikan maka menyampaikan alasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan menandatangani formulir permintaan
informasi.

3 |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Data dan 30 menit |Data dan
kepada kabag yang dituju, kabag wajib menelaah Informasi sesuai Informasi sesuai
informasi yang diminta dan memberikan layanan permintaan permintaan
informasi yang dibutuhkan. Jika informasi yang pemohon pemohon
diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan
maka menyampaikan alasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menandatangani formulir permintaan informasi.

4 |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Data dan 30 menit |Data dan
kepada kepala biro dan kepala biro wajib menelaah Informasi sesuai Informasi sesuai
informasi yang diminta dan memberikan layanan permintaan permintaan
informasi yang dibutuhkan. Jika informasi yang pemohon pemohon
diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan Ej
maka menyampaikan alasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menandatangani formulir permintaan informasi.

5 |Formulir permintaan informasi dikembalikan oleh Data dan 10 menit |Data dan
pemohon kepada pengadministrasi umum sekaligus Informasi sesuai Informasi sesuai
pemohon mengambil KTP/Kartu identitas lain yang permintaan permintaan
sah. pemohon pemohon
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Nomor SOP 29 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 5 Oktober 2021
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
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Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

.kSetda Provinsi Nusa Terggara Timur,VL

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern

Judul SOP Pemerintah

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Intern Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memahami bisnis proses unit kerja.
2. Memahami SPIP.

Keterkaitan: Peralatan/periengkapan:
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. Printer.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila kegiatan tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan menghambat
pencapaian tujuan kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analls = . §
No Tahap Kegiatan Perencanaan, | Para Kepala | ParaKepala | Kepala Biro - Keterangan
Evaluasidan | Sub Bagian Bagian | Pemerintahan |AUditor APIP| Kelengkapan |  Waktu S
Pelaporan g - :
1 2 3 4 5 (] 7 8 9 10 11
1 |Melakukan Identifikasi kegiatan dan tujuan. KAK dan RAB 1 Hari Inputan dilakukan
identifikasi tujuan |setiap awal
dan kegiatan tahun
2 |Melakukan identifikasi dan analisis risiko. KAK dan RAB, 5Hari |Inputan KKPR _|dilakukan
_>| > KKPR melalui FGD
E € dapat
melibatkan
3 |Melakukan Pengendalian Risiko. B \ R KKPR 3 Hari Laporan RTP
K i
4 |Persetujuan kegiatan pengendalian risiko. Laporan RTP 1 Hari Persetujuan RTP
5 |Pemantauan Pengendalian Risiko. ; Persetujuan 2 Hari Hasil
'I RTP Pemantauan
6 |Penyusunan Laporan Kemajuan RTP. A 4 3 Hasil 5 Hari Konsep Laporan
Pemantauan Kemajuan RTP.
7 |Persetujuan Laporan Kemajuan RTP. P Konsep Laporan 2 Hari Laporan
B Kemajuan RTP. Kemajuan RTP
8 |Evaluasi Penyelenggaraan SPIP. % Laporan RTP, 10 Hari Kertas Kerja
Laporan Evaluasi SPIP,
Kemajuan RTP konsep Laporan
Hasil Evaluasi
SPIP
9 |Persetujuan Laporan Hasil Evaluasi. konsep Laporan 2 Hari Laporan Hasil Laporan Hasi
Hasil Evaluasi Evaluasi SPIP  |Evaluasi
SPIP disampakan
ke unit Kerjs

terkait
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Nomor SOP 20 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 5 Oktober 2021

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Pengesahan 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
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Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Judul SOP N .
Terintegrasi

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

5. Peraturan BPKP Nomor 5§ Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyeleenggaraan Sistem Pengendalaian Intrn Pemerintah Terintegrasi
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 326 Tahun 2021 tentang
Satuan Tugas Penyelenggraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Mampu mengoperasikan Komputer.

2. Memahami SPIP.

3. Tim Satgas SPIP melalui Surat Keputusan.
4. Tim Assesor SPIP melalui Surat Keputusan.

Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan SPIP. 1. ATK.
2. Komputer/Internet.
3. Printer.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila kegiatan tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan menyebabkan
keterlambatan perolehan hasil penilaian maturitas SPIP Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Assurance.

Quality
Assurance

n waktu yang
dibutuhkan

Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Keglatan ‘ ; MBIN W - - .
- TimAssesor | TimSatgas | pemerintahan | ProvinsiNTT | BPKP | Kelengkapan |  Waktu Outigen
i 2 3 4 3 ] T 3 9 10
1 |Menerbitkan /Menetapkan Surat Keputusan Lembar usulan 1 Hari SK Tim Satgas
tentang Pembentukan Tim Satgas SPIP di Biro Tim Satgas, SPIP
Pemerintahan. Lembar
disposisi
2 |Menerbitkan /Menetapkan Surat Keputusan Lembar usulan 1 Hari SK Tim Assesor
tentang Pembentukan Tim Asesor SPIP di Biro Tim Assesor,
Pemerintahan. Lembar
disposisi
3 |Tim Satgas mengumpulkan dokumen v Disposisi 1 Hari Dokumen
Infrastruktur SPIP yang ada di masing-masing Infrastruktur SPIP
Bagian/Sub Bidang. ‘
4 |Tim Asesor menerima dokumen infrastruktur Dokumen 1 Hari Bukti Input
SPIP, melakukan verfikasi dan menginput ke Infrastruktur
dalam aplikasi e-SiPintar. SPIP
5 |Menyampaikan surat permohonan kepada Y Konsep Surat 1 Hari Surat
inspektorat untuk dilakukan Quality Assurance . Permohonan Permohonan
6 |Melakukan Quality Assurance dan membuat y Surat 1 Hari Laporan Hasil
laporan hasil Quality Assurance untuk Permohonan, Quality
disampaian kepada BPKP Perwakilan NTT. Disposisi Assurance
7 |Melakukan Evaluasi atas laporan hasil Quality Laporan Hasil | Menyesuaika |Nilai Maturitas

SPIP
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Judul SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai

Dasar Hukum:

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Disiplin PNS.
2. Memahami pedoman juklak/juknis tentang disiplin PNS.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar. 1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan disiplin PNS.
2. Komputer.
3. ATK.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Aturan tentang Disiplin PNS tidak dapat
ditegakkan.

1. Pada Buku Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat yang PNS
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian Atasan b;;";;':::f Penerima | \ .\ \apan | Waktu | Output Keterangan
Tata Usaha Biro Langsung Hukuman Hukum?n
Dsisiplin
_Disiplin -
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
1 |Mengevaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, Rekapan 1 Hari |Evaluasi
temuan aparat fungsional, menyampaikan kepada Atasan ' Mulai | Absen, Temuan
Langsung PNS penerima Hukuman Disiplin. Pengaduan
2 |Meneliti dan menelaah evaluasi absen, pengaduan tertulis, Evaluasi 1 Jam |Disposisi,
temuan atasan/aparat fungsional, jika tidak setuju/bukti belum Temuan Surat
lengkap dikembalikan ke Kasubbag Tata Usaha Biro untuk Peringatan
melengkapi/ditolak usulan penjatuhan disiplinnya, jika setuju :I Tertulis 11/
memanggil PNS yang akan dijatuhi hukuman untuk diberikan I
peringatan secara lisan. jika belum terdapat perubahan maka
membuat Surat Peringatan Tertulis I/I/lll dan dikirimkan
kepada PNS penerima Hukuman Disiplin.
3 |Mengirim Surat Peringatan Tertulis I/Il/lll dan dikirimkan kepada y Surat 30 Menit |Bukti Tanda
PNS penerima Hukuman Disiplin. ] I ’| ] Peringatan Terima Surat
! Tertulis I/11/1il
4 |Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam masa waktu ‘lr Draft Surat Relatif |Surat
pengawasan atau pembinaan terhadap PNS tersebut setelah 3 > Pernyataan Pernyataan
diberikan SP I/Ii/lll masih belum terdapat perubahan maka h " Tidak Puas Tidak Puas
membuat Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, o~ - secara Tertulis secara
diserahkan kepada PNS penerima Hukuman Disiplin. Tertulis
5 |Memperhatikan perkembangan penjatuhan disiplin, jika pada Draft Surat 40 menit |Surat Selanjutnya Hukuman
masa waktu pengawasan atau pembinaan terhadap PNS " Hukuman Hul'<ur.'nan menyesuaikan _
tersebu.t masuh belum ada pquembangan ke arah perbaikan ( Selesai J *1 Selessl 1 selesai ' DISIp'I-n DISIpll.n Peraturgn Pemenptah
maka diusulkan untuk penerbitan surat keputusan Hukuman <€ <€ Selanjutnya Selanjutnya |Republik Indonesia
Disiplin tingkat selanjutnya. Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
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Dasar Hukum :

Judul SOP Serah Terima Jabatan

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.
SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar

3. Menguasai Tata Naskah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Terlambat dilakukan Serah Terima Jabatan maka akan berdampak pada
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terkait Jabatan tersebut

1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Keglatan Kabag Tft.:l‘;:::a Pejabat Atasan Pejabat Kepala ASN Biro SR Waktu Output Keterangan
Kerjasama Biro Lama Langsung Baru Baru Pemerintahan gxapa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 |Memerintahkan Kasubag tata Usaha Surat masuk, 5 menit |Surat masuk, lembar
untuk mempersiapkan acara serah Mulal lembar disposisi disposisi dan
terima jabatan. dan perintah. perintah.

2 |Menginformasikan ke Pejabat yang Surat masuk, 5 menit |Surat masuk, lembar
akan dimutasi untuk menyiapkan y lembar disposisi disposisi dan
laporan kinerja dan Keuangan. I -_} dan perintah. perintah.

3 |Menyusun konsep laporan kinerja dan L_| v Surat masuk, 14 Jam |Surat masuk, lembar
keuangan dan menyampaikan kepada I I lembar disposisi disposisi dan
atasan dan keuangan. dan Laporan Laporan Realisais.

Realisasi.

4 |Mengoreksi konsep laporan kinerja q Konsep memori 16 Menit |Memori serah terima
dan keuangan. Jika setuju diserahkan P serah terima jabatan
kepada kasubag Tata Usaha Biro N jabatan
untuk dilakukan serah terima jabatan. fcex
Jika tidak setuju dikembalikan kepada
pejabat lama untuk dikoreksi.

5 |Menyerahkan ke Kasubag tata Usaha Memori serah 5 Menit |Memori serah terima
untuk dilakukan serah terima jabatan. terima jabatan jabatan

6 |Melaksanakan Serah Terima Jabatan. oV o R Memori serah 2Jam [Memori serah terima

I ] | 'l l j L_ j l 1 L !| I terima jabatan jabatan

7 |Mendokumentasikan kegiatan Serah Memori serah 15 Menit |Memori serah terima

Terima Jabatan dan mengarsipkan 2 terima jabatan jabatan

Berita Acara Serah Terima Jabatan
dan Memori Serah Terima Jabatan.
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Tanggal Pembuatan 3 Oktober 2022
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Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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Judul SOP Pengendalian Gratifikasi
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang| 1. Memiliki Kompetensi dalam pengelolaan Gratifikasi (UPG).
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik| 2. Memahami Peraturan Perundangan tentang Gratifikasi (UPG).
Indonesia Nomor 3851).

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar

3. Menguasai Tata Naskah

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pengendalian Gratifikasi harus dijalankan agar dapat meningkatkan integritas ASN pada 1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.
Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT. 2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Biro Tim UPG Biro Keterangan
Pemerintahan Pemerintahan Ketanglapio b R

1 2 4 5 7 8 9 10

1 |Mengisi formulir Laporan Penerimaan Formulir Laporan penerimaan| 1 Hari |Formulir Laporan penerimaan
Gratifikasi dan/atau membawa barang gratifikasi, barang/objek gratifikasi (yang telah diisi),
bukti gratifikasi. grastifikasi barang/objek grastifikasi

2 |[Menugaskan  Tim UPG  untuk Formulir Laporan penerimaan| 5 menit |Surat Tugas (yang telah
melakukan tindak lanjut atas laporan gratifikasi (yang telah diisi), ditandatangani)
yang ada. barang/objek grastifikasi,

Surat Tugas

3 [Membuat surat pemanggilan untuk Surat Panggilan 15 Menit |Surat Panggilan (yang telah
dimintai keterangan. ditandatangani)

4 |Melakukan pemanggilan terhadap Surat Panggilan (yang telah 1Jam |[Tanda Terima
orang yang bersangkutan untuk dicari ditandatangani)
informasi lebih detail.

5 |Melakukan proses wawancara dalam Format wawancara 2 Jam |Hasil Wawancara
rangka pengambilan keterangan.

6 |Membuat Berita Acara wawancara dan Hasil Wawancara 5 Menit |Berita Acara wawancara
ditandatangani oleh terperiksa dan
pejabat yang memeriksa.

7 |Menandatangani Berita acara Berita Acara wawancara 5 Menit |Berita Acara wawancara
wawancara. (ditandatangani)

8 |Menyampaikan Berita acara Berita Acara wawancara 15 Menit |Tanda Terima Berita Acara

wawancara kepada Ketua Tim UPG.

‘Selesai

(ditandatangani)

wawancara
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Judul SOP Pembuatan Nota Kesepakatan dan Perjanjian

Kerjasama Antar Pemerintah

Dasar Hukur;l 5

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Kerjasama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata cara
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkumqan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

o o

Pendidikan minimal SLTA.

Menguasai Tata Naskah Dinas.

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Mampu mengoperasikan Komputer.

Mampu bekerjasama dalam Tim.

1
2
3
4.
5
6. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan SOP.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2 SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Laptop
3. Telepon/Faximili.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabira penyusunan naskah kerjasama terlambat diproses maka akan
berdampak pada tertundanya pelaksanaan Kerjasama.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
No. Tahap Keglatan Kepal Kepa bstansi Analis Pihak yang Ketorangan
P Kog a Biro s Baglan o Perencanaan |ingin bekerja| Gubernur Kelengkapan Waktu Output
Pemerintahan Kerjasama Kerjasama Antar s
Pemerintah b s e
1 2 5 [] 7 8 9 10 11 B 7 s
1 |Mendisposisi surat nawaran kerjasama yang telah " - 7 . -
didispo;:is oleh Gubemzf, Sekda dan Agisten. Y surat masuk dan disposisi 15 menit |surat masuk dan disposisi
2 |Memberi arahan tentang penyiapan draf naskah kerjasama. .
nugasan 20 menit nugasan
oy penug: penug
3 |Menugaskan Analis Kerjasama Lintas Sektor untuk
mengumpulkan data dari OPD terkait data yang berhubungan Konsep surat keluar 1 Jam |surat permintaan data
dengan substansi kerjasama.
4 |Mengumpulkan data dari OPD terkait data yang berhubungan
dengan substansi kerjasama. surat permintaan data 1hari [surat permintaan data terkirim
5 |Menyusun Draft Nota Kesepakatan dan draft perjanjian Ya
keriasama. . . |draft Nota kesepakatan dan
erjasam data terhimpun dan terolah 3 hari perjanjian kerja sama
6 [Menelaah dan mengoreksi draft Nota Kesepakatan dan draft
perjanjian kerjasamag.o data terhimpun dan terolah, data tervalidasi draft Nota
draft kesepakatan bersama 2hari  |kesepakatan dan perjanjian
Tidak dan perjanjian kerja sama kerja sama
7 |Membahas draft Nota Kesepakatan dan draft perjanjian g S
kerjasama bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah draft Nota 'I((a.sepakatan dan| g, [draftNota ;(esepakatan dan
(TKKSD) tingkat Provinsi. T e or! peranjian kerja sama perjanjian kerja sama
8 |[Mengedit Draft Nota Kesepakatan dan Draft Perjanjian Kerja -
Sama sesuai hasil pembahasan TKKSD Tingkat Provinsi draft Nota kesepakatan dan naskah Nota kesepakatan dan
selanjutnya mengundang pihak yang akan bekerja sama perjanjian kerja sama, surat 3hari  |perjanjian kerja sama dan surat
dengan pihak terkait lainnya untuk penandatanganan Naskah keluar keluar
Kerja Sama.
r
9 [Mempersiapkan penandatanganan Draft Nota Kesepakatan & konsep laporan draft Nota d
dan Draft Perjanjian Kerja Sama. kesepakatan dan perjanjian 1 hari g:;; rt;:;t: :ee;p;mkarn an
kerja sama
10 |menandatangani Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja [ Dokumen Notakesepakatan Dokumen Notakesepakatan
Sama. T ] dan perjanjian kerja sama 30 menit |dan perjanjian kerja sama
S . TR
11 |menerima naskah kerja sama, menyerahkan naskah kerja
sama dan memberikan arahan tindaklanjut secara berjenjang. disposisi 5 menit |tindak lanjut disposisi
12 |menggandakan, mengarsipkan dan mengirim naskah Nota
Kesepakatan dan perjanjian kerja sama kepada Perangkat pengarsipan, surat keluar 5menit |pengarsipan, surat keluar

Daerah teknis untuk ditindaklanjuti.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN KERJASAMA
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KERJASAMA BADAN USAHA/
SWASTA DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

Nomor SOP 75 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |5 Oktober 2021
Tang_gjil Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Plt. Kepala Biro Pemerintahan
k Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,\,L

Disahkan oleh

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Pembuatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian

Kerjasama Non Pemerintahan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 1. Pendidikan minimal SLTA.
Reformasi Birokrasi 2010-2025. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman|{3 = Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 4. Mampu mengoperasikan Komputer.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang 5. Mampu bekerjasama dalam Tim.
Tata Cara Kerjasama. 6. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan SOP.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata cara
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1  SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK
2 SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Laptop

3. Telepon/Faximili.

Perinjatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penyusunan naskah kerjasama terlambat diproses maka akan
berdampak pada tertundanya pelaksanaan Kerjasama.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
Substansi
Analis Pihak yang
No. Tahap Keglatan Kepala Biro Kepala Baglan Kerjasama Keterangan
Kerjasama |ingin bekerja| Gubemur Kelengkapan Waktu Output
Pemerintahan Kerjasama Badlqls\uash & Lintas Sektor o
Evaluasi
Pelaksanaan
1 2 5 [] 7 8 9 10 11 12
1 mﬁ:;? I:I'eh s&:&abtemzrn;mr:réank:za;:?  yeng elah surat masuk dan disposisi 15 menit |surat masuk dan disposisi
2 |Memberi arahan tentang penyiapan draf naskah kerjasama. penugasan 20 menit |penugasan
3 |Menugaskan Analis Kerjasama Lintas Sektor untuk
mengumpulkan data dari OPD/Pihak Swasta terkait data yang Konsep surat keluar 1 Jam |surat permintaan data
berhubungan dengan substansi kerjasama.
4 |Mengumpulkan data dari OPD/Pihak Swasta terkait data yang
berhubungan dengan substansi kerjasama. surat permintaan data 1 hari  |surat permintaan data terkirim
5 [Menyusun Draft kesepakatan bersama dan draft perjanjian
k ; Xa, § . |draft kesepakatan bersama dan
erjasama data terhimpun dan terolah 3 hari perjanjian kerja sama
6 |Menelaah dan me ksi draft kesepakata dal
draft peq'anji:: kerjgg:mrea. sl data terhimpun dan terolah, data tervalidasi draft
draft kesepakatan bersama 2hari |kesepakatan bersama dan
dan perjanjian kerja sama perjanjian kerja sama
7 |Membahas draft kesepakatan bersama dan draft perjanjian
kerjasama bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah draft kesepakatan bersama 3hari {Oraftkesepakatan barsama dan
(TKKSD) tingkat Provinsi. dan perjanjian kerja sama perjanjian kerja sama
8 [Mengedit Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian
Kerja Sama sesuai hasil pembahasan TKKSD Tingkat Provinsi draft kesepakatan bersama naskah kesepakatan bersama
selanjutnya mengundang pihak yang akan bekerja sama dan perjanijian kerja sama, 3hari  |dan perjanjian kerja sama dan
zzqgag pihak terkait lainnya untuk penandatanganan Naskah surat keluar surat keluar
rja Sama.
8 |Mempersiapkan penandatanganan Draft Kesepakatan konsep laporan draft
Bersama dan Draft Perjanjian Kerja Sama. kesepakatan bersama dan 1 hari dra_ft kgsepakgtan bersama dan
perjanjian kerja sama perjanjian kerja sama
10 |menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Dokumen kesepakatan dokumen kesepakatan bersama
Sama. bersama dan perjanjian kerja | 30 menit [dan perjanjian kerja sama
sama
11 |menerima naskah kerja sama, menyerahkan naskah kerja
sama dan memberikan arahan tindaklanjut secara berjenjang. i disposisi Smenit |tindak lanjut disposisi
12 |menggandakan, mengarsipkan dan mengirim naskah
kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama kepada pengarsipan, surat keluar 5 menit |pengarsipan, surat keluar

Perangkat Daerah teknis untuk ditindaklanjuti.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 24 Tahun 2022
| Tanggal Pembuatan |11 Agustus 2022
| Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemgrintahan
Setda Provinsi Nusa Terjggara Timur, J/
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masvarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan LPPD.
3. Memahami tata naskah dinas.

16. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 3. Printer.
Pemerintah Provinsi NTT.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian LPPD dan kualitas data/informasi dalam LPPD yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
8ub Koordinator Kotedinetds
Substansi Adm. Asisten
No. Tahap Keglatan Evaluator Substansi Kepala Biro Tim Evaluator Ket
P"“'::":"‘" & “Leep Pomerintahan | Pemerintahan | PemenaNan | proying| NTT BAEDISPEN i DI
Kewllayahan st

1 2 3 4 5 [} 7 3 [] 10 11 72|

1 |Memerintahkan Koordinator Tim untuk memeriksa LPPD Kabupaten.Kota 1 Hari LPPD
LPPD Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota

yang telah diperiksa

2 |Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)  S—— LPPD Kabupaten/Kota 2 Hari Catatan Koreksian
Makro dan IKK Penyelenggaraan Urusan yang telah diperiksa LPPD
Pemerintahan Daerah atau IKK Keluaran
(Outcome) dan menginputnya kedalam kertas kerja.

3 |Menganalisis validitas data IKK Makro maupun Catatan Koreksian LPPD 3 Hari Draft perbaikan data
Outcome dan menyampaikan kepada Sub i dukung
Koordinator Substansi Adm. Pemerintahan dan L__j
Adm. Kewilayahan.

4 |Memeriksa Draft Perbaikan data dukung dan ) 4 Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan data
menyampaikan kepada Koordinator Substansi N dukung dukung
Pemerintahan dan OTDA.

§ [Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada i Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan data
Kepala Biro Pemerintahan. dukung dukung

6 |Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada Y )r Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan data
Asisten Pemerintahan dan Kesra. \> dukung dukung

7 |Memerintahkan Evaluator untuk melakukan tugas Draft perbaikan data 1 Hari Surat Tugas dan
perbaikan data ke Kabupaten/Kota. dukung SPPD

8 [Membuat Berita Acara Hasil Perbaikan Isian IKK Laporan hasil Perjalanan 3 Hari Berita Acara Hasil
dan Data Dukung yang ditanda tangani oleh Sekda 4 Dinas Perbaikan
Kabupaten/Kota dan Sekda Provinsi serta Evaluator
Provinsi.

9 |Menyampaikan Hasil Evaluasi/Perbaikan Data IKK Hasil Evaluasi/Perbaikan 3 Hari Tanda Terima
(Data Dukung) kepada Pemerintah Pusat melalui Data IKK (Data Dukung) penyampaian Hasi
Aplikasi beserta Laporan Hasil Evaluasi. C':-_J Evaluasi/Perbaikan

Selesai Data IKK (Data
Dukung)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ASMINISTRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 2F Tahun 2022
Tanggal Pembuatan [05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif |7 Oktober 2022 1
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerigtahan

( Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ra. Ber ani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyampalan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kemendagri

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung

jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor,
28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (LPPD) 3. Printer.
Pemerintah Provinsi NTT.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyampaian LPPD tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian LPPD dan kualitas data/informasi dalam LPPD yang tidak valid.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Pimpinan
No. Tahap Keglatan Kepala Biro Asisten Sekretaris Keterangan
PoDr:.nrg.lI:nt Pamssintiban | Pomssintabien Daerah Gubernur Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 [] 7 [] 9 10 11
1 |Menyusun dan menyampaikan data Indikator Kinerja Surat dan data Indikator 1 minggu |Surat dan data Indikator |[Bulan
kunci/IKK untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan [ Mulai ] Kinerja Kunci dari Kinerja Kunci dari November
Pemerintah Daerah/LPPD kepada Kepala Biro Perangkat Daerah Perangkat Daerah tahun berjalan
Pemerintahan.
2 |Melakukan kajian, analisa dan evaluasi terhadap data Surat dan data Indikator 2 minggu |Konsep LPPD
Indikator Kinerja kunci/IKK, menyusun konsep LPPD dan L1 Ya Kinerja Kunci dari Pemerintah Provinsi NTT
menyampaikan kepada Asisten Pemerintahan F_I Perangkat Daerah
menggunakan nota dinas.
3 |Memeriksa konsep LPPD Pemerintah Provinsi NTT. Jika Tidak y Konsep LPPD Pemerintah 1hari |Konsep LPPD
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Sekretaris / \ Ya Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NTT
Daerah. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala
Biro Pemerintahan untuk memperbaiki.
4 |Memeriksa konsep LPPD Pemerintah Provinsi NTT. Jika Tidak / Ya Konsep LPPD Pemerintah 1hari |Draf LPPD Pemerintah
||setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Gubemur. Provinsi NTT Provinsi NTT
Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Asisten \
5 |Memeriksa draf LPPD Pemerintah Provinsi NTT. Jika Draf LPPD Pemerintah 1 hari  |Dokumen LPPD
setuju, menandatangani dan menyampaikan kepada Tidak / Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NTT
Sekretaris Daerah. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Sekretaris Daerah untuk memperbaiki.
6 |Menyampaikan dokumen LPPD Pemerintah Provinsi NTT Dokumen LPPD 10 menit |Dokumen LPPD
ke Asisten Pemerintahan untuk di tindaklanjuti. |_J I Pemerintah Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NTT
7 |Menyampaikan dokumen LPPD Pemerintah Provinsi NTT Dokumen LPPD 10 menit |Dokumen LPPD
ke Kepala Biro Pemerintahan untuk di tindaklanjuti. C: Pemerintah Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NTT
8 |Menggandakan, mendistribusikan, mendokumentasikan Dokumen LPPD 3hari  [Surat Pengantar dan 31 Maret
dan menyampaikan LPPD Pemerintah Provinsi NTT ke A 4 Pemerintah Provinsi NTT Dokumen LPPD tahun berikut

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri:

' Selesai '

Pemerintah Provinsi NTT




[Nomor SOP 3¢ Tahun 2022

Tanggal Pembuatan {11 Agustus 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Disahkan oleh
g Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, L

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

SOP Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ELPPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang 1. LPPD Kabupaten/Kota

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator Ricelnaior
Substansi Adm. Asisten
No. Tahap Kegiatan Evaluator Substansl Kepala Biro Tim Evaluator Ket
Pemerirtahan® | "LpPD | Pemerintahan | Pemerintahan P eeana | Provinsl NTT Raterghepen Ve Output
Ktwlllya.hln fian QYDA
1 2 3 4 [ [] 7 8 9 10 11 12
1 |Memerintahkan Koordinator Tim untuk memeriksa LPPD Kabupaten.Kota 1 Hari LPPD
LPPD Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
yang telah diperiksa
2 |Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)  S— LPPD Kabupaten/Kota 2 Hari Catatan Koreksian
Makro dan IKK Penyelenggaraan Urusan yang telah diperiksa LPPD
Pemerintahan Daerah atau IKK Keluaran
(Outcome) dan menginputnya kedalam kertas kerja.
3 |Menganalisis validitas data IKK Makro maupun Catatan Koreksian LPPD 3 Hari Draft perbaikan data
Outcome dan menyampaikan kepada Sub — dukung
Koordinator Substansi Adm. Pemerintahan dan 1 l
Adm. Kewilayahan.
4 |Memeriksa Draft Perbaikan data dukung dan 4 Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan data
N Ya
menyampaikan kepada Koordinator Substansi dukung dukung
Pemerintahan dan OTDA.
5 |Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada k Ya Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan data
Kepala Biro Pemerintahan. s dukung dukung
6 |Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada Y )r Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan data
Asisten Pemerintahan dan Kesra. \> dukung dukung
Tidak
7 |Memerintahkan Evaluator untuk melakukan tugas Draft perbaikan data 1 Hari Surat Tugas dan
perbaikan data ke Kabupaten/Kota. dukung SPPD
8 |Membuat Berita Acara Hasil Perbaikan Isian IKK Laporan hasil Perjalanan 3 Hari Berita Acara Hasil
dan Data Dukung yang ditanda tangani oleh Sekda Dinas Perbaikan
Kabupaten/Kota dan Sekda Provinsi serta Evaluator
Provinsi.
9 |Menyampaikan Hasil Evaluasi/Perbaikan Data IKK Hasil Evaluasi/Perbaikan 3 Hari Tanda Terima
(Data Dukung) kepada Pemerintah Pusat melalui Data IKK (Data Dukung) penyampaian Hasil
Aplikasi beserta Laporan Hasil Evaluasi. C':J Evaluasi/Perbaikan
Selesal Data IKK (Data
Dukung)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

[Nomor SOP. 39 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |3 Oktober 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 )
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 1
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemerintahan
K Setda Proyinsi Nusa Tepggara Timur,t},
Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP SOP Alternatif Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang 1. LPPD Kabupaten/Kota

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




" Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
Koordinator
Substansi Adm. Pemerintah Asisten
No. Tah: latan
i Pemerintahan & | Evaluator LPPD | Kabupaten/ | | Substans! | Kepala 8o | porugringangn | Tim EVAIMOr | yq)qngpan Waktu Output .
erintahan | Pemerintahan Provins| NTT
Adm. Kota dan OTDA dan Kesra
Kewillayahan

1 > 3 4 [] [] 7 8 10 11 12

1 |Memerintahkan Koordinator Tim untuk memeriksa LPPD 1 Hari LPPD
LPPD Kabupaten/Kota. Kabupaten.Kota Kabupaten/Kota

yang telah diperiksa

2 |Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD 2 Hari Catatan Koreksian
Makro dan IKK Penyelenggaraan Urusan , Kabupaten/Kota LPPD
Pemerintahan Daerah atau IKK Keluaran yang telah diperiksa
(Outcome) dan menginputnya kedalam kertas kerja. I

3 [Menganalisis validitas data IKK Makro maupun Catatan Koreksian 3 Hari Draft perbaikan
Outcome dan menyampaikan kepada Sub — LPPD data dukung
Koordinator Substansi Adm. Pemerintahan dan 1 I
Adm. Kewilayahan.

4 |Memeriksa Draft Perbaikan data dukung dan Y Ya Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan
menyampaikan kepada Koordinator Substansi N dukung data dukung
Pemerintahan dan OTDA. (

5 |Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada \ va Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan
Kepala Biro Pemerintahan. \ dukung data dukung

Tidak A(

6 |Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada )\ Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan

Asisten Pemerintahan dan Kesra. dukung data dukung
Tidak N

7 |Mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ) Draft perbaikan data 1 Hari Surat Tugas dan
melakukan Supervisi dan Asistensi LPPD | dukung SPPD
Pemerintah Kabupaten/Kota. l L—j

8 |Melakukan supervisi dan Asistensi LPPD LKE LPPD 1 Miggu |LKE LPPD yang
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi IKK | [T | telah diperbaiki
beserta Data Dukung

9 [Membuat Berita Acara Hasil Perbaikan Isian IKK LKE LPPD yang 3 Hari Data Dukung yang
dan Data Dukung yang ditanda tangani oleh Sekda telah diperbaiki telah diperbaiki
Kabupaten/Kota dan Sekda Provinsi serta | | melalui Aplikasi
Evaluator Provinsi.

10 |Menyampaikan Hasil Evaluasi/Perbaikan Data IKK Hasil 3 Hari Tanda Terima
(Data Dukung) kepada Pemerintah Pusat melalui Evaluasi/Perbaikan penyampaian Hasil
Aplikasi beserta Laporan Hasil Evaluasi. C: Data IKK (Data Evaluasi/Perbaikan

Selesal Dukung) Data IKK (Data

Dukung)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

[Nomor SOP Zo Tahun 2022
Tanggal Pembuatan (11 Agustus 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 \
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
K Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,l/4/
Dra. adeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP SOP Self Assesment Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.
3. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang

1. LPPD Provinsi NTT -

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
8ub Koordinator Analis Koordinator
No. Tahap Keglatan Substansi Adm. Pemerintahan Substansi Kepala Biro Tim Penyusun Kat
Pemerintahan & Umum dan Pemerintahan dan Pemerintahan LPPD Provins| Kasaglapen e St
Adm. Kewllayahan | Otonomi Daerah OTDA

1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10 11

1 |Memerintahkan Analis Pemerintahan Umum dan Data Dukung LPPD 1Jam Hasil validasi Data
Otonomi Daerah untuk memvalidasi kembali IKK Provinsi yang telah Dukung LPPD
maupun Data Dukung LPPD Provinsi yang telah m disampaikan kepada Provinsi yang telah
disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Pusat disampaikan kepada
antisipasi perbaikan data pada saat EPPD yang Pemerintah Pusat
dilaksanakan oleh Tim Nasional.

2 |Melakukan pengecekan kembali validitas data Hasil validasi Data Dukung 1 Minggu  |Draft Surat dan
EPPD Provinsi dan menyampaikan Draft Surat dan , LPPD Provinsi yang telah Lampiran Perbaikan
Lampiran Perbaikan IKK dan Data Dukung kepada ] I disampaikan kepada IKK dan Data
Sub Koordinator Substansi Adm. Pemerintahan dan Pemerintah Pusat Dukung
Adm. Kewilayahan.

3 [Mengoreksi Draft Surat serta Lampiran Perbaikan Draft Surat dan Lampiran 3 Hari Draft Surat dan
Data IKK dan Data Dukung dan menyampaikan \ Ya Perbaikan IKK dan Data Lampiran Perbaikan
kepada Koordinator Substansi Pemerintahan dan Dukung IKK dan Data
OTDA. a Dukung

4 |Mengoreksi Draft Surat serta Lampiran Perbaikan Draft Surat dan Lampiran 1 Hari Draft Surat dan
Data IKK dan Data Dukung dan menyampaikan )K Ya Perbaikan IKK dan Data Lampiran Perbaikan
kepada Kepala Biro Pemerintahan. \ ( Dukung IKK dan Data

Tidak Dukung

5 |Melakukan koordinasi dengan bersurat kepada , Draft Surat dan Lampiran 1 Minggu |Surat Kepada OPD
OPD Teknis terkait dilingkup Pemerintah Provinsi ) Perbaikan IKK dan Data Teknis dan Lampiran
untuk Perbaikan Data. Tidak \? Dukung Perbaikan IKK dan

Data Dukung

6 [Menginput Hasil Perbaikan Data pada aplikasi Data perbaikan yang 1 Hari Hasil Perbaikan Data

SILPPD. ' Selesai l diterima dari OPD pada aplikasi
SILPPD




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

[Nomor SOP T Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |3 Oktober 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 )
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemefintahan
Setda Provinsi Nusa Tengpara TimurTT
ra. B deta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009 -
Judul SOP SOP Alternatif Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerija.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

1. Komputer/Laptop.
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang

1. LPPD Kabupaten/Kota

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
Koordinator
i e Admlu KSR [ Sesliefon LIRL K'b""”l'mu Posmodnh“::n Pomr:»:::n I '"'"K“'m‘m L'm NTT Fpapan Wt s
chlhya.han dan OTDA et tawre

1 3 4 [ ] [] 7 8 9 10 11 12

1 |Memerintahkan Koordinator Tim untuk memeriksa LPPD 1 Hari LPPD
LPPD Kabupaten/Kota. Kabupaten.Kota Kabupaten/Kota

yang telah diperiksa

2 |Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD 2Hari  |Catatan Koreksian
Makro dan IKK Penyelenggaraan Urusan , Kabupaten/Kota LPPD
Pemerintahan Daerah atau IKK Keluaran yang telah diperiksa
(Outcome) dan menginputnya kedalam kertas kerja. I

3 |Menganalisis validitas data IKK Makro maupun Catatan Koreksian 3 Hari Draft perbaikan
Outcome dan menyampaikan kepada Sub T LPPD data dukung
Koordinator Substansi Adm. Pemerintahan dan -1 I
Adm. Kewilayahan.

4 |Memeriksa Draft Perbalkan data dukung dan Y Ya Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan
menyampaikan kepada Koordinator Substansi N dukung data dukung
Pemerintahan dan OTDA. d

5 |Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada V& Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan
Kepala Biro Pemerintahan. N dukung data dukung

Tidak /(

6 |Memeriksa Draft dan menyampaikan kepada \\ Draft perbaikan data 1 Hari Draft perbaikan

Asisten Pemerintahan dan Kesra. </ dukung data dukung
Tidak

7 |Mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Draft perbaikan data 1 Hari Surat Tugas dan
melakukan Supervisi dan Asistensi LPPD [ I dukung SPPD
Pemerintah Kabupaten/Kota. l

8 |Melakukan supervisi dan Asistensi LPPD > LKE LPPD 1 Miggu |LKE LPPD yang
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi IKK | [ |1 | telah diperbaiki
beserta Data Dukung

9 |Membuat Berita Acara Hasil Perbaikan Isian IKK LKE LPPD yang 3 Hari Data Dukung yang
dan Data Dukung yang ditanda tangani oleh Sekda telah diperbaiki telah diperbaiki
Kabupaten/Kota dan Sekda Provinsi serta melalui Aplikasi
Evaluator Provinsi.

10 |Menyampaikan Hasil Evaluasi/Perbaikan Data IKK Hasil 3 Hari Tanda Terima
(Data Dukung) kepada Pemerintah Pusat melalui Evaluasi/Perbaikan penyampaian Hasil
Aplikasi beserta Laporan Hasil Evaluasi. C: Data IKK (Data Evaluasi/Perbaikan

Selesal Dukung) Data IKK (Data

Dukung)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINSTRASI PEMERINTAHAN

DAN ADMINSITRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 42 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

| Tanggal Efektif

7 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 tahun 2017 tentang Petunjuk teknis
Penyusunan dan Penetapan SPM.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur

NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).
2. Menguasai Prosedur Pelaporan SPM.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. ATK.
2. Komputer/Laptop.
3. Telepon.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila SPM terlambat dilaporkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina pembangunan Daerah akan berdampak pada terhambatnya
Penetapan Intensif dan Disinsentif Daerah sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

1. Data Capaian Kinerja SKPD setiap tahun.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator " 6 (enam)
Koordinator
i i M Sekretaris
No. Tahap Kegiatan Administrasi | g stansi Kepala Biro |Pengadministrasi|Pengadministrasi| Pengampu SP A Keterangan
Pemer-In_tahan'& Pemerintahan Pemerintahan | Otonomi Daerah Persuratan dan bagian pem | Daerah Provinsi Kelengkapan Waktu Output
Administrasi dan Otda pada 22 NTT
Kewilayahan - Kab/Kota

1 |Bersurat ke 6 (enam) Perangkat Daerah Pengampu SPM Lingkup Surat Permintaan 15 menit |Surat dan Disposisi
Provinsi NTT dan Bagian Pem pada 22 Kab/Kota. Data SPM

2 |Surat ke 6 (enam) Perangkat Daerah Pengampu SPM Lingkup Surat Permintaan 20 menit | Surat hasil Koreksi
Provinsi NTT dan Bagian Pem pada 22 Kab/Kota di teruskan ke Data SPM
Koordinator Pemerintahan dan Otda untuk di koreksi. ;

3 |Memeriksa dan Memperbaiki Konsep Surat SPM secara bersama Surat Permintaan 30 menit  |Surat, Disposisi dan
dan membubuhkan Paraf. —9[_JL_1 Data SPM petunjuk

C I |

4 |Menggandakan, memberikan Konsep Surat SPM kepada q Surat Permintaan 30 hari Copy Surat
pengadministrasi Persuratan untuk di distribusi ke 6 (enam) Data SPM terdisposisi dan
Perangkat Daerah Pemgampu SPM Lingkup provinsi NTT dan —9' I.__—4 ] data yang telah
Bagian Pem pada 22 Kab/Kota. . ! diolah

S |Menerima Surat balasan dan data SPM darl 6 (enam) Perangkat Data SPM 5 hari data SPM dari 6
Daerah Pemgampu SPM Lingkup provinsi NTT dan Bagian Pem L—-—l Ya (enam) Pengampu
pada 22 Kab/Kota, menganalisa target Anggaran, Dukungan f SPM dan Kab/Kota
personil, Permasalahan dan Solusi.

6 |Sub Koordinator Substansi Administrasi Pemerintahan & y Data SPM 4 jam Data SPM hasil
Administrasi Kewilayahan mengajukan Hasil Analisa Data SPM - ) N Koreksi
ke Kabag Pemerintahan dan Otda untuk di Koreksi dan di paraf. Tidak | 7 S

7 |Data SPM hasil Analisa Sub Koordinator Substansi Pemerintahan N Data SPM 1 Jam Data SPM hasil
dan Otda di proses atau diteruskan ke Kepala Biro untuk di Paraf. 1 Koreksi

8 |Data SPM di Kirim ke Sekretaris Daerah Provinsi NTT untuk Data SPM 2 hari Data SPM hasil
ditandatangani. Koreksi

9 |Data SPM yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah di ambil Data SPM 2 hari Data yang telah di

oleh Kasubag Administrasi Pemerintahan & Administrasi
Kewilayahan untuk dikirim ke Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta.

tandatangani Sekda




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR ADMINSTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 42 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Pit. Kepala Biro Pemeri
b’Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,()/

Disahkan oleh

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur NTT

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubermur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor
28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

w

1. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang beriaku.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK
2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pengambilan data LKPJ dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui verifikasi agar sistematika
penulisan LKPJ sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

Hasil pengambilan data dari OPD Provinsi NTT menjadi dasar untuk membuat LKPJ Gubernur Nusa
Tenggara Timur sebelum diserahkan ke DPRD Provinsi NTT.

Apabila LKPJ Gubemur terlambat disusun dan disampaikan maka Pemerintah Provinsi NTT menyalahi
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

3.

1. Dokumen soft copy dan hard copy dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan instansi terkait di NTT.

2. Data LKPJ dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan instansi terkait di NTT

3. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator Kooﬁjui:ator
No Kegiatan Kepala Biro Substansi SibtansT AN Pengelola Analis Keterangan
i Pemerintahan | Administrasi | Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output
Pemerintahan . |Pemerintahan & )
dan Otonomi Adm Pemerintahan Daerah
Oaecah Kewilayahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menugaskan dan memberi petunjuk kepada Koordinator
Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk m Peraturan PerUUan ) Peraturan PerUUan
persiapan penyusunan Laporan Keterangan sebagai pedoman 30 menit sebagai
Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ). pedoman,disposisi
2. |Memimpin rapat persiapan penyusunan LKPJ Tahun
sebelumnya dan memberi pet»:mjuk kepada Sub Koordinator L.‘ Peraturgn PerUUan - Disposisi,notulen
Substansi Administrasi Pemerintahan & Administrasi sebagai  (Zjam rapat
Kewilayahan untuk mengumpulkan data dan menyusun draf ) pedoman,disposisi
3. |Menugaskan dan memberi petunjuk kepada Pengelola v . » . .
Administrasi Pemerintahan untuk mengumpulkan data dan Disposisi,notulen 30 menit Disposisi,notulen
menyusun draf LKPJ Gubernur. rapat rapat
4. |Melakukan pengumpulan data untuk kebutuhan penyusunan D K
LKPJ Gubernur dari perangkat daerah Lingkup Pemerintah J""‘" Disposisi,notulen |, . ata u‘:ntu
Provinsi NTT dan menyampaikan kepada Sub Koordinator rapat minggu ebutuhan KP
Substansi Administrasi Pemerintahan & Administrasi penyusunan LKPJ
5. |Melakukan Desk Verifikasi dan Validasi Data penyusunan Data untuk Data LKPJ yang
LKPL_! bersam; seluruh perangkat daerah serta menugaskan l __)' I3 I ] kebutuhan 4 minggu telah terverifikasi dan
Analis Pemerintah Daerah untuk menyusun draf LKPJ. . F 7 o penyusunan LKPJ valid
6. |Menyusun Draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Data LKPJ yang
Gubernur dan menyampaikan kepada Sub Koordinator Ya telah terverifikasi |2 minggu Draf LKPJ
Substansi Administrasi Pemerintahan & Administrasi dan valid
7. |Menelaah dan melakukan koreksi terhadap Draf LKPJ
Gubernur jika tidak setuju mengembalikan kepada Analis v
Pemerintah Daerah, jika setuju meneruskan kepada Ya N Draf LKPJ 2 hari Draf LKPJ
Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otda. \/
4 Tidak
8. |Menelaah dan melakukan koreksi terhadap Draf LKPJ
Gubernur, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sub \ .
Koordinator Substansi Administrasi Pemerintahan & Ya < \ Draf LKPJ 1 hari Draf LKPJ
Administrasi Kewilayahan, jika setuju meneruskan kepada \,( Tidak
9. |Menelaah, melakukan koreksi dan membubuhkan paraf \
terhadap Draf LKPJ Gubernur dan meneruskan kepada \ 31 Draf LKPJ yang
Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otda untuk Tidak Draf LKPJ jam terparaf

ditindaklanjuti.




nota dinas dan draf LKPJ Gubernur.

1 2 5 6 8 10 11

10. |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Administrasi
Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan untuk DrafLKPJyang  |5q ot Draf LKPJ yang
menindaklanjuti draf LKPJ Gubernur yang telah diparaf. terparaf terparaf

11. |Menugaskan pengelola administrasi pemerintahan untuk :‘; Draf LKPJ yang 20 menit Draf LKPJ yang
menindaklanjuti draf LKPJ Gubernur yang telah diparaf. d terparaf terparaf

: dak ikan, ;
12. |Menggandakan, menyampaikan, dan mendokumentasikan Draf LKPJ yang i Nota dinag dan Draf

terparaf

LKPJ yang terparaf




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 44 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 i

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerigitahan

45 Setda Provinsi Nusa Tengghra Timur,;

Dra. Berhadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
3. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.
2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota diperlukan untuk dijadikan dasar
untuk menerbitkan persetujuan bersama DPRD Provinsi NTT dengan Gubernur NTT untuk
daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

2. Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kotamenjadi dasar bagi Gubernur

untuk mengusulkan pembentukan Daerah Persiapan kepada Pemerintah Pusat, DPR Rl dan
DPDRI.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku _
Sub Koordinator
" . | Substansi Administasi Analis Keterangan
N Kagitan Kepar::z ::n KW?::::;::::;‘:; Pemerintahan & Pengembangan Kelengkapan Waktu Output 9
Administrasi Wilayah
Kewilayahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menelaah disposisi Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten
Pemerintahan serta memberikan petunjuk kepada Koordinator Substansi m . -, 2 R -
Pemerintahan dan Otda. Dispotsl e i
2 |Menelaah disposisi Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan
dan Kepala Biro Pemerintahan serta memberikan petunjuk kepada Sub L—-l " - . . "
Koordinator Substansi Administasi Pemerintahan & Administrasi . i Disiposial
Kewilayahan.
3 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Analis Pengembangan
Wilayah untuk mengumpulkan bahan dan informasi terkait usulan ;l . . . ] -
pemekaran Kabupaten/Kota serta melakukan verifikasi dokumen. Disposisi 10:mmenit Disposisi
4 |Mengumpulkan bahan dan informasi terkait pemekaran Kabupaten/Kota 43 ; ;
2 A 4 Data dan Informasi, hasil
dan melakukan verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota Disposisi 1jam verifikasi dokumen usulan
sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. pemekaran
S |Menyusun konsep dokumen hasil verifikasi usulan pemekaran Ya Data dan Informasi, hasil
Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Sub Koordinator Substansi verifikasi dokumen usulan 1 hari Konsep dokumen hasil verifikasi
Administasi Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan. pemekaran
6 |Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, memaraf dan
menyampaikan ke Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otda. Jika Ya /‘\
tidak setuju, mengembalikan ke analis pengembangan wilayah untuk Konsep dokumen hasil verifikasi |2 jam Konsep dokumen hasil verifikasi
diperbaiki. \;\/ Tidak
7 |Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, memaraf dan Ya \\
menyampaikan ke Kepala Biro Pemerintahan. Jika tidak setuju, -~ R L
mengembalikan ke Sub Koordinator Substansi Administasi Pemerintahan \/( Tidak Konsep dokumen hasil verifikasi |2 jam Konsep dokumen hasil verifikasi
& Administrasi Kewilayahan untuk diperbaiki.
8 |Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, menandatangani
dan menyampaikan ke Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otda. ) 4 Dokumen usulan pemekaran
Jika tidak setuju, mengembalikan ke Sub Koordinator Substansi ~ Konsep dokumen hasil verifikasi |2 jam Kabupaten/Kota yang telah
Administasi Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan untuk diperbaiki. Yidak terverifikasi
9 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Administasi Pemerintahan &
A ki lan pemekaran Dokumen usulan pemekaran
Administrasi Kewilayahan untuk menindaklanjuti dokumen hasil verifikasi mmﬁ; yang telah 10 menit Kabupaten/Kota yang telah
usulan pemekaran Kabupaten/Kota. E.J terverifikasi terverifikasi
10 |Menugaskan analis pquembangan wilayah untuk menindaklanjuti v Dokumen usulan pemekaran Dokumen usulan pemekaran
dokumen hasil verifikasi usulan pemekaran Kabupaten/Kota. | l Kabupaten/Kota yang telah 10 menit Kabupaten/Kota yang telah
. terverifikasi terverifikasi
11 |Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumentasikan T T—— Dokumen usulan =
@ Kabupaten/Kota yang telah 1 jam Kabupaten/Kota yang telah
terverifikasi terverifikasi, bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 45 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan|05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Plt. Kepala Biro Pemeyintahan
& Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Disahkan oleh

-4

Dra. Berhadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penerbitan rekomendasi Gubernur terkait usulan penetapan

Calon Daerah Pemekaran (CDP) Kabupaten/Kota

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.
Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.
2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota diperlukan untuk dijadikan dasar
untuk menerbitkan persetujuan bersama DPRD Provinsi NTT dengan Gubernur NTT untuk
daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kotamenjadi dasar bagi Gubernur
untuk mengusulkan pembentukan Daerah Persiapan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI dan
DPD RI.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator T
N Kieglatuii Koordinator Substansi ASdub_s tar::u Analis a Bi Kete
° " Pemerintahan dan m.lms s! Pengembangan Kepa-a ro Kelengkapan Waktu Output elerangan
Pemerintahan & B Pemerintahan
Otda < Wilayah
Administrasi
Kewilavahan
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Administasi
Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan membuat nota m o ) o
dinas dan rekomendasi Gubernur terkait usulan penetapan ; Dokumen hasil verifikasif 10 menit Dokumen hasil verifikasi,disposisi
CDP Kab/Kota berdasarkan dokumen hasil verifikasi
2 |Menugaskan Analis Pengembangan Wilayah membuat J'
nota dinas dan rekomendasi Gubernur terkait usulan Dokumen hasil . e .
penetapan CDP Kab/Kota berdasarkan dokumen hasil verifikasi, disposisi 10'menk Dokumen hasil verifikasi disposisi
verifikasi.
3 |Membuat nota dinas dan rekomendasi Gubernur terkait \
usulan penetapan CDP Kab/Kota berdasarkan dokumen Ya Dokumen hasil . Konsep nota dinas dan
hasil verifikasi dan menyampaikan ke Sub Koordinator verifikasi, disposisi 3 jam rekomendaasi Gubernur
Substansi Administasi Pemerintahan & Administrasi y 3
4 |Menelaah, mengoreksi nota dinas dan rekomendasi
Gubernur terkait usulan penetapan CDP Kab/Kota
berdasarkan dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, )’ Konsep nota dinas dan Konsep nota dinas dan
menyampaikan ke Koordinator Substansi Pemerintahan Ya N rekomendaasi 1 jam rokornsnidaas) Cubsmur
dan Otda Jika tidak setuju dikembalikan ke analis \ / Tidak Gubernur
pengembangan wilayah untuk diperbaiki. N
5 |Menelaah, mengoreksi nota dinas dan rekomendasi
Gubernur terkait usulan penetapan CDP Kab/Kota
berdasarkan dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, V\; Konsep nota dinas dan . ’
menyampaikan ke Kepala Biro Pemerintahan. Jika tidak Tidak rekomendaasi 1 jam Kansspots e dan rekomendas
setuju dikembalikan ke Sub Koordinator Substansi Ya Gubernur Gubernur
Administasi Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan
untuk diperbaiki.
6 |Menelaah, mengoreksi, menandatangani nota dinas dan
memaraf rekomendasi Gubernur terkait usulan penetapan Konsep nota dinas dan ) )
CDP Kab/Kota berdasarkan dokumen hasil verifikasi X rekomendaasi 1 jam Nota dinas dan rekomendasi yang
kemudian ditindaklanjuti oleh Analis Pengembangan <> Gubernur telah diparaf
Wilayah. Tidak
7 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan. ’
Note chriss cians Nota dinas dan rekomendasi yan,
rekomendasi yang telah |2 jam 9 . i Y ¢ 9
diparaf telah diparaf, bukti dokumentasi




Nomor SOP 46 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan|05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemgrintahan
g Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, \,L

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Judul SOP Verifikasi Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.

3. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.
2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kecamatan dijadikan dasar bagi Gubernur
dalam menerbitkan rekomendasi pemekaran kecamatan baru untuk mendapat persetujuan

Menteri Dalam Negeri.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.




Mutu Baku

Sub Koordinator
: Substansi Administasi Analis
No. Tahap Kegiatan Kepala Biro Koordinator Substansi Keterangan
i Kelengka| Waktu Output
Pemerintahan Pemerintahan dan Otda Pm::tl: ::i& Pene;:;)::ga n nakapan P
Kewilayahan
1 |Menelaah disposisi Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten
Pemerintahan serta memberikan petunjuk kepada Koordinator ( Mulai ) Disposisi 10 menit Disposisi
Substansi Pemerintahan dan Otda. § i
s |
2 |Menelaah disposisi Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten
Pemerintahan dan Kepala Biro P han serta memberik - ] z 7 r
petunjuk kepada Sub Koordinator Substansi Administasi Disposisi 10ment Plsposist
Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan.
3 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Analis \
Pengembangan Willayah untuk mengumpulkan bahan dan informasi 1 - : i
terkait usulan pemekaran kecamatan serta melakukan verifikasi | I Disposisi 10 menit Disposisi
dokumen.
4 |Mengumpulkan bahan dan informasi terkait pemekaran, kemudian
melakukan verifikasi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku. Jika setuju menyerahkan hasil verifikasi dokumen usulan Ya
pemekaran Kecamatan kepada Sub Koordinator Substansi |——} Data dan Informasi, hasil verifikasi
Administasi Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan. Jika data 1 Disposisi 8 Hari dok ) usulan p ‘
kurang lengkap dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi kecamatan
Administasi P intahan & Admini: i Kewilayahan untuk
dikembalikan ke daerah asal.
§ |Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, memaraf
dan menyampaikan ke Koordinator Substansi Pengembangan Ya /V\ Data dan Informasi, hasil
Pemerintahan dan Otda. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Analis < verifikasi dokumen usulan |2 Jam Konsep dokumen hasil verifikasi
Pengembangan Wilayah untuk diperbaiki. ,/ Tidak pemekaran kecamatan
6 |Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, memaraf v
dan menyampaikan ke kepala Biro. Jika tidak setuju, mengembalikan Ya o Konsep dokumen hasil G
ke Sub Koordinator i Adm. Pemerintahan dan Adm. T~ e verifikasi 2 Jam Konsep dokumen hasil verifikasi
Kewilayahan untuk diperbaiki. 1
7 |Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
menandatangani dan menyampaikan ke Koordinator Substansi V\
Pemerintahan dan Otda. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Sub Konsep dokumen hasil 1jam Dokumen usulan pemakaran_ )
Koordinator Substansi Administasi Pemerintahan & Administrasi Tida verifikasi Kecamatan yang telah terverifikasi
Kewilayahan untuk diperbaiki.
|
8 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Administasi Pemerintahan Dok i
& Administrasi Kewilayahan untuk menindaklanjuti dokumen hasil "'::" u7(u 0 ath 10 menit Dokumen usulan pemekaran
verifikasi usulan pemekaran Kecamatan. S yp:ng"wtaI;nntar;.:irﬁnkasin Kecamatan yang telah terverifikasi
9 |Menugaskan analis pengembangan wilayah untuk menindaklanjuti s Dokiifen usiitin
dokumen hasil verifikasi usulan pemekaran kecamatan. pemekaran Kecamatan 10 menit E:::men :syuaI:; memr:iﬁ -
yang telah terverifikasi
1
10 |Membuat konsep rekomendasi/surat juan Gubernur f
A ¢ . o Dokumen usulan Dokumen usulan pemekaran
pembentukan kecamatan untuk diusulkan ke Menteri Dalam Negeri. pemekaran Kecamatan |1 jam Kecamatan yang telah terverifikasi
yang telah terverifikasi dan konsep surat persetujuan
11 |Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumentasikan. \
- Dokumen usulan Dokumen usulan pemekaran
Selesai pemekaran Kecamatan |, .. Kecamatan yang telsh terverifikasi

yang telah terverifikasi dan
konsep surat persetujuan

dan konsep surat persetujuan serta
bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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BIRO PEMERINTAHAN
KOORDIANTOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
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Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemerintahan

6’ Setda Provinsi Nusa Tgnggara Timur, \L

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penerbitan Rekomendasi Gubernur tentang Pemekaran
Kecamatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK
2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kecamatan dijadikan dasar bagi Gubernur dalam
menerbitkan rekomendasi pemekaran kecamatan baru untuk mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Sub Koordinator Keterangan
: Substansi
Koordinator Substansi
Administasi Analis PUM dan Kepala Biro
n Pemer&r:han dan Pemerintahan & OTDA Pastierintahari Kelengkapan Waktu Output
Administrasi
Kewilayahan
1 2 3 4 [] 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Administasi
Pemerintahan & Administrasi Kewilayahan membuat Dok hasil
nota dinas dan rekomendasi Gubernur terkait usulan m Dokumen hasil verifikasi 10 menit o_:ge'n di il i
pemekaran kecamatan berdasarkan dokumen hasil ertikasyciepanis
verifikasi. S
2 [Menugaskan Analis PUM dan OTDA membuat nota
dinas dan rekomendasi Gubernur terkait usulan Dokumen hasil 10 menit Dokumen hasil
pemekaran kecamatan berdasarkan dokumen hasil verifikasi,disposisi verifikasi,disposisi
verifikasi.
3 [Membuat nota dinas dan rekomendasi Gubernur y
terkait usulan pemekaran kecamatan berdasarkan 1 | hasi Rocesphotadinasidan
dokumen hasil verifikasi dan menyampaikan ke Sub L_, Dol.{ume.n e 3jam P
Koordinator Substansi Administasi Pemerintahan & verifikasi,disposisi rekomenasl Gubermiur
Administrasi Kewilayahan.
4 |Menelaah, mengoreksi nota dinas dan rekomendasi
Gubernur terkait usulan pemekaran kecamatan v Tidak
berdasarkan dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, Ya N .
menyampaikan ke Koordinator Substansi Administasi \ / F(;rc\’sep no@ ::;n:se;an 1jam Kokf;s"e’: nr;t;t: g:: :‘zr:
Pemerintahan dan Otda. Jika tidak setuju dikembalikan y EekpHTER) Guirr & .
ke Analis PUM dan OTDA untuk diperbaiki.
§ |Menelaah, mengoreksi nota dinas dan rekomendasi Tidak
Gubernur terkait usulan pemekaran kecamatan y
berdasarkan dokumen hasil verifikasi. Jika setuju, N Ronee notardias:da Soirnepsiiiadbiaii
menyampaikan ke Kepala Biro Pemerintahan. Jika tidak P Sep nota dinas dan 1jam sep inag‘dan
setuju dikembalikan ke Sub Koordinator Substansi . rekomendasi Gubemur rekomendas| Gubernur
Administasi Administasi Pemerintahan & Administrasi <
Kewilayahan untuk diperbaiki.
6 |Menelaah, mengoreksi, menandatangani nota dinas v
dan memaraf rekomendasi Gubernur terkait usulap _~ - I TPRT—
pemekaran kecamatan berdasarkan dokumen hasil onsep Noia anas 1jam ;
verifikasi kemudian ditindaklanjuti oleh Analis PUM dan Tidak rekomendasi Gubernur yang telah diparaf
OTDA.
7 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan.
. Nota dinas dan rekomendasi
m Notdies qan roomendas! 2 jam yang telah diparaf, bukti
I kAt dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

Nomor SOP 46 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |11 Agustus 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 \
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemeriptahan
L’ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, l}/
. Be ni Usboko, M.S
Pembina Utama Madya
NIP. 186505161993032009
Judul SOP Verifikasi Administrasi dan pengusulan Pemberhentian dan Pengangkatan

Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang .

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

" Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor
28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.

2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Hasil verifikasi dokumen usulan Pemberhentian dan /Pengangkatan Bupati/Walikota dijadikan dasar

bagi Gubernur dalam membuat surat usulan ke Mendagri.
2. Apabila Fasilitasi Pengusulan ke Mendagri terlambat dilakukan akan berdampak pada terlambatnya

Pelantikan Anggota Bupati/Walikota di Provinsi NTT.

Data disimpan dalam bentuk softcopi dan hardcopi.




Pelaksana Mutu Baku

Asisten Koordinator |Sub Koordinator,
Pemerintahan Substansi Substansi
Tatwg Keglistan Gubernur Gl‘.:::'::ur &D:'::: : - dan P’::\?rl:i:::n Pemerintahan | Administrasi TahB::;aha Kelengkapan Waktu Output
Kesejahteraan dan Otonomi | Kepala Daerah
Rakyat Daerah dan DPRD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menerima usulan dari DPRD Kabupaten/Kota tentang

usulan Pengangkatan dan/Pemberhentian m:x:;‘;g::an surat

Bupati/Walikota dan meneruskan ke Kepala Kepala Biro

Pemerintahan untuk mendapatkan disposisi. £ b
Menerima, membaca surat usulan dari DPRD Dokumen usulan 10 menit Dokumen disposisi
Kabupaten/Kota dan Menugaskan Koordinator Substansi disposisi

Pemerintahan dan Otonomi Daerah membuat draf Surat
Usulan tentang Pemberhentian dan/ Pengangkatan
Bupati/VValikota.

Menugaskan Sub Koordinator Substansi Administrasi \ Dokumen usulan 10 menit Dokumen usulan
Kepala Daerah dan DPRD membuat draf surat Usulan | disposisi disposisi

tentang Pemberhentian dan/ Pengangkatan I

Bupati/Walikota.

Memverifikasi dokumen usulan dan membuat draft Verifikasi dokumen 15 menit Dokumen hasil

konsep Surat Gubernur NTT tentang Pengusulan Ya usulan dan membuat verifikasi dan Draft
Pemberhentian dan/Pengangkatan Bupati/Walikota Draft Surat Gubernur Konsep Surat Gubesrmur
berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan

menyampaikan kepada Koordinator Substansi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

membaca dan memeriksa draft Surat Gubernur NTT. Draft Konsep Surat 1 jam Draft Konsep Surat
Jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Kepala Biro Ya Gubernur Gubernur
Pemerintahan dan Jika tidak setuju dikembalikan ke Sub
Koordinator Substansi Administrasi kepala Daerah dan
DPRD.

o e
\V4

Tidak

Membaca dan memeriksa Draft Surat Gubernur NTT. Draft Konsep Surat 1 jam Draft Konsep Surat
Jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Asisten Gubemur Gubemur
pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat . Jika tidak Ya A

setuju dikembalikan ke Koordinator Substansi \ / Tidak

Pemerintahan dan Otonomi Daerah. ’ A

Membaca dan memeriksa Draft Surat Gubermnur NTT. Draft Konsep Surat 2 hari Draft Konsep Surat
Jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Sekretaris Ya Gubemur Gubemnur
Daerah. Jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Biro

Pemerintahan untuk diperbaiki. 5—

Tidak




1 2 4 5 10 11 12 13

8 [Membaca dan memeriksa draft Surat Gubernur NTT. Draft Konsep Surat 3 hari Draft Konsep Surat
Jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Wakil Ya Gubernur Gubemur
Gubernur. Jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Biro
Pemerintahan untuk diperbaiki. Setelah proses perbaikan
diteruskan kembali kepada Sekretaris Daerah melalui &

Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

9 |Membaca draft Surat Gubernur NTT, memaraf dan Draft Konsep Surat 4 hari Draft Konsep Surat
menyampaikan ke Gubemur. Gubemur Gubemur

10 |Menerima dan Membaca draft Surat Gubernur Draft Konsep Surat 5 hari Surat Gubemur
NTT.selanjutnya menandatangani Surat Gubernur. Gubernur
Setelah itu dikembalikan kepada Biro Pemerintahan
untuk dilakukan pengambilan nomor Surat.

11 |Mengambil nomor surat pengantar Gubernur, v Surat Gubemur 5 menit Nomor dan tanggal
mengagendakan dan selanjutnya mengirim surat Usulan Surat Gubemur, tanda
tersebut ke Kementerian Dalam Negeri beserta dokumen Selesal terima Kementerian
hasil verifikasi. Dalam Negersi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 44 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |18 Juli 2022
Tanggal Revisi 20 Juli 2022

Tanggal Efektif J

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemefintahan
( Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, b

Dra. Berfiadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

Fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar
kabupaten/Kota

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

3. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian ketidaksesuaian Tata
Ruang, Kawasan Hutan, ljin dan Hak atas Tanah.

4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

1. Komputer/Laptop.
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Fasilitasi penyelesaian
permasalahan batas daerah antar kabupaten/Kota.

1. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
Koordinator Substansi Paivetiatih Ditjen Bina
No. Tahap Kegiatan Kepala Biro Substansi Administrasi Administrasi Ket
pate Wi
Pemerintahan Pernerintahan dan| Pemerintahan dan Pe::?; Saky :i:ta Kewilayahan wsaghapan i S
= Otda Administrasi Kemendagri
5 Kewilayahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Menerima informasi terkait permasalahan batas Surat Masuk 15 Menit Disposisi, Petunjuk
daerah kabupaten/kota dan meneruskan disposisi.

1

2 |Menindak lanjuti dan meneruskan disposisi untuk Disposisi, Petunjuk 15 Menit Disposisi, Petunjuk
mengecek kebenaran informasi di lapangan.

3 |Menindak lanjuti disposisi dan melakukan Disposisi, Petunjuk 1 Hari Informasi
pengecekan kebenaran informasi di lapangan. l

4 |Memberi kiarifikasi terkait informasi permasalahan Informasi 1 Hari Informasi/Data
yang telah dilaporkan.

5§ |Menerima Laporan klarifikasi dan mengundang Informasi/Data 1 Hari Undangan
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/ Pihak - | I~ Penyelesaian
terkait untuk penyelesaian masalah. S Masalah

6 |Menyiapkan berita acara penyelesaian sengketa Undangan Penyelesaian 1 Jam Berita Acara
jika sengketa dapat diselesaikan. _{:::].__._. [P — Masalah Penyelesaian

—— s Sengketa

7 |Meneruskan dan melimpahkan proses Berkas Sengketa Kondisional |Permendagri Batas
penyelesaian sengketa jika penyelesaian Daerah
merupakan kewenangan Kemendagri.

I

& |Memfasilitasi pemasangan pilar batas antar Permendagri Batas Daerah| Kondisional |Berkas Penetapan

kab/kota. *Se,m‘ Pilar Batas antar
- Kab/Kota




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Nomor SOP 50 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |3 Oktober 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 4
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 [
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemgrintahan
6'§etda Provinsi Nusa Terjggara Timury L
Dra. Berhadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP

SOP Verifikasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

2. ATK

1. Komputer/Laptop.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Verifikasi dan Pendataan Nama
Rupa Bumi. .

1. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
8ub Koordinator Koordinator
No. Tahap Keglatan Substansi Adm. | Analis PUM dan Substansi Kepala Biro Ket
Pemerintahan dan OTDA Pomerintahan dan | Pemerintahan i i s
Adm. Kewilayahan OTDA

1 2 3 4 ] [] 7 [] ] 10

1 |Menerima Usulan data hasil penelaahan rupa bumi Surat Usulan data hasil 1 Jam Surat Usulan data
dari Pemerintah Kabupaten/Kota. penelaahan rupa bumi hasil penelaahan

rupa bumi Yang telah
di disposisi

2 |Melakukan Verifikasi data rupa bumi sesuai Surat Usulan data hasil 1 Minggu  |Hasil Verifikasi Data

pedoman pembakuan nama rupa bumi. ‘-—-j' penelaahan rupa bumi Rupa Bumi
1 I Yang telah di disposisi

3 |Membuat draft rekomendasi hasil verifikasi data Hasil Verifikasi Data Rupa 1 Jam Draft Rekomendasi
rupa bumi dan menyerahkan kepada Koordinator '_._.l Bumi data Rupabumi
Substansi Pemerintahan dan Otda untuk dikoreksi.

4 |Mengoreksi draft rekomendasi hasil verifikasi data v Draft Rekomendasi data 1 Jam Draft Rekomendasi
rupa bumi dan menyerahkan kepada Kepala Biro \ Ya Rupabumi data Rupabumi yang
Pemerintahan. ( telah dikoreksi

4

5 |Mengoreksi draft rekomendasi hasil verifikasi data Draft Rekomendasi data 1 Jam Rekomendasi data
rupa bumi dan jika Ok diteruskan kepada Gubernur ) Rupabumi Rupabumi yang telah
untuk proses tanda tangan. ditandatangani

Tidak N Gubernur

6 |Menyampaikan rekomendasi Gubernur terkait data Rekomendasi data 1 Hari Bukti Kirim
rupa bumi Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Rupabumi yang telah rekomendasi data
Pusat. Selesal ditandatangani Gubemur rupa bumi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINSTOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

Nomor SOP 51 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |5 Oktober 2021

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

‘/ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, },,
e ni Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP Veriflkasi Administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

Provinsi, Kabupaten/Kota.

. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor
28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatanﬁerlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.

2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Hasil verifikasi dokumen usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dijadikan dasar

baai Gubernur dalam menetapkan Keputusan untuk DPRD kabupaten/kota
2. Apabila Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan terlambat dilakukan akan berdampak pada

terlambatnya Pelantikan Anggota DPRD DPRD Kabupaten/Kota se-NTT.

Data disimpan dalam bentuk softcopi dan hardcopi.




Pelaksana utu Baku
N Tahap Keglata Sekret Pol:::::'han Kepahlaaghn Ko;:;:‘ub
. shap Hegiatan Gubernur Grb:'r(:ur Daou:‘ dan P':.n:.r::'n:::n :an Ot::::i‘ Administrasi T"‘B:::.h' Kelengkapan Waktu Output
e Do | e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 [Menerima, memverifikasi, usulan dari Bupati/Walikota dan m
meneruskan ke Kepala Kepala Biro Pemerintahan untuk Verifikasi dokumen usulan
mendapatkan disposisi.

2 |Menerima, membaca surat usulan dari BupatiWalikota dan Dokumen hasil verifikasi, 10 menit Dokumen hasil
Menugaskan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah disposisi verifikasi, disposisi
membuat draf Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan
dokumen hasil verifikasi.

3 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dokumen hasil 10 menit Dokumen hasil
DPRD membuat draf Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Ll verifikasi,disposisi verifikasi, disposisi
dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan
dokumen hasil verifikasi.

4 |Membuat draft konsep Keputusan Gubernur tentang Draft Konsep Keputusan 15 menit Draft Konsep Keputusan
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD v Gubemur Gubemur
Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen hasil verifikasi. 3
menyampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerab.

5 |Membaca dan memeriksa draft Keputusan Gubemnur. Jika setuju, v Draft Konsep Keputusan 1jam Draft Konsep Kepufusan
memaraf dan menyampaikan ke Kepala Biro Pemerintahan dan Ya /\ Gubernur Gubemur
Jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Administrasi
kepala Daerah dan DPRD. Y Tidak

6 |Membaca dan memeriksa Draft KeputusanGubemnur NTT. Jika Draft Konsep Keputusan 1jam Draft Konsep Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan ke Asisten pemerintahan dan b Gubemur Gubemur
Kesejahteraan Rakyat . Jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Ya / \

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Y Tidak

7 |Membaca dan memeriksa Draft Keputusan Gubernur NTT. Jika v Draft Konsep Keputusan 2 jam Draft Konsep Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan ke Sekretaris Daerah. Jika Ya / \ Gubemur Gubemur
tidak setuju dikembalikan ke Kepala Biro Pemerintahan untuk \/ Tidak

finarhaiki

8 |Membaca dan rfiemeriksa draft Keputusan Gubemnur NTT. Jika Draft Konsep Keputusan 2 hari Draft Konsep Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan ke Wakil Gubernur. Jika tidak Ya € B Gubernur Gubemur
setuju dikembalikan ke Kepala Biro Pemerintahan untuk diperbaiki. el
Setelah proses perbaikan diteruskan kembali kepada Sekretaris >
Daerah melalui Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
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Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Disahkan oleh
( Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,bL

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Fasilitasi Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati/Wali Kota dan

Unsur Forkopimda di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer/Laptop.

3. Telepon.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Proses Fasilitasi terlambat maka akan menghambat Penyelenggaraan Rapat Kerja
Gubernur.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur Kepala Biro |, 'abag Administoasi | Analis Asisten | Sekretarls |Pengadministrasi Keterangan|
Pemerintahan P‘:"""““’" Kepala Daorah| Pomerintahan | o intahan|  Daerah Pomerintahan | Kelengkapan | Waktu Dig
an Otda ds Daerah
n DPRD

1 |Menugaskan Kabag Pemerintahan dan OTDA Surat masuk 15 menit |Surat dan
untuk melakukan koordinasi dengan pihak/OPD Disposisi
terkait. —

2 |Melakukan koordinasi dengan pihak/OPD terkait Surat dan 30 menit |Surat dan
dan menugaskan Kasubag Administrasi Kepala é Disposisi Disposisi
Daerah dan DPRD untuk berkoordinasi dan
memfasilitasi Rapat Kerja Gubernur.

3 |Melakukan koordinasi dengan pihak/OPD terkait Surat dan 3hari |Copy Surat
fasilitasi Rapat Kerja Gubernur serta membuat Disposisi terdisposisi,
konsep surat yang ditujukan kepada pihak/OPD z—L konsep surat
yang dimaksud terkait dengan Rapat Kerja
Gubernur dan menyerahkannya kepada Analis
Pemerintahan Daerah untuk ditindak lanjuti.

4 |Mengetik dan melakukan verifikasi serta " Copy Surat 30 menit |Copy Surat
menyampaikan hasil verifikasi konsep surat Ya l—j terdisposisi, terdisposisi,
kepada Kepala Biro untuk dikoreksi dan/atau konsep surat konsep surat
diparaf.

5 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila Konsep Surat 15 menit |{Konsep Surat
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan < \ hasil koreksi
kepada Analis Pemerintahan Daerah untuk ~ Tidak
diperbaiki.

6 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila Konsep Surat 15 menit |{Konsep Surat
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan s | T hasil koreksi hasil koreksi
untuk diperbaiki.

7 [Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila Konsep Surat 15 menit |Surat keluar
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan _<Z hasil koreksi
untuk diperbaiki. Tidak

[,
8 |Menggandakan dan mengadministrasikan Surat. Surat Keluar 5 menit |Surat Keluar




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

Nomor SOP 52 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemefintahan
6/ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, | b
Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Politik di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer/Laptop.
3. Telepon.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila Proses Fasilitasi terlambat maka akan menghambat Penyelenggaraan Kunjungan
Kerja.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur Kepala Biro | abag Ath:I.:l::gsl Abiis Asisten | Sekretaris |Pengadministrasi . Keterangan
Pemerintahan Pematintalin Kepala Daerah Peomdrahan Pemerintahan Daerah Pemerintahan rmengitn Waki o
dan Otda Daerah
dan DPRD

1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11 12 13

1 |Menugaskan Kabag Pemerintahan dan OTDA Surat masuk 15 menit |Surat dan
untuk melakukan koordinasi dengan pihak/OPD Disposisi
terkait. ———

2 |Melakukan koordinasi dengan pihak/OPD terkait Surat dan 30 menit |Surat dan
dan menugaskan Kasubag Administrasi Kepala Disposisi Disposisi
Daerah dan DPRD untuk berkoordinasi dan
memfasilitasi Kunjungan kerja dimaksud.

3 |Melakukan koordinasi dengan pihak/OPD terkait Surat dan 3hari |Copy Surat
fasilitasi Kunjungan kerja serta membuat konsep Disposisi terdisposisi,
surat yang ditujukan kepada Pihak/OPD yang L—[ konsep surat
dimaksud terkait dengan kunjungan kerja dan
menyerahkannya kepada Analis Pemerintahan
Daerah untuk ditindak lanjuti.

4 |Mengetik dan melakukan verifikasi serta Copy Surat 30 menit |(Copy Surat
menyampaikan hasil verifikasi konsep surat Ya terdisposisi, terdisposisi,
kepada Kepala Biro untuk dikoreksi dan diparaf. konsep surat konsep surat

5 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila Konsep Surat 15 menit |Konsep Surat
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan \ hasil koreksi
kepada Analis Pemerintahan Daerah untuk Tidak
diperbaiki.

1

6 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila Konsep Surat 15 menit |Konsep Surat
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan e hasil koreksi hasil koreksi
untuk diperbaiki. ~

7 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila ) Konsep Surat 15 menit |Surat keluar
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan hasil koreksi
untuk diperbaiki. Tidak

1
8 |Menggandakan dan mengadministrasikan Surat. Surat Keluar 5 menit |Surat Keluar




1 2 3 6 7 10 11 12 13

9 |Membaca dan memeriksa draft Keputusan Gubermnur NTT. Jika Draft Konsep Keputusan 3 hari Draft Konsep Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan ke Gubernur. Jika tidak setuju Gubernur Gubemur
dikembalikan ke Kepala Biro Pemerintahan untuk diperbaiki.

Setelah proses perbaikan diteruskan kembali kepada Wakil
Gubernur melalui Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
dan Sekretaris Daerah.

10 |Menerima dan Membaca draft Keputusan Gubernur " Draft Konsep Keputusan 5 hari Keputusan Gubemur
NTT.selanjutnya menandatangani Keputusan Gubernur. Setelah itu Gubernur
dikembalikan kepada Biro Pemerintahan untuk dilakukan
pengambilan nomor Keputusan.

11 |mengambil nomor dan tanggal Keptusan Gubernur, selanjutnya Keputusan Gubemur 5 menit Nomor dan tanggal
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi kepala Keputusan Gubemur
Daerah dan DPRD untuk dibuatkan Surat Pengantar.

12 |Membuat draft surat pengantar dan menyampaikan kepada Kepala draft konsep surat pengantar |10 menit draft konsep surat
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ya / pengantar

13 |Membaca dan memeriksa draft surat pengantar. Jika setuju, draft konsep surat pengantar |10 menit draft konsep surat
memaraf dan menyampaikan ke Kepala Biro Pemerintahan dan Ya \ pengantar
Jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Administrasi S
kepala Daerah dan DPRD. a

14 |[Membaca dan memeriksa Draft surat pengantar. Jika setuju, draft konsep surat pengantar |10 menit draft konsep surat
memaraf dan menyampaikan ke Asisten pemerintahan dan Ya pengantar
Kesejahteraan Rakyat . Jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala N | Tigak
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah. A

15 |Membaca dan memeriksa Draft surat pengantar. Jika setuju, draft konsep surat pengantar |1 hari surat pengantar
menandatangani dan dikembalikan kepada Biro Pemerintahan.

Jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Kepala biro Tidak
Pemerintahan. ]

16 |Mengambil nomor surat pengantar, mengagendakan dan Surat Pengantar dan keputusan |1 hari surat pengantar dan

selanjutnya mendistribusikan surat pengantar beserta Keputusan m Gubernur Keputusan Guebmur

Gubernur ke Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota.




Nomor SOP 54 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 )

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN OTDA
DAN PENATAAN URUSAN

Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemeriptahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, L

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 196505161993032009

Judul SOP Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara

Timur

Dasar Hukum :

Kualifikas| pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5§587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer/Laptop.
3. Telepon.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila Permasalahan PUM terlambat ditindaklanjuti maka dapat berdampak menimbulkan
konflik Sosial/Masyarakat.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur N0 Pen‘;::l::r?gan Anslis Kepala Biro Asisten Sekretaris | Pengadministrasi Ket.
R Otda dan Pomneribtaian Pemerintahan | Pemerintahan Daerah Pemerintahan Kalangicapan Wiaou e
dan Otda Daerah
Penataan Urusan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 [Menugaskan Kasubag Pengembangan Otda dan Surat masuk/ 15 menit |Surat dan
Penataan Urusan untuk menyiapkan konsep surat m Permintaan Data Disposisi
urusan PUM berdasarkan Laporan/Permintaan PUM
Data yang diterima.

2 |Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan Surat masuk/ 20 menit |Konsep Surat
membuat konsep surat, kemudian menyerahkan l ] Permintaan Data
kepada Analis Pemerintahan Daerah untuk PUM
memverifikasi dan mengetik konsep surat.

3 [Mengumpulkan bahan kerja untuk verifikasi data z Surat masuk/ 30 menit [Surat,
dan mengetik konsep surat dan menyerahkan I Permintaan Data Disposisi dan
kepada Kasubag Pengembangan Otda dan PUM petunjuk
Penataan Urusan.

4 |Menelaah, mengoreksi dan menyampaikan hasil > Ya Surat masuk/ 15 menit |Copy Surat
verifikasi konsep surat kepada Kepala Biro untuk Permintaan Data terdisposisi,
dikoreksi dan/atau diparaf. PUM konsep surat

5 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila )\ Ya Konsep Surat 15 menit |Konsep Surat
disetujui dan apabila tidak disetujui dikembalikan hasil koreksi
kepada Kasubag Pengembangan Otda dan Tidak \(

Penataan Urusan untuk diperbaiki.

6 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila Ya Konsep Surat 16 menit |Konsep Surat
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan Tidak hasil koreksi hasil koreksi
untuk diperbaiki. \

7 |Mengoreksi dan memparaf konsep surat bila Konsep Surat 15 menit |Surat keluar
disetujui dan jika tidak disetujui dikembalikan Tidak hasil koreksi
untuk diperbaiki.

8 |Menggandakan dan mendokumentasikan Surat. ‘ Surat Keluar 5 menit |Surat Keluar




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
DAN PENATAAN URUSAN

Nomor SOP 55 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |11 Agustus 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 =
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
K Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,(}
Dra. Befnadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP Fasilitasi Penyerahan Personil Peralatan dan Dokumen (P3D) dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi NTT.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 tahun 2017 tentang Petunjuk teknis
Penyusunan dan Penetapan SPM.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku.
2. Menguasai Prosedur Pelaporan P3D.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk. 1. ATK
2. Komputer/Laptop.
3. Telepon.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila Dokumen P3D belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
Pemerintah Provinsi NTT maka bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Data Capaian Kineria SKPD setiap tahun.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
e OPDLInGKp | e,
No. Tahap Keglatan Substansi Substansi Kepala Biro Analis  |Pengadminist| o .0 1on |Pemerintahan | Sekretaris | o o o Ket.
Pengembangan Pemerintahan rasl dan Daerah Kelengkapan | Waktu Output
OTDA & P'd":'"o":""“ Pemerintahan| ™ oerah  |Pemerintahan "K':';"l""‘"nf’ Kesejahtoraan |Provinsi NTT|  NT7
Penataan n K::. Rakyst
Urusan

1 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi pengembangan Agenda Kerja 15 menit | Disposisi,
OTDA & Penataan Urusan untuk menginventarisir m Petunjuk
berbagai urusan yang belum diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagai
tindaklanjut dari amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.

2 |Menugaskan Analis Pemerintahan Daerah untuk Disposisi, 20 menit |Konsep Surat
menylapkan administrasi berupa surat dan berkoordinasi Petunjuk Permintaan
dengan OPD terkait di Provnisi dan Pemerintah 22 data
Kabupaten/Kota untuk menginventarisir dan melakukan | |
percepatan penyerahan urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 |Menylapkan administrasi berupa konsep surat dan Konsep Surat 20 menit | Konsep Surat
berkoordinasi dengan OPD terkait di Provnisi dan r__} Permintaan data Permintaan
Pemerintah 22 Kabupaten/Kota untuk menginventarisir l Data yang telah
dan melakukan percepatan penyerahan urusan yang dikoreksi
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan
menyerahkan konsep surat kepada Pimpinan untuk
dikoreksi.

4 |Memeriksa dan Memperbaiki Konsep Surat secara Konsep Surat 30 menit |Surat
bersama dan membubuhkan Paraf, kemudian L > —)I——I Permintaan Data Permintaan
menyerahkan surat kepada Analis Pemerintahan Daerah r E—L ,l:. yang telah Data
dan Pengadministrasi Pemerintahan untuk dikoreksi
menggandakan dan mendistribusikan surat ke OPD
Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 22
Kabupaten/Kota.

5 |Menggandakan Surat dan mendistribusikan ke OPD Surat Permintaan| 1 hari |Coplan Surat
Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 22 q‘l l——)l I— Data Permintaan
Kabupaten/Kota. Data

6 |Menerima Surat dan membalas surat beserta data Surat Permintaan| 1 Minggu | Balasan Surat
progres/inventarisir serta Berita Acara Penyerahan Data Permintaan
Urusan/P3D dan Pemerintah 22 Kabupaten/Kota. Data

7 |Menerima Surat balasan berupa data progres/inventarisir i Balasan Surat 5 hari |Hasil koreksi
serta Berita Acara Penyerahan Urusan/P3D dan 4 Permintaan Data data dan
Pemerintah 22 Kabupaten/Kota untuk selanjutnya a Verifikasi Berita
diverifikas dan mengajukan Hasil Verifikasi Berita Acara ] Acara P3D
Penyerahan P3D ke Kabag Pemerintahan dan Otda untuk
di Koreksi.

8 |Mengoreksi hasil Verifikasi Berita Acara Penyerahan P3D, Hasil koreksi 4 Jam |Berita Acara
Jika tidak setuju dikembalikan ke Sub Koordinator v data dan P3D
Substansi untuk diperbaiki dan jika setuju diteruskan L Verifikasi Berita
Kepada Kepala Biro Pemerintahan, Asisten Pemerintahan Tidak \>— Acara P3D
dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah, Gubernur
untuk diparaf dan ditandatangani.

9 |Memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Berita Acara P3D| 1 Jam |Berita Acara Tergantung
P3D kemudian dikembalikan ke Biro Pemerintahan untuk >|] i{ I—)l }. :::) n;ang telall'l KePbemdejab a‘an
diproses lebih lanjut. atangani a

10 |Menyerahkan Berita Acara Penyerahan P3D yang telah Berita Acara P3D| 2 hari |Copian Berita
ditandatangani ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang telah Acara P3D
Provinsi NTT dan Mendagri sebagai laporan, kemudian ditandatangani yang telah
menyerahkan arsip Berita Acara kepada Pengadministrasi ditandatangani
Pemerintahan untuk diarsipkan.

11 |Menerima dan mengarsipkan Berita Acara Penyerahan Copian Berita 1 hari |Arsip Berita
P3D yang telah ditandatanganl. ( Selesal ) Acara P3D yang Acara P3D

telah yang telah
ditandatangani ditandatangani
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Tanggal Pembuatan {11 Agustus 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pit. Kepala Biro Pemefintahan

Disahkan oleh
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,\l/

deta Meriani Usboko, M.SI
Pembina Utama Madya

NIP. 196505161993032009

ra.

[y Tata Cara Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781).
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Memiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan Hibah dan bansos.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Tata Cara Penganggaran Belanja

1. Berkas hasil verifikasi usulan Hibah dan Bansos

Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator |Sub Koordinator 1a Sub Analis
No. Tahap Kegiatan - Kepala Biro Substansi dl Substans! | Kepala Baglan Kepa Perencanaan
T Ve y Pemerintahan | Kesejahteraan | Kesejahteraan Kerjasama Bu""':: ;l‘: Evaluasi dan Kelenghepen Wk Chmpx
Rakyat Rakyat Pelaporan

1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12

1 |Menyampaikan hasil verifikasi usulan Berkas hasil verifikasi 15 Menit  |Berkas hasil
Hibah dan Bansos kepada kepala Biro mulal usulan Hibah dan verifikasi usulan
Pemerintahan. L——[- Bansos Hibah dan Bansos,

Lembar Disposisi

2 |Mendisposisi hasil verifikasi usulan Berkas hasil verifikasi 15 Menit Berkas hasil
hibah dan bansos kepada Koordinator usulan Hibah dan verifikasi usulan
Substansi Kesejahteraan Rakyat untuk Bansos, Lembar Hibah dan Bansos,
membuat rekomendasi usulan hibah {""—1 Disposisi Lembar Disposisi
dan bansos menjadi kegiatan hibah dan |
bansos yang disesuaikan dengan
program kegiatan dan sub kegiatan.

3 |Mendisposisi hasil verifikasi usulan Berkas hasil verifikasi 15 Menit  |Berkas hasil
hibah dan bansos kepada Sub usulan Hibah dan verifikasi usulan
Koordinator substansi untuk membuat [:L"W Bansos, Lembar Hibah dan Bansos,
rekomendasi usulan hibah dan bansos Disposisi Lembar Disposisi
serta mencantumkan usulan hibah dan
bansos ke dalam RKA.

4 |Menyampalkan rancangan anggaran Berkas hasil verifikasi 15 Menit  |Berkas hasil
usulan hibah dan bansos kepada usulan Hibah dan verifikasi usulan
Kepala Bagian kerjasama untuk proses [j—] Bansos, Lembar Hibah dan Bansos,
penginputan ke dalam RKA Biro Disposisi Lembar Disposisi,
Pemerintahan. rekomendasi usutan

hibah

5 |Mendisposisi rancangan anggaran Rancangan anggaran 15 Menit Rancangan
usulan hibah dan bansos kepada usulan hibah dan anggaran usulan
Kepala sub Bagian Tata Usaha Biro g bansos, lembar hibah dan bansos,
proses melakukan penginputan ke disposisi lembar disposisi
dalam RKA Biro Pemerintahan.

6 |Mendisposisi rancangan anggaran Rancangan anggaran 15 Menit Rancangan
usulan hibah dan bansos kepada usulan hibah dan anggaran usulan
Kepala Analis Perencanaan, Evaluasi bansos, lembar hibah dan bansos,
dan Pelaporan proses melakukan disposisi lembar disposisi
penginputan ke dalam RKA Biro
Pemerintahan.

7 |Menginput anggaran hibah dan bansos Rancangan anggaran 1 Jam Hasil input anggaran
ke dalam RKA Biro Pemerintahan. usulan hibah dan hibah dan bansos ke

selesai bansos, lembar dalam RKA Biro
disposisi Pemerintahan




Nomor SOP 5% Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |11 Agustus 2022
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Plt. Kepala Biro Pemefintahan
& Setda Provipsi Nusa Tenggara Timur,\ 4

Disahkan oleh

- 0y

ra. ade eriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Tata Cara Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781).
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2,

1. Memiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan Hibah dan bansos.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

1. Berkas hasil verifikasi usulan Hibah dan Bansos
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
" 5 Koordinator 8ub Koordinator
o. ahap Kegiatan Pengadministrasi |  Kepala Biro Substansl dl Substansi Ket
Umum Pemerintahan Kesejahteraan Kesejahteraan THr eI Relerionspen Wei Qutpit
Rakyat Rakyat

1 2 3 4 5 [] 7 8 9 10 11

1 |Menerima dan mengagendakan Proposal Hibah/ 15 Menit Proposal Hibah/
Disposisi Proposal permohonan bantuan mulai Bansos, lembar Bansos, lembar
Hibah/bansos. disposisi disposisi

2 |Menindakianjutl disposisi Gubernur. Proposal Hibah/ 30 Menit Proposal Hibah/

Sy Bansos, lembar Bansos, lembar
disposisi disposisi

3 |Menindaklianjuti disposisi permohonan A Proposal Hibah/ 30 Menit  |Proposal Hibah/
bantuan Hibah/bansos. | Bansos, lembar Bansos, lembar

g disposisi disposisi

4 |Menindaklanjuti disposisi permohonan Proposal Hibah/ 30 Menit Proposal Hibah/

bantuan Hibah/bansos. JL.__I Bansos, lembar Bansos, lembar
{ I disposisi disposisi

5 |Melakukan Verifikasi berkas proposal Proposal Hibah/ 30 Menit Rekomendasi
permohonan hibah/bansos yang Ya Bansos, lembar pembuatan SK
memenuhi syarat dan membuat serta r—-j disposisi penerima
menyampaikan rekomendasi S Hibah/bansos
pembuatan SK penerima Hibah/bansos
kepada Kepala Biro Pemerintahan.

6 |Menelaah Rekomendasi Pembuatan SK Rekomendasi 30 Menit Disposisi
penerima Hibah/bansos kepada Kepala K pembuatan SK Rekomendasi
Biro Pemerintahan. Tidak penerima pembuatan SK

Hibah/bansos penerima
Hibah/bansos

7 |Membuat dan menyerahkan Draft SK Disposisi Rekomendasi 1 Jam Draft SK Penerima
Penerima Hibah/bansos ke Biro Hukum pembuatan SK Hibah/bansos
untuk proses pengesahan. ] selesal penerima

Hibah/bansos




[Nomor SOP 58 Tahun 2022
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Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 1
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
" Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.b‘/
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT eta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009
Judul SOP Tata Cara Penatausahaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781).
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Memiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan Hibah dan bansos.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Tata Cara Penatausahaan

1. Berkas hasil verifikasi usulan Hibah dan Bansos

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
h
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Su—h ey Kepala Biro Ket
Usaha Biro (PPTK) Provinsi mrhngmn Bendahara Pembantu P dotahan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 [] [] 7 [] 9 10
1 |Menerima berkas hasil verifikasi Berkas hasil verifikasi 15 Menit  [Berkas hasil verifikasi
permohonan bantuan Hibah/bansos permohonan bantuan permohonan bantuan
mulai
yang telah memenuhi persyaratan. — Hibah/bansos Hibah/bansos
2 |Menyiapkan bahan penyusunan Naskah Berkas hasll verifikasi 1 jam Bahan penyusunan
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/ Berita Ij_._L permohonan bantuan Naskah Perjanjian Hibah
Acara Serah terima. Hibah/bansos Daerah (NPHD)/ Berita
Acara Serah terima
3 |Menandatangani Naskah Perjanjian Bahan penyusunan 15 Menit  |Bahan penyusunan
Hibah Daerah (NPHD)/ Berita Acara Naskah Perjanjian Naskah Perjanjian Hibah
Serah terima. o] Hibah Daerah (NPHD)/ Daerah (NPHD)/ Berita
S Berita Acara Serah Acara Serah terima yang
terima telah ditandatangani
4 |Menyiapkan Bahan untuk pembuatan Bahan penyusunan 1 jam Bahan untuk pembuatan
SPP-LS dan membuat kwitansi Naskah Perjanjian SPP-LS dan kwitansi
pembayaran dana Hibah/Bansos. 1 Hibah Daerah (NPHD)/ pembayaran dana
Berita Acara Serah Hibah/Bansos
terima yang telah
ditandatangani
5 |Menandatangani kwitansi pembayaran kwitansi pembayaran 15 Menit kwitansi pembayaran
dana Hibah/Bansos. dana Hibah/Bansos dana Hibah/Bansos yang
[ telah ditandatangani
6 |Mencatat penerimaan dan penyaluran kwitansi pembayaran 5 Hari Laporan pertanggung
dana hibah/bansos, melakukan tutup dana Hibah/Bansos jawaban
buku kas umum khusus bansos/hibah selesal yang telah
dan melaporkan pertanggung jawaban ditandatangani
kepada kepala Biro Pemerintahan




[Nomor SOP £9_Tahun 2022

Tanggal Pembuatan {11 Agustus 2022

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
{ Setda Provjnsi Nusa Tenggara Timur, b

_________._a
Dra. B deta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Tata Cara Pencairan Dana Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

3. Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781).

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menmiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan Hibah dan bansos.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Tata Cara Pencairan Dana
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

1. Berkas hasil verifikasi usulan Hibah dan Bansos
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Perbendaharaan
"o Ty Regien Rendahen Banciahere (ko KPA Biro Umum |(Badan Keuangan Pemohon Kelengkapan Waktu Output o
Pembantu Umum) D h)
1 2 3 4 [] I} 7 [] 9 10 11
1 |Mengajukan berkas untuk pembuatan Berkas untuk 30 Menit  |Berkas untuk
SPP-LS. E,Er@ pembuatan SPP-LS pembuatan SPP-LS
2 |Menerima dan menindaklanjuti Berkas untuk 1 hari Draft SPP-LS
pengajuan berkas SPP-LS untuk proses ‘~——~| pembuatan SPP-LS
pembuatan SPP-LS. [:_ fk]
3 |Menandatangani SPP-LS. Draft SPP-LS 15 Menit  |SPP-LS yang telah
ditandatangani
E :
4 |Menerbitkan SP2D untuk pembayaran SPP-LS yang telah 1 Jam SP2D
dana Hibah/Bansos. ;L ditandatangani, Draft
SP2D
5 |Menerima dana Hibah/Bansos di SP2D 1 hari Dana Masuk
Rekening masing-masing. Rekening
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BIRO PEMERINTAHAN
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[Nomor SOP G0 Tahun 2022
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Plt. Kepala Biro Pemefintahan
6/ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Disahkan oleh

.o
-

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
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Judul SOP Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan

Belanja Bantuan Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781).
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menmiliki jabatan Eselon.

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan Hibah dan bansos.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Tata Cara Pelaporan dan
pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

1. Berkas hasil verifikasi usulan Hibah dan Bansos
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator sub
No. Tahap Keglatan Penerima Pengadministrasi| Kepala Biro Substansi Bendahara Ket
Hibah/Bansos | Persuratan | Pemerintahan | Kesejahteraan | KOOTdInator/ | o\ entu e el W S
Verifikator
Rakyat
1 2 — 3 4 5 [] 7 8 [] 10 11 12
1 |Memasukkan laporan Laporan 15 Menit | Tanda terima laporan
pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pertanggungjawaban,b pertanggungjawaban,b
kebenaran dan keabsahan laporan. ukti-bukti ukti-bukti
2 |Menerima dan menempelkan lembar Laporan 5 Menit Laporan
disposisi. L___‘ pertanggungjawaban,b pertanggungjawaban,
f ukti-bukti bukti-bukti, Lembar
disposisi
3 [Mendisposisi dan memberi petunjuk. Laporan 30 Menit  |Laporan
- pertanggungjawaban, pertanggungjawaban,
l bukti-bukti, Lembar bukti-bukti, Lembar
disposisi disposisi
4 |Mendisposisi dan memberi petunjuk. Laporan 30 Menit Laporan
[5_:‘1 pertanggungjawaban, pertanggungjawaban,
bukti-bukti, Lembar bukti-bukti, Lembar
disposisi disposisi
5 [Menindak lanjuti disposisi untuk Laporan 1 Hari Hasil verifikasi
memverifikasi kelengkapan laporan N pertanggungjawaban, kelengkapan laporan
pertanggungjawaban. < 8 bukti-bukti, Lembar pertanggungjawaban
” disposisi
6 |Menerima dan mengarsipkan berkas Laporan 2 Hari laporan
Kelengkapan untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban
pertanggungjawaban keuangan. selesal ’ bukti-bukti, Lembar keuangan

disposisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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Disahkan oleh

deta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
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Dra.

sludil SOP Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah /Bantuan Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781).
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubermur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

1. Memiliki jabatan Eselon.

2. Menmiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan Hibah dan bansos.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang Tata Cara Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah/ Bantuan Sosial.

1. Berkas hasil verifikasi usulan Hibah dan Bansos
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator
Sub Sub ASN
Taha latan
p Keg md.l hnln PK'"._":‘:::" K s"m":. it Koordinator/ | Koordinator/ | Pengemban Kelengkapan Waktu Output et
Verifikator Verifikator | tugas Monev
Rakyat
2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12
Menyiapkan data dan melaporkan ke Data dan Laporan 15 Menit Data dan Laporan
Kepala Biro untuk monitoring dan mulal pertanggungjawaban pertanggungjawaban,
evaluasi berdasarkan kelengkapan petunjuk
laporan pertanggungjawaban
hibah/bansos.
Memerintahkan koordinator untuk Data dan Laporan 5 Menit Data dan Laporan
menyiapkan monitoring dan evaluasi. L“I pertanggungjawaban pertanggungjawaban,
I petunjuk
Mengatur dan merancang rencana Data dan Laporan 30 Menit  |Data dan Laporan
monitoring dan evaluasi. ey pertanggungjawaban, pertanggungjawaban,
petunjuk petunjuk, rancangan
perencanaan monev
Mer;yiapkan persiapan monitoring dan Data dan Lagjporan 30 Menit Data dan Laporan
evaluasi. ] pertanggungjawaban, pertanggungjawaban,
[—__J petunjuk, rancangan petunjuk, rancangan
perencanaan monev perencanaan monev
Melakukan monitoring dan evaluasi Data dan Laporan 1 Hari Data dan hasil Monev
serta memasukkan laporan N pertanggungjawaban,
pertanggungjawaban Monev. ‘ N petunjuk, rancangan
. —Ij perencanaan monev
Menerima dan mengarsipkan laporan Data dan hasil Monev 2 Hari laporan
pertanggungjawaban monitoring. pertanggungjawaban
selesal monev




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
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Nomor SOP_ oL Tahun 2022
Tanggal Pembuatan_|5 September 2020
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Disahkan oleh

Plt. Kepala Biro Pemefintahan
K Setda Provipsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Ber! ni U
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

Pengadaan Bantuan Hewan Kurban dalam Rangka Perayaan
Idul Adha di Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 6573):
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Menmiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

4. SOP Pembuatan Laporan.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan:

Apabila SOP Pelayanan Bantuan Hibah Hewan Kurban dalam Rangka Perayaan |dul Adha di
Provinsi NTT tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang pelayanan bantuan hewan kurban.

1. Rekapan Permohonan Bantuan Hewan Kurban.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Sub
Pengelola Koordinator
No. Tahap Keglatan Keglatan | KepalaBiro | Substansi |Noordinetor B‘":I""" Mane 1ol | oLl A Ket
Harl Besar | Pemerintahan |Kesejahteraan| U S tAns 4o Polaksana | ' Congrapa P
Keagamaan Rakyat Bina Mental | Pemerintahan
Spiritual 5

1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 11 12

1 |Mencatat mengagendakan dan Buku Agenda Surat | 2 menit |Surat masuk dan
meneruskan surat permohonan bantuan Masuk lembar disposisi
hibah hewan kurban dalam rangka
perayaan Hari Raya Idul Adha.

2 [Menelaah dan Mendisposisi surat Y Surat masuk dan 30 menit |Surat masuk dan
permohonan bantuan kepada lembar disposisi disposisi
Koordinator Substansi Kesejahteraan
Rakyat.

3 |Membaca, menelaah dan membuat Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk dan
arahan teknis kepada Sub Koordinator disposisi disposisi
Substansi Bina Mental Spiritual.

4 |Memerintahkan kepada Pengelola Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan
Kegiatan Hari Besar Keagamaan untuk disposisi disposisi
merekapitulasi surat permohonan
bantuan untuk ditindaklanjuti.

5 |Merekapitulasi permohonan bantuan. Surat masuk dan 20 menit |Rekapan

L disposisi permohonan
R bantuan hewan
kurban

6 |Membuat nota dinas yang ditujukan Buku Agenda 1 hari |Konsep Nota Dinas
kepada Gubernur NTT dan Surat Tidak dan SK
Keputusan penerima bantuan hibah
hewan kurban dan menyerahkan kepada | Lo
Sub Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual.

7 |Membaca dan mengoreksi,apabila setuju Konsep Nota Dinas | 15 menit |Konsep Nota Dinas
memaraf nota dinas dan SK yang Ya / dan SK dan SK yang telah
tentang penerima bantuan hibah hewan ><- diparaf kasubbag
kurban dan apabila tidak disetujui
dikembalikan kepada pejabat pelaksana Tidak
untuk diperbaiki.

8 |Membaca, mengoreksi, apabila setuju Konsep Nota Dinas | 20 menit |Konsep Nota Dinas
memaraf nota dinas dan membaca serta & Ya dan SK yang telah dan SK yang telah
mengoreksi SK penerima bantuan hibah diparaf kasubbag diparaf kabag
hewan kurban dan dan apabila tidak
disetujui dikembalikan kepada pejabat
pelaksana untuk diperbaiki Sub
Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual




1 - [] 7 [ 10 11 12
9 |Membaca dan menandatangani Nota Konsep Nota Dinas | 10 menit |Nota Dinas yang
Dinas serta membaca SK penerima dan SK yang telah telah ditandatangani
bantuan hibah hewan kurban. diparaf kabag dan Konsep SK
10 |Mengantar Nota Dinas ke TU Gubernur Nota Dinas yang 10 menit |Tanda terima
dan SK ke Biro Hukum untuk dikoreksi. telah ditandatangani
dan Konsep SK
11 |Membuat Kerangka Acuan Kegiatan Laptop/Komputer, 2jam |Draft Kerangka
berdasarkan SK yang sudah ditetapkan. Tidak ATK Acuan Kegiatan
12 |Membaca, mengoreksi, apabila setuju vi Laptop, ATK 10 menit |Konsep Kerangka
memaraf KAK dan apabila tidak disetujui / Acuan Kegiatan
dikembalikan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual untuk ) §
I
13 |Membaca, mengoreksi, apabila setuju Konsep Nota Dinas | 10 menit |Kerangka Acuan
menandatangi KAK dan apabila tidak Ya Kegiatan
disetujui dikembalikan kepada
Koordinator Substansi Kesra untuk
diperbaiki.
15 |Menyerahkan KAK ke Bendahara untuk Konsep Nota Dinas | 2 menit |Kerangka Acuan
pengurusan pencairan dana. yang telah diparaf Kegiatan
kasubbag
16 |Mengurus pencairan dana. Konsep Nota Dinas 2 hari |[Dana
J yang telah diparaf
e kabag
17 |Menyiapkan dana serta mengirim atau Nota Dinas yang 3 hari |Bukti
mentransfer ke rekening penerima telah ditandatangani pengiriman/transfer
bantuan hewan kurban dari masing- ol dan Konsep SK

masing kabupaten/kota.
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Nomor SOP 5% 1anun 2022

Tanggal Pembuatan [05 September 2020
anggal Revisi 1 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Disahkan oleh

Plt. Kepala Biro Pemerintahan

‘( Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, I‘/

o

Dra. Berhadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyusunan Laporan Pengadaan Bantuan Hewan Kurban dalam
Rangka Perayaan Idul Adha di Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki jabatan Eselon.

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

4. SOP Pangadaan Bantuan Hewan Kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha.

5. SOP Pembuatan Laporan.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Bantuan Hibah Hewan Kurban dalam Rangka Perayaan Idul Adha

di

Provinsi NTT tidak dibuat, maka tidak ada panduan untuk penyusunan laporan.

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.

1. Rekapan Permohonan Bantuan Hewan Kurban.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Koordinator
Substansi
Kesra

Sub
Koordinator
Substansi
Bina Mental
Spiritual

Analis
Kerjasama
Lembaga
Keagamaan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

2

3

4

5

10

11

12

Menugaskan Sub Koordinator Substansi
Bina Mental Spiritual untuk
mempersiapkan konsep laporan.

==

Agenda kerja

10 menit

Disposisi

Memerintahkan Analis Kerjasama
Lembaga Keagamaan untuk
mengumpulkan bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan.

Disposisi

10 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan!

bahan penyusunan laporan kepada Sub
Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual.

Disposisi

1 hari

bahan laporan

Mengonsep laporan kemudian menyerah
kepada Koordinator Substansi
Kesejahteraan rakyat.

Tidak

Bahan laporan

1 hari

Konsep laporan

Memeriksa konsep laporan apabila
setuju menyampaikan kepada Kepala
Biro Pemerintahan dan apabila tidak
setuju dikembalikan kepada Sub
Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual.

Ay
\%

Ya

Ya

Konsep laporan

30 menit

Draft laporan

Memeriksa draft laporan apabila setuju
menandatangani dan menyerahkan
kepada Koordinator Substansi Kesra
dan apabila tidak setuju mengembalikan
kepada Koordinator Substansi Kesra
untuk diperbaiki.

Tidak

Draft laporan

10 menit

Laporan yang
telah
ditandatangani

Menyerahkan laporan kepada Sub
Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual untuk didokumentasikan oleh
Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan.

Laporan yang
telah
ditandatangani

5 menit

Laporan yang
telah
ditandatangani

Mendistribusikan dan
mendokumentasikan laporan.

Laporan yang
telah

ditandatangani

1 hari

Dokumen laporan




[Nomor SOP 4 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan (05 September 2020
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 ]
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemefintahan
[f Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,|L
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Berna Meriani Usboko, M.Si
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT Pembina Utama Madya
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL NIP. 196505161993032009
Judul SOP Dialog Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan
Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 1. Memiliki jabatan Eselon.
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.
7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.
3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT. 3. Proyektor (LCD).
4. SOP Pembuatan Laporan.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang pelaksanaan kegiatan | 1. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.
ini. 2. Laporan Hasil Kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator
Sub Koordinator Analis Kerja
st Tahp Repiman P':;’::’ n::: . Substansi Bina | Sama Lembaga Keso:m‘:an Kelengkapan Waktu Output bt
Mental Spiritual Keagamaan Ra
kyat

1 2 3 4 5 [} 7 [] 9 10

1 |Menugaskan Koordinator Substansi Kesejahteraan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
Rakyat dan Sub Koordinator Substansi Bina Mental Mulal
Spiritual untuk menyiapkan pelaksanaan Dialog
Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga
Keagamaan Tingkat Provinsi NTT.

2 |Memerintahkan Analis Kerja Sama Lembaga Disposisi 15 menit  |Disposisi
Keagamaan untuk menyiapkan bahan-bahan !
pelaksanaan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan b
Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT
dan menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi
Bina Mental Spiritual.

3 |Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan dialog dan T Disposisi 1 jam Bahan
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi pelaksanaan
Bina Mental Spiritual. kegiatan rapat

4 |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan y Tidak Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep kerangka
dialog dan menyampaikan kepada Koordinator L_ k dialog acuan
Substansi Kesejahteraan Rakyat. pelaksanaan rapat

koordinasi

5 |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka
dialog. Apabila setuju menyampaikan kepada Kepala Ya Y acuan pelaksanaan acuan
Biro Pemerintahan dan apabila tidak setuju = dialog pelaksanaan dialog
mengembalikan kepada Sub Koordinator Substansi ?—

Bina Mental Spiritual untuk memperbaiki.

6 |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan dialog. Draf kerangka acuan | 30 menit |Draf Kerangka
Apabila setuju menyampaikan kepada Koordinator N\ Tidak pelaksanaan dialog acuan
Substansi Kesejahteraan Rakyat untuk dialog % pelaksanaan
persiapan pelaksanaan dialog dan apabila tidak setuju Ya dialog, disposisi
mengembalikan kepadaKoordinator Substansi
Kesejahteraan Rakyat untuk diperbaiki.

7 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina Mental Draf Kerangka acuan 1 jam Draf Kerangka
Spiritual menyempurnakan kerangka acuan pelaksanaan dialog, acuan
pelaksanaan dialog. disposisi pelaksanaan

8 |Menyempurnakan draf kerangka acuan pelaksanaan \ 2 Draf Kerangka acuan | 30 menit |Draf Kerangka
dialog dan menyampaikan kepada Koordinator 1' I pelaksanaan dialog, acuan
Substansi Kesejahteraan Rakyat. disposisi pelaksanaan

9 |Menyetujui pelaksanaan dialog dan menugaskan el | Draf Kerangka acuan | 10 menit |Draf Kerangka
Koordinator Substansi Kesejahteraan rakyat untuk pelaksanaan dialog, acuan
melaksanakan dialog. 6 disposisi pelaksanaan

dialog, disposisi




1 2 3 4 ] 7 8 9 10
10 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina Mental disposisi kepala biro 15 menit |Surat-surat, materi,
Spiritual untuk menyiapkan bahan-bahan dialog. tempat
pelaksanaan,
sarana dan
prasarana
11 |Menerima tugas dan menugaskan Analis Kerja Sama disposisi kabag 1jam Surat-surat, materi,
Lembaga Keagamaan untuk menyiapkan bahan-bahan 4 tempat
dialog. I jr pelaksanaan,
sarana dan
prasarana
12 |Menerima tugas dan membantu menyiapkan bahan- disposisi kasubag 1 jam Surat-surat, materi,
bahan dialog. r_:L-l tempat
pelaksanaan,
sarana dan
prasarana
13 [Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan y L s Bahan dialog, 1 hari Dokumentasi,
menugaskan pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti Eeljesal i P “{ selesal | _Selesai _Selesa tempat, sarana, Rekomendasi hasil
hasil rapat koordinasi. - . ‘ prasarana dialog
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Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemgrintahan
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Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyusunan Laporan Dialog Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur

NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Memiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

SOP Pembuatan Laporan.

SOP Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan
Tingkat Provinsi NTT.

arON=

3. Proyektor (LCD).

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang penysunan laporan kegiatan
dimaksud.

1. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.
2. Laporan Hasil Kegiatan.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Koordinator
Substansi
Kesejahteraan
Rakyat

8ub
Koordinator
Substansi Bina
Mental Spiritual

Analis Kerja
Sama Lembaga
Keagamaan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

3

4

5

7

10

-

Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina
Mental Spiritual untuk mempersiapkan konsep
laporan.

1

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan Analis Kerja Sama Lembaga
Keagamaan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan.

i

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual.

Disposisi

1 hari

Bahan laporan,
disposisi

Mengonsep laporan kemudian menyerahkan
kepada Koordinator Substansi Kesejahteraan
Rakyat.

Ya

1.

Bahan laporan
disposisi

1 hari

Konsep laporan,
disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju menyerahkan
kepada Sub Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual untuk diperbaiki.

F’<>

Tidak

Ya

Konsep laporan
disposisi

1 jam

Draf laporan,
disposisi

Memeriksa draft laporan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat

untuk diperbaiki.

Tidak

Draf laporan.

1 jam

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual untuk
didokumentasikan oleh analis Kerja Sama
Lembaga Keagamaan .

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menerima laporan, mendistribusikan dan
mendokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan hasil
kegiatan Dialog

Pemerintah Provinsi

NTT dengan
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‘/Setda Proyinsi Nusa Tengdgara Timur, |-
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN —— Y
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032008
udul SOP Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat
Provinsi Nusa Teng_grara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Musabagah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ).

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki jabatan Eselon.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan MTQ.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.
4. SOP Pembuatan Laporan.

SOP Pengelolaan Surat Masuk.

1. Komputer/Laptop.

2. ATK

3. LCD.

4. Tendal/kursi/sound system/meja.
5. Ruang rapat.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyelenggaraan MTQ Tingkat Tingkat Provinsi NTT tidak dibuat, maka
tidak ada panduan tentang penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi NTT.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator Pengelola
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi | KepalaBiro | "0Ordinator g, onel Bina | (ANals Kera | ooiztan Har Keterangan
Persuratan Pemerintahan Su::‘t:.ml Bina Mental S'K":: l": ':"b::' Besar Kerenghapsn Wikt Citpus
Spiritual g Keagamaan

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12

1 |Mencatat, mengagendakan, dan Surat masuk, buku 5 menit |Surat masuk
meneruskan surat masuk tentang agenda, lembar dan lembar
pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi disposisi disposisi
NTT kepada Kepala Biro
Pemerintahan.

2 |Menelaah dan mendisposisi surat Surat masuk dan 30 menit |Surat masuk
tentang pelaksanaan MTQ Tingkat lembar disposisi dan disposisi
Provinsi NTT kepada Koordinator | RIS
Substansi Kesejahteraan Rakyat.

3 |Membaca, menelaah, dan membuat Surat masuk dan 15 menit  |Surat masuk
arahan teknis kepada Sub I fl disposisi dan disposisi
Koordinator Substansi Bina Mental ‘

Spiritual .

4 |Menyiapkan KAK dan memberikan Surat masuk dan 1 hari Kerangka
kepada Bendahara untuk melakukan disposisi Acuan Kegiatan
pencairan dan menyiapkan (KAK) MTQ
administrasi keuangan, dan Tingkat Provinsi
menugaskan Analis Kerja Sama NTT
Lembaga Keagamaan dan Pengelola i e
Kegiatan Hari Besar Keagamaan
untuk menyiapkan bahan-bahan yang
diperlukan dalam pelaksanaan MTQ
Tingkat Provinsi NTT.

5 |Membuat dan menyiapkan bahan- KAK 3 hari bahan-bahan |Nota dinas kepada
bahan yang diperlukan untuk yang diper!ukan Gubernur untuk menghadiri
kegiatan MTQ Tingkat Provinsi NTT dalam kegiatan |acara pembukaan dan
dan menyerahkan kepada Sub L L ] MTQ Tingkat |penutupan, surat kepada
Koordinator Substansi Bina Mental S . Provinsi NTT  |Forkopimda untuk ikut
Spiritual. acara pembukaan dan

penutupan, SPT dan SPPD
Berangkat menuju tempat Bahan 2 jam Tiba di tempat
penyelenggaran MTQ Tingkat :ﬂe.:ée‘lrenggaraan ae_ll%sanaan
Provinsi NTT. k———; ingkat
J i il Provinsi NTT
Melaksanakan dan mengikuti Bahan, alat dan 7 hari Pelaksanaan
kegiatan MTQ Tingkat Provinsi NTT. ] arena tempat MTQ Tingkat
* b e . AbiE Ay pe|aksanazn MTQ Provinsi r%rr




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL

Nomor SOP 67 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 R
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemefintahan

6’Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, \'L

v
Dra. Beritadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
Tingkat Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqgah
Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ).

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

o w

1. Memiliki jabatan Eselon.

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan MTQ.
4. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.
4. SOP Pembuatan Laporan.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Persiapan Penyelenggaraan Musabaqgah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi NTT
tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang pelaksanaan penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Koordinator
Substansi Kesra

Sub Koordinator
Substansi Bina
Mental Spiritual

Analis Kerja
Sama Lembaga
Keagamaan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

4

5

7

8

10

Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina
Mental Spiritual untuk mempersiapkan konsep
laporan hasil kegiatan MTQ Tingkat Provinsi
NTT.

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan Analis Kerja Sama Lembaga
Keagamaan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan.

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual.

Disposisi

1 hari

Bahan laporan, disposisi

Mengonsep laporan kemudian menyerahkan
kepada Koordinator Substansi Kesejahteraan
Rakyat.

Bahan laporan
disposisi

1 hari

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju menyerahkan
kepada Sub Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual untuk diperbaiki.

Ya

Ya

Konsep laporan
disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa draft laporan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag Kesejahteraan Rakyat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kabag Kesejahteraan
Rakyat untuk diperbaiki.

Tidak

Draf laporan.

1 jam

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual untuk
didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Analis Kerja Sama

Lembaga Keagamaan untuk didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Mendistribusikan dan Mendokumentasikan
Laporan Hasil Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi
NTT.

Laporan disposisi

15 menit

Laporan hasil kegiatan
MTQ Tingkat Provinsi
NTT, bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL

Nomor SOP b€ Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022 N
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |

Disahkan oleh
6/Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, |}/

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP i . . .
Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabagah
Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ).

7. Peraturan Gubemnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubermnur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubemur NTT

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki jabatan Eselon.

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan MTQ.
4. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.
4. SOP Pembuatan Laporan.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional tidak dibuat, maka tidak ada panduan
tentang penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Sub e ¢
: b Analis Kerja Pengelola
. o < < Koordinato | Koordinator .
No. Tahap Kegiatan Pengadmlmstram KepalaBiro | ‘o o o nsil Substansi Sama Keglatan Hari | .\ vapan | Waktu Output Keterangan
ersuratan Pemerintahan Kacra Bina Mental Lembaga Besar
Spiritual Keagamaan | Keagamaan

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12

1 |Mencatat, mengagendakan, dan Surat masuk, 5 menit |Surat masuk dan
meneruskan surat masuk tentang m buku agenda, lembar disposisi
pelaksanaan MTQ tingkat nasional i lembar disposisi
kepada Kepala Biro Pemerintahan.

2 |Menelaah dan mendisposisi surat Surat masuk dan | 30 menit |Surat masuk dan
tentang pelaksanaan MTQ tingkat lembar disposisi disposisi
nasional kepada Koordinator Substansi
Kesejahteraan Rakyat.

3 |Membaca, menelaah, dan membuat L_1 Surat masuk dan 15 menit |Surat masuk dan
arahan teknis kepada Sub Koordinator l f disposisi disposisi
Substansi Bina Mental Spiritual. —

4 |Menyiapkan KAK dan memberikan Surat masuk dan 1 hari |Kerangka Acuan
kepada Bendahara untuk melakukan disposisi Kegiatan (KAK)
pencairan dan menyiapkan administrasi MTQ Tingkat
keuangan, dan menugaskan Analis Nasional
Kerja Sama Lembaga Keagamaan
untuk menyiapkan bahan-bahan yang
diperlukan dalam pelaksanaan MTQ
Tingkat nasional.

5 |Membuat dan menyiapkan bahan- KAK 3 hari |bahan-bahan Nota dinas kepada Gubermnur
bahan yang diperlukan untuk kegiatan yang diperlukan |untuk menghadiri acara
MTQ Tingkat Nasional dan dalam kegiatan |pembukaan dan penutupan,
menyerahkan kepada Sub Koordinator MTQ Tingkat surat kepada Ketua DPRD
Substansi Bina Mental Spiritual . Nasional dan Forkopimda untuk ikut

acara pembukaan dan
penutupan, SPT dan SPPD,
seragam kontingen, bendera,
spanduk, dan perlengkapan
pawai ta'aruf

6 |Berangkat menuju tempat Bahan 2jam |Tiba di tempat
penyelenggaran MTQ Tingkat Nasional 1 penyelenggaraan pelaksanaan
Keagamaan dan Pengelola Kegiatan k— > MTQ Tingkat MTQ
Hari Besar Keagamaan. 31 Provinsi NTT

7 |Melaksanakan dan mengikuti kegiatan Bahan, alat dan 15 hari |Pelaksanaan
MTQ Tingkat Provinsi NTT. arena tempat MTQ Tingkat

rs""“‘ )Zi “‘“"J;i el ]:j[ S l__.:j Selesai , pelaksanaan MTQ Provinsi NTT




Nomor SOP 69_Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020

Tanggal Revisi 7 Qktober 2022 i
Tanggal Efektif 7 Qktober 2022 |
Disahkan oleh Pit. Kepala Biro Pemgrintahan

6/Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,\),,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT Pembina Utama Madya
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL NIP. 196505161993032009
Judul SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Musabaqgah Tilawatil
Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara| 1. Memiliki jabatan Eselon.
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. Memiliki kkmampuan mengoperasikan komputer.

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-| 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan MTQ.
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia| 4. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabagah
Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ).

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.
4. SOP Pembuatan Laporan.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan MTQ Tingkat Nasional tidak dibuat, maka | 1. Buku Agenda Rapat.
tidak ada panduan tentang penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional. 2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Koordinator
Substansi Kesra

Sub Koordinator
Substansi Bina
Mental Spiritual

Analis Kerja
Sama Lembaga
Keagamaan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

3

4

5

7

8

9

10

Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina
Mental Spiritual untuk mempersiapkan konsep
laporan.

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan Analis Kerja Sama Lembaga
Keagamaan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan,

£33

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual.

Disposisi

1 hari

Bahan laporan,
disposisi

Mengonsep laporan kemudian menyerahkan
kepada Koordinator Substansi Kesejahteraan
Rakyat.

Ya

Bahan laporan
disposisi

1 hari

Konsep laporan,
disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju menyerahkan
kepada Sub Koordinator Substansi Bina Mental
Spiritual untuk diperbaiki.

Tidak

<>

Ya

Konsep laporan
disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa draft laporan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Koordinator Substansi Kesra. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Koordinator Substansi
Kesra untuk diperbaiki.

Tidak

L

Draf laporan.

1 jam

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual untuk
didokumentasikan.

o

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Analis Kerja Sama
Lembaga Keagamaan untuk didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Mendistribusikan dan Mendokumentasikan
Laporan.

Selesai

Laporan disposisi

15 menit

Laporan hasil kegiatan
MTQ Tingkat
Nasional, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL

Nomor SOP 70 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020

anggal Revisi 7 Oktober 2022 )
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 |

Disahkan oleh

Plt. Kepala Biro Pemefintahan
&Setda Provinsi Nusa Tendgara Timur,b[,

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

Penentuan Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haiji Reguler.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan lbadah Haiji
Reguler.

9. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur

NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi NTT.

10.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan

Keterkaitan : N

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
4. SOP Pembuatan Laporan.

2. ATK.

1. Komputer/Laptop.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penentuan Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak
dibuat, maka tidak ada panduan tentang penentuan PHD.

1. Rekapan Permohonan menjadi PHD Provinsi NTT.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Pangetan Koordinator Kooft;::ator
No. Tahap Kegiatan Kegiatan Hari | Kepala Biro Ket
Besar Baarintafian Substansi Substansi Kelengkapan Waktu Output
Kesra Bina Mental
Keagamaan Spiritual

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

1 [|Mencatat, mengagendakan dan Agenda kerja, Surat | 5 menit |Disposisi
meneruskan surat permohonan menjadi [ Mulai l masuk tentang
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi pelaksanaan Haji
NTT. dari Kementerian

Agama

2 |Menelaah dan mendisposisi surat Disposisi 10 menit |Disposisi
permohonan menjadi TPHD kepada
Koordinator Substansi Kesra.

3 |Membaca, menelaah dan membuat arahan Disposisi 10 menit |Disposisi
teknis kepada Sub Koordinator Substansi
Bina Mental Spiritual.

4 |Memerintahkan kepada Pengelola Disposisi 10 menit |Disposisi
Kegiatan Hari Besar Keagamaan untuk
merekapitulasi surat permohonan menjadi
TPHD dan mengarsipkan surat tersebut.

5 |Merekapitulasi permohonan menjadi TPHD Disposisi 20 menit |Rekapan nama
dan mengarsipkan surat tersebut. pemohon

I

6 |Membuat nota dinas nama-nama calon \ rekapan nama 30 menit |Konsep Nota
TPHD yang ditujukan kepada Gubernur pemohon Dinas
NTT untuk ditentukan menjadi TPHD.

7 |Membuat Surat Keputusan Gubernur NTT Disposisi Nota 2 hari |Konsep SK
tentang TPHD setelah mendapat disposisi Dinas
dari nota dinas yang ditujukan kepada
Gubernur NTT.

8 |Menyerahkan SK kepada Biro Hukum Konsep SK 1 minggu |SK yang telah
untuk dikoreksi dan disahkan oleh disahkan
Gubernur NTT.

9 |Menerima SK TPHD yang telah disahkan SKyang telah 2 hari |SK dikirim dan
dan selanjutnya diproses untuk diserahkan E;D disahkan diterima oleh

TPHD

kepada TPHD.
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Nomor SOP 71 _Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |05 September 2020
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Plt. Kepala Biro Pemerintahan
‘/Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4

Disahkan oleh

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Pelepasan Calon Jamaah Haji Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur

di Embarkasi Surabaya

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur. Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Reguler.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubermur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubemur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
4. SOP Pembuatan Laporan.

1. Komputer/Laptop.
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pelepasan Calon Jamaah Haji Provinsi Nusa Tenggara Timur di Embarkasi Surabaya
tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang pelepasan calon haji di Embarkasi Surabaya.

1. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.
2. Buku Agenda Rapat.

3. Laporan Hasil Kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
Koo?:;::ator Koordinator Heagsiom
No. Tahap Kegiatan Substans] Substinel Kegiatan Hari | Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output Ket
- Besar Pemerintahan
Bina Mental Kesra Keagamaan
Spiritual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Mengikuti rapat koordinasi tentang persiapan keberangkatan Agenda hasil rapat 3jam |Disposisi
calon jamaah haji asal NTT dengan Kanwil Kementerian Agama
dan instansi terkait dan melaporkan kepada Koordinator
Substansi Kesra. |

2 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual Disposisi 10 menit |Disposisi
untuk membuat nota dinas ke Gubernur dan surat kepada
Forkopimda dan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

3 |Memerintahkan Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Disposisi 10 menit |Disposisi
untuk membuat nota dinas ke Gubernur, surat kepada EL—L
Forkopimda dan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTT,
dan nota dinas perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala
Biro Pemerintahan.

4 |Membuat nota dinas ke Gubernur, surat kepada Forkopimda Disposisi 1jam |Konsep Nota Dinas ke
dan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dan nota dinas Ya it Gubernur, Surat ke
perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro L_j Forkopimda dan Perangkat
Pemerintahan. Daerah, Nota Dinas

Perjalanan Dinas

5 |Membaca, mengoreksi nota dinas ke Gubernur, surat dan nota Konsep Nota Dinas ke 10 menit |Konsep Nota Dinas ke
dinas perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro \ Gubernur, Surat ke Gubernur, Surat ke
Pemerintahan, apabila setuju memaraf kemudian diserahkan Forkopimda dan Perangkat Forkopimda dan Perangkat
kepada Koordinator Substansi Kesra dan apabila tidak setuju v Tidak Daerah, Nota Dinas Daerah, Nota Dinas
dikembalikan kepada pejabat pelaksana dan diperbaiki. Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas

6 |Membaca, mengoreksi nota dinas ke Gubernur, surat dan nota Konsep Nota Dinas ke 30 menit |Konsep Nota Dinas ke
dinas perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro /\ % Gubernur, Surat ke Gubernur, Surat ke
Pemerintahan, apabila setuju memaraf kemudian diserahkan Forkopimda dan Perangkat Forkopimda dan Perangkat
kepada Kepala Biro dan apabila tidak setuju dikembalikan Tidak \/ Daerah, Nota Dinas Daerah, Nota Dinas
kepada Sub Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual dan Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas
diperbaiki.

7 |Menelaah dan mengoreksi nota dinas apabila setuju /' Konsep Nota Dinas ke 2 hari |Nota Dinas ke Gubernur,
ditindaklanjuti apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Gubernur, Surat ke Surat ke Forkopimda dan
Koordinator Substansi Kesra dan diperbaiki. Tidak Forkopimda dan Perangkat Perangkat Daerah, Nota

Daerah, Nota Dinas Dinas Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas
8 |Mengantar Nota Dinas Gubernur ke TU Gubernur, Surat ke Nota Dinas ke Gubernur, 10 menit |tanda terima

Sekda untuk ditandatangani, dan Nota Dinas perjalanan dinas
diproses untuk membuat Surat Tugas dan SPPD.

Surat ke Forkopimda dan
Perangkat Daerah, Nota
Dinas Perjalanan Dinas




-

2

7

9

10

Menerima surat yang telah ditandatangani oleh Sekda dan
dikirim sesuai alamat yang dituju.

Surat ke Forkopimda dan
Perangkat Daerah

tanda terima

Membuat surat tugas dan SPPD bagi pejabat dan staf yang
mengikuti kegiatan pelepasan calon jamaah haji di Embarkasi
Surabaya.

Nota Dinas Dinas
Perjalanan Dinas

Surat Tugas dan SPPD

Melepas calon jamaah haji di Embarkasi Surabaya.

i 0

= selesat [

Surat Tugas dan SPPD

terlaksananya kegiatan
pelepasan jamaah haji
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Judul SOP Penjemputan Jamaah Haji Provinsi Nusa Tenggara Timur di

Debarkasi Surabaya

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Reguler.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
4. SOP Pembuatan Laporan.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pelepasan Calon Jamaah Haji Provinsi Nusa Tenggara Timur di Embarkasi
Surabaya tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang penjemputan jamaah haji di
Debarkasi Surabaya.

1. Rekapan Permohonan Bantuan Hewan Kurban.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Pengelola
No. Tahap Kegiatan s;‘uﬁ;"’"s“i';‘i‘:‘: Koordiantor Substansi | Keglatan Hari | KepalaBiro | (o o |\ 2 Ket
Kesejahteraan Rakyat Besar Pemerintahan
Mental Spiritual Keagamaan

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

1 |Mengikuti rapat koordinasi tentang persiapan keberangkatan calon Agenda hasil rapat 3jam |Disposisi
jamaah haji asal NTT dengan Kanwil Kementerian Agama dan
instansi terkait dan melaporkan kepada Koordinator Substansi

2 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual untuk 3 Disposisi 10 menit |Disposisi
membuat nota dinas ke Gubernur dan surat kepada Forkopimda
dan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

3 |Memerintahkan Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan untuk Disposisi 10 menit |Disposisi
membuat nota dinas ke Gubernur, surat kepada Forkopimda dan =
pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dan nota dinas l I
perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Pemerintahan.

4 |Membuat nota dinas ke Gubernur, surat kepada Forkopimda dan Disposisi 1jam |Konsep Nota Dinas
pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dan nota dinas Y l.__.A ke Gubernyr, Surat
perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Pemerintahan. ke Forkopimda dan

L——7 Perangkat Daerah,
Nota Dinas
Perjalanan Dinas

5 [Membaca, mengoreksi nota dinas ke Gubernur, surat dan nota Konsep Nota Dinas ke| 10 menit |Konsep Nota Dinas
dinas perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Gubernur, Surat ke ke Guberr!ur, Surat
Pemerintahan, apabila setuju memaraf kemudian diserahkan \\ Forkopimda dan ke Forkopimda dan
kepada Koordinator Substansi Kesra dan apabila tidak setuju Tidak Perangkat Daerah, Perangkat Daerah,
dikembalikan kepada pejabat pelaksana dan diperbaiki. 1 Nota Dinas Perjalanan Nota Dinas

Dinas Perjalanan Dinas

6 |Membaca, mengoreksi nota dinas ke Gubernur, surat dan nota Konsep Nota Dinas ke| 30 menit |Konsep Nota Dinas
dinas perjalanan dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro, apabila Gubernur, Surat ke ke Gubernur, Surat
setuju memaraf kemudian diserahkan kepada Kepala Biro dan / \ a Forkopimda dan ke Forkopimda dan
apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator \ / Perangkat Daerah, Perangkat Daerah,
Substansi Bina Mental Spiritual dan diperbaiki, Vieak Nota Dinas Petjalanan Nota Dinas

Dinas Perjalanan Dinas

7 |Menelaah dan mengoreksi nota dinas apabila setuju ditindaklanjuti / Konsep Nota Dinas ke| 2 hari [Nota Dinas ke
apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Koordinator Substansi Gubernur, Surat ke Gubernur, Surat ke
Kesra dan diperbaiki. Tidak \ 3 Forkopimda dan Forkopimda dan

Perangkat Daerah, Perangkat Daerah,
Nota Dinas Perjalanan Nota Dinas
Dinas Perjalanan Dinas

8 |Mengantar Nota Dinas Gubernur ke TU Gubernur, Surat ke Sekda Nota Dinas ke 10 menit |tanda terima
untuk ditandatangani, dan Nota Dinas perjalanan dinas diproses Gubernur, Surat ke
untuk membuat Surat Tugas dan SPPD. Forkopimda dan

Perangkat Daerah,
Nota Dinas Perjalanan
Dinas




1. 2 3 4 5 6 9 10 11 12
9 |Menerima surat yang telah ditandatangani oleh Sekda dan dikirim Surat ke Forkopimda 1 hari |tanda terima

sesuai alamat yang dituju. dan Perangkat Daerah
10 |Membuat surat tugas dan SPPD bagi pejabat dan staf yang Nota Dinas Dinas 2hari  |Surat Tugas dan

mengikuti kegiatan pelepasan calon jamaah haji di Embarkasi Perjalanan Dinas SPPD

Surabaya.
11 [Menjemput jamaah haji di Debarkasi Surabaya. 1 Surat Tugas dan 3 hari |terlaksananya

m > Cetesal ]::{ Selesal ] SPPD kegiatan pelepasan

jamaah haji




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL

Nomor SOP 13 _Tahun 2022
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Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemegintahan

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor §587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga

Pengembangan Dharma Gita.

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan UDG.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan,
4. SOP Pembuatan Laporan.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyelenggaraan UDG Tingkat Nasional tidak dibuat, maka tidak ada panduan
tentang penyelenggaraan ubG Tingkat Nasional.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.

g Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,w

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Nasional




Pelaksana Mutu Baku
Sub
; : Analis Kerja Pengelola
. o - i’ Koordinato | Koordinator 5 +
o- Tobap Fagamn Pen::;r:::::'asl P':ren,?rlian:lr::n r Substansi s.ubstansi L::;n; . Kegget::rHan Kelengkapan Waktu Output Keterangm!
R i Keagamaan Keagamaan
Spiritual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Mencatat, mengagendakan, dan Surat masuk, 5 menit |Surat masuk dan
meneruskan surat masuk tentang buku agenda, lembar disposisi
pelaksanaan UDG tingkat nasional lembar disposisi
kepada Kepala Biro Pemerintahan.
2 |Menelaah dan mendisposisi surat Surat masuk dan| 30 menit |Surat masuk dan
tentang pelaksanaan UDG tingkat lembar disposisi disposisi
nasional kepada Sub Koordinator
Substansi Kesejahteraan Rakyat.
3 |Membaca, menelaah, dan membuat Surat masuk dan| 15 menit |Surat masuk dan
arahan teknis kepada Sub Koordinator disposisi disposisi
Substansi Bina Mental Spiritual.
4 |Menyiapkan KAK dan memberikan Surat masuk dan 1 hari Kerangka Acuan
kepada Bendahara untuk melakukan disposisi Kegiatan (KAK)
pencairan dan menyiapkan UDG Tingkat
administrasi keuangan, dan Nasional
menugaskan Analis Kerja Sama
Lembaga Keagamaan dan Pengelola
Kegiatan Hari Besar Keagamaan
untuk menyiapkan bahan-bahan yang
diperlukan dalam pelaksanaan UDG
Tingkat nasional.
5 [Membuat dan menyiapkan bahan- KAK 3 hari |bahan-bahan Nota dinas kepada

bahan yang diperlukan untuk kegiatan
UDG Tingkat Nasional dan
menyerahkan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual.

yang diperlukan
dalam kegiatan
UDG Tingkat
Nasional

Gubernur untuk
menghadiri acara
pembukaan dan
penutupan, surat
kepada Ketua DPRD
dan Forkopimda untuk
ikut acara pembukaan
dan penutupan.




2 9 10 11 12
Berangkat menuju tempat Bahan 2jam |Tiba di tempat
penyelenggaran UDG Tingkat penyelenggaraan pelaksanaan UDG
Nasional. UDG Tingkat
Provinsi NTT
Melaksanakan dan mengikuti kegiatan Bahan, alat dan 15 hari  |Pelaksanaan
UDG Tingkat Provinsi NTT. arena tempat UDG Tingkat
pelaksanaan Provinsi NTT

ubDG




)
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Disahkan oleh
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Judul SOP

Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Utsawa Dharma Gita (UDG)
Tingkat Nasional

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga
Pengembangan Dharma Gita.

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Menmiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan UDG.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.
4. SOP Pembuatan Laporan.

1. Komputer/Laptop.

2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan UDG Tingkat Nasional tidak dibuat, maka tidak ada
panduan tentang penyusunan laporannya.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Koordinator
Substansi Kesra

Sub Koordinator
Substansi Bina
Mental Spiritual

Analis Kerja
Sama Lembaga
Keagamaan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

4

5

7

8

10

Menugaskan Sub Koordinator Substansi Bina
Mental Spiritual untuk mempersiapkan konsep
laporan.

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan Analis Kerja Sama Lembaga
Keagamaan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan.

.

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual.

£3

Disposisi

1 hari

Bahan laporan, disposisi

Mengonsep laporan kemudian menyerahkan
kepada Koordinator Substansi Kesejahteraan
Rakyat.

Ya

o

Bahan laporan
disposisi

1 hari

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan Bina Mental Spiritual. Jika tidak
setuju menyerahkan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep laporan
disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa draft laporan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Koordinator Substansi Kesjahteraan Rakyat untuk

Tidak

Draf laporan

1 jam

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Sub Koordinator
Substansi Bina Mental Spiritual untuk
didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Analis Kerja Sama
Lembaga Keagamaan untuk didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Mendistribusikan dan Mendokumentasikan
Laporan.

Laporan disposisi

15 menit

Laporan hasil kegiatan
UDG Tingkat Nasional,
bukti dokumentasi
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Nomor SOP 75 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |5 September 2020

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efekif 7 Oktober 2022 |

Disahkan oleh

Plt. Kepala Biro Pemgrintahan
‘,Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, L

h______..—--\
Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
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Judul SOP

Pelayanan Verifikasi Bantuan Sosial Beasiswa dan Penulisan Akhir
bagi Mahasiswa di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan bansos.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

1. Komputer/Laptop.

2. ATK.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan Verifikasi Bantuan Sosial Beasiswa dan Penulisan Akhir tidak dilaksanakan
sesuai SOP AP, maka akan berdampak pada terjadinya keterlambatan realisasi Dana Bansos
Beasiswa dan penulisan akhir dengan demikian akan tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah Daerah.

1. Rekapitulasi Data Verifikasi Pemohon Bantuan Sosial.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator
: Substansi Sub Koordinator
o 4D hogleian Anaiis;r:;egrgg;: g P:::::::: i Kesejahteraan Substansi Kesra Kelengkapan Waktu Output s
Rakyat dan Tim .| Pelayanan Dasar ~
Verifikasi ;

1 . 2 3 4 5 6 . 8 9 11

1 [Mencatat, mengagendakan dan meneruskan surat Proposal dan Surat 15 Menit  |Surat Permohonan,
permohonan Proposal Bantuan Sosial Beasiswa Permohonan Proposal, Lembar
dan Penulisan Akhir kepada Kepala Biro Disposisi
Pemerintahan.

2 |Menelaah dan Mendisposisi surat permohonan Surat Permohonan, 15 Menit Surat Permohonan,
bantuan kepada Koordinator Substansi Kesra. Proposal, Lembar Disposisi Proposal, Disposisi

3 [Membaca, menelaah dan membuat arahan teknis Surat Permohonan, 15 Menit  |Surat Permohonan,
kepada Sub Koordinator Substansi Kesra Proposal, Disposisi Proposal, Disposisi
Pelayanan Dasar dan Tim verifikasi.

4 |Melakukan verifikasi terhadap surat permohonan Surat Permohonan, 15 Menit Draf Dokumen hasil
Bantuan Sosial Beasiswa dan Penulisan Akhir Proposal, Disposisi verifikasi dan
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Ya Konsep
serta membuat rekomendasi yang disampaikan Rekomendasi
kepada Koordinator Substansi Kesra.

5 |Memeriksa hasil verifikasi dan konsep Draf Dokumen hasil 15 Menit Draf Dokumen hasil
rekomendasi, apabila setuju memaraf dan Ya verifikasi dan Konsep verifikasi dan
meneruskan kepada Kepala Biro Pemerintahan Tidak Rekomendasi Rekomendasi
Kesra Pelayanan Dasar, jika tidak setuju di
kembalikan kepada Sub Koordinator Substansi
okt

6 |Memeriksa hasil verifikasi dan draf rekomendasi, Draf Dokumen hasil 15 Menit Dokumen hasil
apabila setuju menandatangani dan menyerahkan Verifikasi dan verifikasi,
kepada Koordinator Substansi Kesra, jika tidak Tidak Rekomendasi rekomendasi dan
setuju dikembalikan kepada Koordinator Substansi r disposisi
Kesra untuk diperbaiki.

7 |Menyerahkan dokumen hasil verifikasi dan Dokumen hasil verifikasi, 5 Hari Dokumen hasil
rekomendasi kepada Sub Koordinator Subtansi rekomendasi dan disposisi verifikasi,

Kesra Pelayanan Dasar untuk diproses lebih lanjut. rekomendasi dan
disposisi

8 |Menugaskan Analis Perguruan Tinggi untuk Hasil verifikasi, 15 Menit Rekomendasi
memberikan informasi melalui Website Biro rekomendasi dan disposisi bantuan sosial
tentang hasil verifikasi dan rekomendasi bantuan e S5 beasiswa dan
sosial beasiswa serta meneruskan ke pihak terkait. E-[—J penulisan akhir

9 [Menginformasikan, menggandakan, Rekomendasi bantuan 15 menit |Rekomendasi
mendistribusikan dan mengarsipkan rekomendasi sosial beasiswa dan bantuan sosial
bantuan sosial beasiswa dan penulisan akhir. penulisan akhir beasiswa dan

penulisan akhir




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
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Nomor SOP #6 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |5 Oktober 2021

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 \
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemeriptahan

" Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, L

Dra. Berhadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
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Judul SOP Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubermnur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pemantauan dan evaluasi.

3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.

4. SOP Pembuatan Laporan.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator
v Sub Koordinator Analis
0. T Neaan Substansi | g 1 otansiKesra | Pelayanan Kepela Fin Kelengkapan Waktu Output Raterangan
Hususiatann Pelayanan Dasar Sosial Pemsdntaan
Rakyat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
Dasar untuk menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi.

2 |Memerintahkan Analis Pelayanan Sosial untuk menyiapkan v Disposisi 15 menit | Disposisi
bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan | *—"r
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Kesra
Pelayanan Dasar.

3 |Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi v Disposisi 1 jam Bahan pelaksanaan
dan menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Kesra r"‘ | kegiatan bimtek
Pelayanan Dasar.

4 |Menyusun konsep kerangka acauan, jadwal kegiatan, dan Ya \ Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep kerangka
pelaksana kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi r’ . I kegiatan pemantauan acuan, jadwal, dan
dan menyampaikan kepada Koordinator Substansi Kesra. ] dan evaluasi pelaksana

5 |Memeriksa konsep kerangka acuan, jadwal kegiatan, dan Konsep kerangka acuan, 30 menit |Draft kerangka acuan,
pelaksana kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. ‘K jadwal, dan pelaksana jadwal, dan pelaksana
Apabila setuju menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan dan apabila tidak setuju mengembalikan _’ﬁ/ Tidak Ya
kepada Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar
untuk memperbaiki.

6 |Memeriksa draf kerangka acuan, jadwal kegiatan, dan Draft kerangka acuan, 30 menit |Draft kerangka acuan,
pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi. Apabila setuju jadwal, dan pelaksana jadwal, dan pelaksana
menyampaikan kepada Koordinator Substansi Kesra untuk )
rapat persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. dan Tt N
apabila tidak setuju mengembalikan kepada Koordinator
Substansi Kesra untuk diperbaiki.

7 |Menyetujui pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan , Draft kerangka acuan, 10 menit |Kerangka acuan,
menugaskan Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan r"":] jadwal, dan pelaksana jadwal, dan pelaksana
Dasar untuk melaksanakannya.

8 |Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan menugaskan y ; . Surat Perintah Tugas dan| 2 Bulan |Dokumentasi dan
pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti hasil bimtek. FJ'W:——’F—"‘L 11 ] |sprD notulensi hasil

i : N -y kegiatan
|
9 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan hasil Dokumentasi dan hasil 5 Hari Dokumen laporan

kegiatan dan mengarsipkan.

kegiatan

pemantauan dan
evaluasi
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Judul SOP
Rapat Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Masalah-Masalah

Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

§. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan rapat.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk . 1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan. 3. LCD.

4,

SOP Pembuatan Laporan.

4. kursi/sound system/meja.
5. Ruang rapat.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang pelaksanaan rapat koordinasi.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
Ketrdor Sub Koordinator
No. Tahap Kegiatan Substansi A Analis Pelayanan| Kepala Biro Keterangan
Kesejahteraan ::;s?::': :;::: Sosial Pemerintahan Kalengkspan Yhat Ot
Rakyat Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menugaskan Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
Dasar untuk menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi.

2 [Memerintahkan Analis Pelayanan Sosial untuk menyiapkan ! Disposisi 15 menit | Disposisi
bahan-bahan pelaksanaan rapat koordinasi dan
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Kesra

3 |Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat koordinasi dan Disposisi 1 jam Bahan pelaksanaan
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Kesra 1 l kegiatan rapat
Pelayanan Dasar. koordinasi

4 |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan rapat 5 r_y Bahan pelaksanaan 2jam Konsep kerangka
koordinasi dan menyampaikan kepada Koordinator Substansi : kegiatan rapat koordinasi acuan pelaksanaan
Kesra. L—7 rapat koordinasi

5 |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan rapat ) 4 Konsep kerangka acuan 30 menit |Draf kerangka acuan
koordinasi. Apabila setuju menyampaikan kepada Kepala Biro N pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
Pemerintahan dan apabila tidak setuju mengembalikan Tidak koordinasi koordinasi
kepada Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar Ya
untuk memperbaiki.

6 |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan rapat \ Draf kerangka acuan 30 menit |Draf Kerangka acuan
koordinasi. Apabila setuju menyampaikan kepada Koordinator P pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
Substansi Kesra untuk rapat persiapan pelaksanaan rapat Tidak NG koordinasi koordinasi, disposisi
koordinasi dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada
Koordinator Substansi Kesra untuk diperbaiki.

7 |Rapat persiapan penyelenggaraan rapat koordinasi dan y N . Draf Kerangka acuan 1jam Draf Kerangka acuan
menugaskan Kasubag Kesra Pelayanan Dasar I L ;l [ ’] I :l I pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
menyempurnakan kerangka acuan pelaksanaan rapat < 1 < koordinasl, disposisi koordinasi, disposisi

8 |Menyempurnakan draf kerangka acuan pelaksanaan rapat Ye Draf Kerangka acuan 30 menit |Draf Kerangka acuan
koordinasi dan menyampaikan kepada Kabag Kesra. pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat

. koordinasl, disposisi koordinasi, disposisi

9 [Memeriksa hasil penyempurnaan Draf kerangka acuan , Draf Kerangka acuan 1jam Draf Kerangka acuan
penyelenggaraan rapat koordinasi. Apabila setuju N\ pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
menyampaikan kepada Kepala Biro Pemerintahan. Apabila Tidak koordinasi, disposisi koordinasi, disposisi
tidak setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi .

Kesra Pelayanan Dasar untuk memperbaiki. 1

10 |Menyetujui pelaksanaan rapat koordinasi dan menugaskan Draf Kerangka acuan 10 menit |Draf Kerangka acuan
Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar untuk pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
melaksanakan rapat koordinasi. koordinasi, disposisi koordinasi, disposisi

11 |Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan menugaskan - 2 Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
Analis Pelayanan Sosial untuk menindaklanjuti hasil rapat I—_——E_—_',I le 1 L 1 pelaksanaan rapat notulensi hasil kegiatan
koordinasi. N koordinasi, disposisi rapat koordinasi.

12 |Menindaklanjuti hasil kegiatan rapat koordinasi, menyusun \ Dokumentasi dan 5 Hari Dokumen laporan

laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil kegiatan

bimbingan rapat
koordinasi.
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Disahkan oleh
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Judul SOP

Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan
Penanggulangan masalah-masalah Kesehatan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan rapat.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.
4. SOP Pembuatan Laporan.

2. ATK

1. Komputer/Laptop.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang
penyusunan laporan kegiatan ini.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
. . Sub Koordinator Analis ;
No. Tahap Kegiatan Koordinator : Kepala Biro Keterangan
Substansi Kesra Substansi Kesra | Pelaygnan Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output
" | Pelayanan Dasar Sosial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Kesra Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
Pelayanan Dasar untuk mempersiapkan konsep
laporan.

2 |Memerintahkan Analis Pelayanan Sosial untuk Disposisi 15 menit |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan laporan.

3 |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan,
penyusunan laporan kepada Sub Koordinator disposisi
Substansi Kesra Pelayanan Dasar.

4 |Mengonsep laporan kemudian menyerahkan " Bahan laporan 1 hari Konsep laporan,
kepada Koordinator Substansi Kesra. — disposisi disposisi

5 |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju Konsep laporan 1 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada Kepala Biro Tidak disposisi
Pemerintahan. Jika tidak setuju menyerahkan Ya
kepada Sub Koordinator Substansi Kesra
Pelayanan Dasar untuk diperbaiki.

6 |Memeriksa draft laporan. Jika setuju Draf laporan. 1 jam Laporan disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada
Koordinator Substansi Kesra. Jika tidak setuju " Tidak
mengembalikan kepada Sub Koordinator
Substansi Kesra untuk diperbaiki.

7 |Menyerahkan laporan kepada Sub Koordinator ] Laporan disposisi 10 menit |Laporan disposisi
Substansi Kesra Pelayanan Dasar untuk
didokumentasikan.

8 |Menyerahkan laporan kepada Analis Pelayanan Laporan disposisi 10 menit |Laporan disposisi
Sosial untuk didokumentasikan.

9 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan Laporan disposisi 15 menit |Laporan hasil

Laporan.

kegiatan, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

Nomor SOP 19 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |5 Oktober 2021
Tanggal Revisi 7 Oktober 2022
Tanggal Efektif 7 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Rapat Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial

di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan rapat.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk . 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK.

3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan. 3. LCD.

4. SOP Pembuatan Laporan.

4. kursi/sound system/meja.
5. Ruang rapat.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang pelaksanaan rapat koordinasi.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
; Koordinator Sub Koordinator :
g Tahap Kagintan Kesejahteraan | Substansi Kesra Analissze!aranan Pl::rm:o Kelengkapan Waktu Output Ketsrgan
Rakyat Pelayanan Dasar it i oo

1 2 3 4 5 [] 7 8 9 10

1 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
Dasar untuk menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi.

2 |Memerintahkan Analis Pelayanan Sosial untuk menyiapkan Disposisi 15 menit  |Disposisi
bahan-bahan pelaksanaan rapat koordinasi dan
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Kesra
Pelayanan Dasar.

3 [Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat koordinasi dan Disposisi 1 jam Bahan pelaksanaan
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Kesra kegiatan rapat
Pelayanan Dasar. koordinasi

4 |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan rapat Ya Bahan pelaksanaan 2jam Konsep kerangka
koordinasi dan menyampaikan kepada Koordinator Substansi kegiatan rapat koordinasi acuan pelaksanaan
Kesra. rapat koordinasi

5 [Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan rapat Konsep kerangka acuan 30 menit |Draf kerangka acuan
koordinasi. Apabila setuju menyampaikan kepada Kepala Biro pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
Pemerintahan dan apabila tidak setuju mengembalikan Tidak koordinasi koordinasi
kepada Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar Ya
untuk memperbaiki.

6 |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan rapat Draf kerangka acuan 30 menit |Draf Kerangka acuan
koordinasi. Apabila setuju menyampaikan kepada Koordinator pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
Substansi Kesra untuk rapat persiapan pelaksanaan rapat Tidak koordinasi koordinasi, disposisi
koordinasi dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada
Koordinator Substansi Kesra untuk diperbaiki.

7 |Rapat persiapan penyelenggaraan rapat koordinasi dan = Draf Kerangka acuan 1 jam Draf Kerangka acuan
menugaskan Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan 'f pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
Dasar menyempurnakan kerangka acuan pelaksanaan rapat koordinasi, disposisi koordinasi, disposisi

8 |Menyempurnakan draf kerangka acuan pelaksanaan rapat T Draf Kerangka acuan 30 menit |Draf Kerangka acuan
koordinasi dan menyampaikan kepada Koordinator Substansi pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
Kesra. koordinasi, disposisi koordinasi, disposisi

9 |Memeriksa hasil penyempurnaan Draf kerangka acuan Draf Kerangka acuan 1 jam Draf Kerangka acuan
penyelenggaraan rapat koordinasi. Apabila setuju pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
menyampaikan kepada Kepala Biro Pemerintahan. Apabila Tidak koordinasi, disposisi koordinasi, disposisi
tidak setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi
Kesra Pelayanan Dasar untuk memperbaiki.

10 |Menyetujui pelaksanaan rapat koordinasi dan menugaskan Draf Kerangka acuan 10 menit |Draf Kerangka acuan
Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar untuk pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
melaksanakan rapat koordinasi. koordinasi, disposisi koordinasi, disposisi

11 |Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan menugaskan Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
Analis Pelayanan Sosial untuk menindaklanjuti hasil rapat P pelaksanaan rapat notulensi hasil kegiatan
koordinasi. koordinasi, disposisi rapat koordinasi.

12 |Menindaklanjuti hasil kegiatanrapat koordinasi, menyusun Dokumentasi dan 5 Hari Dokumen laporan

laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil kegiatan

bimbinganrapat
koordinasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

Nomor SOP Q0 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |5 Oktober 2021

Tanggal Revisi 7 Oktober 2022

Tanggal Efektif 7 Oktober 2022 )

Disahkan oleh

Plt. Kepala Biro Pemegrintahan
6’ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,(,lC

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan
Penanggulangan masalah-masalah Sosial di Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan rapat.
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

1. Komputer/Laptop.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. ATK
3. SOP Pencairan Anggaran Biro Pemerintahan.
4. SOP Pembuatan Laporan.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabil—a SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan tidak dibuat, maka tidak ada panduan tentang
penyusunan laporan kegiatan ini.

1. Buku Agenda Rapat.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
. Sub Koordinator :
No. Tahap Kegiatan Koordinator 5 Analis Pelayanan| Kepala Biro Keterangan
Substansi Kesra Sulstansi Kasie Sosial Pemerintahan Ketengkapen Weikn Outpos
Pelayanan Dasar
1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10
1 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Kesra Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
Pelayanan Dasar untuk mempersiapkan konsep
laporan.
2 |Memerintahkan Analis Pelayanan Sosial untuk Disposisi 15 menit | Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan laporan. E e |
3 |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan,
penyusunan laporan kepada Sub Koordinator 1‘— I disposisi
Substansi Kesra Pelayanan Dasar. "
4 |Mengonsep laporan kemudian menyerahkan Ya . Bahan laporan 1 hari Konsep laporan,
kepada Koordinator Substansi Kesra. F l disposisi disposisi
5 |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju Konsep laporan 1 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada Kepala Biro Tidak disposisi
Pemerintahan. Jika tidak setuju menyerahkan Ya
kepada Sub Koordinator Substansi Kesra
Pelayanan Dasar untuk diperbaiki.
6 |Memeriksa draft laporan. Jika setuju ] Draf laporan. 1 jam Laporan disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada P
Koordinator Substansi Kesra. Jika tidak setuju Tidak :
mengembalikan kepada Koordinator Substansi
Kesra untuk diperbaiki.
7 |Menyerahkan laporan kepada Sub Koordinator Laporan disposisi 10 menit |Laporan disposisi
Substansi Kesra Pelayanan Dasar untuk
didokumentasikan.
8 |Menyerahkan laporan kepada Analis Pelayanan Laporan disposisi 10 menit  |Laporan disposisi
Sosial untuk didokumentasikan. - l
9 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan Laporan disposisi 15 menit |Laporan hasil kegiatan

Laporan.

, bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANS|I KESEJAHTERAAN RAKAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN

Nomor SOP | 61 Tahun 2022

Tanggal Pembua{ 11 Agustus 2022

Tanggal Revisi |7 Oktober 2022

Tanggal Efektif |7 Oktober 2022 |

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerjntahan
‘rSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP Pelaksanaan Peringatan Hari lahir Pancasila Tingkat Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573).

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubernur NTT No. 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan hari-hari besar
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 2. ATK
3. LCD

4. Tenda/kursi/sound system/meja
5. Ruang rapat

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan secara rutin, maka akan meningkatkan
Jiwa Nasionalisme.

1. Buku Agenda Rapat
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar




Mutu Baku

Sub Koordinator :
- Substansi | 'oordinator Analis
No. Kegiatan : Substansi | Kepala Biro - = Ket
Kesejahteraan < % Pemberdayaan| Biro Hukum Gubemur Panitia Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Kesejahteraan | Pemerintahan
Rakyat Non Rakyat Masyarakat
Pelayanan Dasar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. |Menyusun Draft SK Gubernur Laptop, ATK 2hari  |Draft SK Gubernur
tentang Panitia Pelaksana
Peringatan Hari lahir Pancasila Tk.

Provinsi NTT. Ya

2. |Membaca dan mengoreksi draft SK Draft SK Gubernur 10 menit |Draft SK Gubernur
yang telah dibuat oleh Sub g / \1 yang telah dikoreksi
Koordinator Substansi ] <
Kesejahteraan Rakyat Non Tidak Ya
Pelayanan Dasar.

3. |Membaca dan mengoreksi draft SK Draft SK Gubernur 10 menit |Draft SK Gubemnur
yang telah dikoreksi oleh yang telah dikoreksi yang telah dikoreksi
Koordinator Substansi
Kesejahteraan Rakyat untuk Tidak
diteruskan ke Biro Hukum.

4. |Membuat nota dinas kepada Biro Laptop, ATK 15 menit |Konsep nota dinas
Hukum untuk menyerahkan draft
SK yang telah dibuat.

Ya

5. |Membaca, mengoreksi, dan Konsep nota dinas 5 menit |[Konsep nota dinas

mensahkan/memaraf nota dinas. . \ yang telah diparaf
Tidak <

6. |Menandatangani nota dinas . Konsep nota dinas 10 menit |{Nota dinas yang telah

yang telah diparaf ditandatangani

7. |Menyerahkan Draft SK untuk Draft SK Gubernur 5 menit |SK Gubernur yang
dikoreksi oleh Biro Hukum. dan nota dinas belum di

Ya tandatangani

8. |Mengoreksi draft SK yang telah SK Gubemur yang 1 hari  |SK Gubernur yang
dibuat untuk disahkan oleh belum ditandatangani belum ditandatangani
Gubemur -

Tidak

9. |Menyerahkan SK ke Gubernur SK Gubemur yang 5 menit |SK Gubernur yang

untuk disahkan. belum ditandatangani belum ditandatangani
10. |Menandatangani SK Panitia SK Gubernur yang 1 hari SK Gubemur yang
Pelaksana hari besar. belum ditandatangani telah ditandatangani




1 2 10 11 12 13
11. |Menyiapkan undangan rapat dan Laptop, ATK, SK 1 hari Surat undangan dan
materi rapat. Gubernur, konsep materi rapat
materi rapat
12. |Menyiapkan rapat dan Ruang rapat, ATK, 1 hari agenda hasil rapat
melaksanakan rapat. laptop, LCD, materi
rapat, shack/makan
minum rapat, daftar
13. |Melaksanakan gladi peringatan Lapangan upacara, 2jam |terlaksananya gladi
upacara hari besar. sound system,
peserta gladi, panitia,
petugas upacara,
14. |Pelaksanaan hari puncak perayaan. Lapangan upacara, 3jam |terlasananya upacara
Tenda Upacara, peringatan hari besar
Kursi/meja, Podium nasional dan daerah
Upacara, sound
system, Kamera
Publikasi, peserta
upacara, petugas
upacara, para
15. |Pembuatan Laporan Kegiatan. Laptop, ATK, 1 hari dokumentasi laporan
dokumen dan arsip hasil kegiatan
kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN

Nomor SOP | 62 Tahun 2022
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Tanggal Efektif |7 Oktober 2022
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Disahkan oleh

Plt. Kepala Biro Pemerintahan
{Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

-—
Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
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Judul SOP Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubernur NTT No. 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan hari-hari besar
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

1. Komputer/Laptop

2. ATK

3. LCD

4. Tenda/kursi/sound system/meja
5. Ruang rapat

Peﬂngatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan secara rutin, maka akan
meningkatkan Jiwa Nasionalisme.

1. Buku Agenda Rapat
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar




Pelaksana Mutu Baku
Sub
" it Koordinator | Koordinator Avalis Lo
o. egiatan Substansi Substansi | Kepala Biro : Panitia e
Kesra Non |Kesejahteraan|Pemerintahan :el:n“a!;e:aa{(: Rlto Hukum | . Bubseniyr Pelaksana Kelangipan Yk s
Pelayanan Rakyat y
Dasar

q 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 |Menyusun Draft SK Gubernur Laptop, ATK 2 hari Draft SK Gubernur
tentang Panitia Pelaksana
Peringatan Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia. Ya

2 |Membaca dan mengoreksi draft Draft SK Gubernur 10 menit |Draft SK Gubernur
SK yang telah dibuat oleh Sub yang telah
Koordinator Substansi dikoreksi
Kesejahteraan Rakyat Non et Ya
Pelayanan Dasar.

3 |Membaca dan mengoreksi draft Draft SK Gubernur 10 menit {Draft SK Gubernur
SK yang telah dikoreksi oleh yang telah dikoreksi yang telah
Koordinator Substansi dikoreksi
Kesejahteraan Rakyat untuk Tidak
diteruskan ke Biro Hukum.

4 |Membuat nota dinas kepada Biro Laptop, ATK 15 menit [Konsep nota dinas
Hukum untuk menyerahkan draft
SK yang telah dibuat.

Ya
5 |Membaca, mengoreksi, dan Konsep nota dinas 5 menit |Konsep nota dinas
mensahkan/memaraf nota dinas. yang telah diparaf
Tidak
6 |Menandatangani nota dinas . Konsep nota dinas 10 menit |[Nota dinas yang
yang telah diparaf telah
ditandatangani

7 |Menyerahkan Draft SK untuk Draft SK Gubernur 5 menit |SK Gubernur yang

dikoreksi oleh Biro Hukum. dan nota dinas belum di
Ya tandatangani

8 |Mengoreksi draft SK yang telah Y SK Gubernur yang 1 hari SK Gubernur yang
dibuat untuk disahkan oleh / belum belum
Gubernur — TR ditandatangani ditandatangani

9 |Menyerahkan SK ke Gubernur SK Gubernur yang 5 menit |SK Gubernur yang
untuk disahkan. belum belum

ditandatangani ditandatangani
10 |Menandatangani SK Panitia SK Gubernur yang 1 hari SK Gubernur yang
Pelaksana hari besar. belum telah
ditandatangani ditandatangani




1 ] 10 11 12 13
11 |Menyiapkan undangan rapat dan Laptop, ATK, SK 1 hari Surat undangan
materi rapat. Gubernur, konsep dan materi rapat
materi rapat
12 |Menyiapkan rapat dan Ruang rapat, ATK, 1 hari  |agenda hasil rapat
melaksanakan rapat. laptop, LCD, materi
rapat, snack/makan
minum rapat, daftar
hadir
13 |Melaksanakan gladi peringatan Lapangan upacara, 2 jam terlaksananya
upacara hari besar. sound system, gladi
peserta gladi,
panitia, petugas
upacara, susunan
14 |Pelaksanaan hari puncak Lapangan upacara, 3jam terlasananya
perayaan. Tenda Upacara, upacara
Kursi/meja, Podium peringatan hari
Upacara, sound besar nasional dan
system, Kamera daerah
Publikasi, peserta
upacara, petugas
upacara, para
undangan
15 |Pembuatan Laporan Kegiatan. Laptop, ATK, 1 hari dokumentasi
dokumen dan arsip laporan hasil
kegiatan kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN
KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKAT
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN

Nomor SOP 83 Tahun 2022
Tanggal Pembuat{5 Oktober 2021
Tanggal Revisi |7 Oktober 2022
Tanggal Efektif {7 Oktober 2022

Disahkan oleh

Pit. Kepala Biro Pemgrintahan
gSetda Provjnsi Nusa Tempggara Timur,\}z

o <

Dra. Berhadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Judul SOP

Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur NTT No. 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

6.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan hari-hari besar

3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pemerintahan

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

2. ATK
3. LCD

5. Ruang rapat

1. Komputer/Laptop

4. Tenda/kursi/sound system/meja

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi NTT dilaksanakan secara rutin, maka akan
meningkatkan kecintaan terhadap Daerah NTT.

1. Buku Agenda Rapat
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator Kobadinaton
No. Kegiatan i Substansi | KepalaBiro | Analis Panitia Ket
Kesejahteraan Kesejahte Pemisthitilinii Pemberdayaan Pelak Kelengkapan Waktu Qutput
Rakyat Non Rakyat Masyarakat
Pelayanan Dasar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Menyusun Draft SK Gubernur Laptop, ATK 2 hari Draft SK Gubernur
tentang Panitia Pelaksana
Peringatan Hari Ulang Tahuri
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya

2. |Membaca dan mengoreksi draft SK Draft SK 10 menit Draft SK Gubernur
yang telah dibuat oleh Sub | / \/ Gubernur yang telah dikoreksi
Koordinator Substansi ~
Kesejahteraan Rakyat Non L \/ Ya
Pelayanan Dasar.

3 |Membaca dan mengoreksi draft SK Draft SK 10 menit Draft SK Gubernur
yang telah dikoreksi oleh Gubernur yang yang telah dikoreksi
Koordinator Substansi r<> telah dikoreksi
Kesejahteraan Rakyat untuk Tidak
diteruskan ke Biro Hukum.

4 |Membuat nota dinas kepada Biro Laptop, ATK 15 menit Konsep nota dinas
Hukum untuk menyerahkan draft
SK yang telah dibuat.

Ya

5 |Membaca, mengoreksi, dan \ Konsep nota 5 menit Konsep nota dinas

mensahkan/memaraf nota dinas. / \ dinas yang telah diparaf
Tidak \/

6 [Menandatangani nota dinas . Konsep nota 10 menit Nota dinas yang telah
dinas yang telah ditandatangani
diparaf

7 |Menyerahkan Draft SK untuk Draft SK 5 menit SK Gubernur yang

dikoreksi oleh Biro Hukum.

Gubernur dan
nota dinas

belum di tandatangani




)

2

8

10

11

Menerima SK Gubernur tentang
Undangan rapat dan materi rapat

Laptop, ATK,

SK Gubernur,
konsep materi
rapat

1 hari

Surat undangan dan
materi rapat

Menyiapkan rapat dan
melaksanakan rapat.

Ruang rapat,
ATK, laptop,
LCD, materi
rapat,

1 hari

agenda hasil rapat

10

Melaksznakan gladi peringatan
upacara hari besar.

Lapangan

Hlupacara, sound
system, peserta

gladi, panitia,

2 jam

terlaksananya gladi

11

Pelaksanaan hari puncak perayaan.

Lapangan
upacara, Tenda
Upacara,
Kursi/meja,
Podium
Upacara, sound
system,
Kamera

3 jam

terlasananya upacara
peringatan hari besar
nasional dan daerah

12

Pembuztan Laporan Kegiatan.

Laptop, ATK,

Jdokumen dan
jarsip kegiatan

1 hari

dokumentasi laporan
hasil kegiatan

r{ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ﬁ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman :rb.nttprov.go.id

NOTA-DINAS

Kepada . Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
di Kupang.

Dari : Plh. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur di Kupang.

Tanggal . 01 Februari 2023

Nomor : 065/ 0%/1BO2.1

Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu berkas)

Hal : Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang

Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan Sekretarian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang
Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan
Sekretarian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, ‘
/\\W
Djoese S. Martins Nai Buti, S.Pt., M.Si.

Pembina Tingkat |
NIP 197103291999031002
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
Jin. Raya El Tari Nomor 52
Kupang
NOTA DINAS
Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Dari : PIt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.

Tanggal : 17 Februari 2023.

Nomor : Hk.03.7/96/2023.

Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai Surat Pengantar dari Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 065/05/B02.1 tanggal 2
Februari 2023, Hal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan
kepada Bapak Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan
efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya
pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Sesuai
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara  Timur  Nomor
390/KEP/HK /2021 telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat perubahan dan penambahan
terhadap dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur
dimaksud, sehingga periu dilakukan penyesuaian. Sehubungan
dengan itu, mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Naskah
Keputusan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak
dihaturkan limpah terima kasih.

ekretaris Daerah
sa Tenggara Timur /6

¥ -

\Johanna . Ligapaly, S.H, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640110 198903 2 015
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